SALINAN

BUPATI PROBOLINGGO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO
NOMOR : 3 TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2019
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJM DAERAH)
KABUPATEN PROBOLINGGO TAHUN 2018-2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MASA ESA

BUPATI PROBOLINGGO,

Menimbang : a. Bahwa berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMDaerah)
Tahun 2021, terjadi perubahan kebijakan Nasional
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun
2019-2024 serta diberlakukannya Peraturan Pemerintah
Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 72 Tahun 2019, Peraturan Pemerintah Nomor 12
Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah,
Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 tentang
Percepatan Pembangunan Ekonomi, Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi,
Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan
dan Keuangan Daerah, Keputusan Menteri Dalam Negeri
Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan
Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah, yang berimplikasi pada perubahan struktur
kelembagaan daerah, maka perlu dilakukan penyesuaian
terhadap sasaran tahunan dan target pencapaian sasaran

sampai dengan akhir periode perencanaan;



Mengingat

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, perlu mengubah Peraturan Daerah Nomor 6
Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJM Daerah) Kabupaten Probolinggo
Tahun 2018-2023 dengan Peraturan Daerah.

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Tahun
1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4400) ;

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);



7.

10.

11.

12.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4700);

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan
Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4721);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
Undang-UndangNomor 23 Tahun 2014
tentangPemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang
Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4815);



13.

14.

15.

16.

17.

18.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4817);

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 13 Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6042);

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang
Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6402);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6041);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang
Standart Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6178);



19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 136) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 tentang
Percepatan Pembangunan Ekonomi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 225);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, serta Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD dan Tata
Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019
tentang  Klasifikasi, @ Kodefikasi dan  Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781);

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708
Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi
Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur

Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;



26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun
2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Provinsi Jawa Timur 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi
Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1 Tahun 2009 Seri E);
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun
2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa
Timur Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa
Timur Tahun 2012 Nomor 3 Tahun 2012 Seri D);

Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 08
Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Probolinggo
Tahun  2005-2025 (Lembaran Daerah  Kabupaten
Probolinggo Tahun 2008 Nomor 7 Seri E);

Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 13
Tahun 2008 tentang Transparansi dan Partisipasi dalam
Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Probolinggo Tahun 2008 Nomor 8 Seri E);
Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 03
Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Kabupaten Probolinggo Tahun 2010-2029 (Lembaran
Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2011 Nomor 2
Seri E);

Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 6
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Probolinggo
Tahun 2016 Nomor 6 Seri D) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 1
Tahun 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Probolinggo
Tahun 2022 Nomor 1 Seri D);

Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 6
Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJM Daerah) Kabupaten Probolinggo
Tahun  2018-2023 (Lembaran Daerah  Kabupaten
Probolinggo Tahun 2019 Nomor 6 Seri E).



Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO
dan

BUPATI PROBOLINGGO
MEMUTUSKAN :

Menetapkan :  PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2019 TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
(RPJM DAERAH) KABUPATEN PROBOLINGGO
TAHUN 2018-2023.

Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 6
Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka  Menengah
Daerah (RPJMDaerah) Kabupaten Probolinggo Tahun 2018-2023 (Lembaran
Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2019 Nomor 6 Seri E) diubah sebagai
berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Probolinggo.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Probolinggo.

3. Bupati adalah Bupati Probolinggo.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD
adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Probolinggo.
BAPPEDA adalah BAPPEDA Kabupaten Probolinggo.

Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah perangkat
daerah selaku pengguna anggaran/barang.

7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang selanjutnya
disingkat RPJM Nasional adalah dokumen perencanaan Nasional untuk

periode S (lima) tahun.
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11.

12.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya
disingkat RPJP Daerah adalah dokumen perencanaan daerah untuk
periode 20 (dua puluh) tahun.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya
disingkat RPJM Daerah adalah dokumen perencanaan daerah untuk
periode S (lima) tahun.

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah adalah
penyesuaian terhadap sasaran tahunan dan target pencapaian sasaran
sampai dengan akhir periode perencanaan Satuan Kerja Perangkat
Daerah yang tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo
Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (RPJMDaerah) Kabupaten Probolinggo Tahun 2018-2023.
Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra PD
adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima)
tahun.

Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan
daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja PD
adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk
periode 1 (satu) tahun.

Urusan Pemerintahan Wajib adalah urusan pemerintahan yang wajib
diselenggarakan oleh daerah.

Urusan Pemerintahan Pilihan adalah urusan pemerintahan yang wajib
diselenggarakan oleh daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki daerah.
Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan
dasar warga Negara.

Pembangunan Daerah adalah usaha yang sistematik untuk pemanfatan
sumberdaya yang dimiliki daerah untuk peningkatan dan pemerataan
pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, ruang Dberusaha,
meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing
daerah sesuai urusan daerah yang menjadi kewenangannya.

Perencanaan Pembangunan Daerah adalah proses untuk menentukan
kebijakan masa depan melalui urutan pilihan yang melibatkan beberapa
unsur pemangku kepentingan guna pemanfaatan dan pengalokasian

sumberdaya yang ada dalam jangka waktu tertentu di daerah.



18. Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah adalah suatu proses
pemantauan dan supervisi dalam penyusunan dan pelaksanaan
kebijakan pembangunan dan menilai realisasi kinerja dan keuangan
untuk memastikan tercapainya target secara ekonomis, efisien dan
efektif.

19. Isu Strategis adalah kondisi yang harus diperhatikan dalam perencanaan
pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah
dengan karakteristik yang bersifat mendasar, penting, mendesak,
berjangka menengah/panjang dan menentukan pencapaian tujuan
penyelenggaraan Pemerintah Daerah dimasa yang akan datang.

20. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada
akhir periode perencanaan pembangunan daerah.

21. Misi adalah rumusan mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan
untuk mewujudkan visi.

22. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya
tujuan berupa hasil pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian

hasil.

Ketentuan dalam Lampiran sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 ayat (2)

diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3
(1) Sistematika RPJM Daerah Tahun 2018-2023 disusun sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

BAB II : GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

BAB III : GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

BAB IV : PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DAN ISU-ISU
STRATEGIS

BAB V : VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

BAB VI : STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM
PEMBANGUNAN DAERAH

BAB VII : KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN
PROGRAM PERANGKAT DAERAH

BAB VIII : KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
DAERAH

BAB IX : PENUTUP
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(2) Penjabaran RPJM Daerah Tahun 2018-2023 sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal II
Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo
Pada tanggal 10 Februari 2022
P1t. BUPATI PROBOLINGGO
ttd
H.A. TIMBUL PRIHANJOKO

Diundangkan di Probolinggo
Pada tanggal 10 Februari 2022
SEKRETARIS DAERAH
ttd

H. SOEPARWIYONO, SH, MH
Pembina Utama Madya
NIP. 19621225 198508 1 002

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO TAHUN 2022 NOMOR 2
SERI E

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO
NOMOR 5-1/2022

Salinan sesuai dengan aslinya :

«a
‘f&&'b

’K\ﬁ AR HUKUM
u..lé .t\‘f\md\?\.t ;5 PaN
/o)
&I&g)-v{?o\yo, SH, MH

‘Pembma Tingkat I
NIP 19680412 199103 1 025

T
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PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO
NOMOR : 3 TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2019
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJM DAERAH)
KABUPATEN PROBOLINGGO TAHUN 2018-2023

PENJELASAN UMUM

Bahwa  berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMDaerah) Tahun 2021, terjadi
perubahan kebijakan Nasional Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Nasional Tahun 2019-2024 serta diberlakukannya Peraturan
Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019, Peraturan
Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah, Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 tentang Percepatan
Pembangunan Ekonomi, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun
2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah, Keputusan Menteri Dalam Negeri
Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi
Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah, perlu dilakukan perubahan terhadap
Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 6 Tahun 2019 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM Daerah)
Tahun 2018-2023 dalam suatu Peraturan Daerah.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL
Pasal I : Cukup jelas.
Pasal 11 : Cukup jelas.

B S R R RV O R R R
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KATA PENGANTAR
Assalammu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Puji syukur kehadirat Allah SWT dan atas rahmat dan
karunia-Nya, Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (RPJMD) Kabupaten Probolinggo Tahun 2018 — 2023 dapat
terselesaikan tepat waktu. RPJMD ini merupakan dokumen
perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak
dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah,
yang bertujuan untuk mewujudkan pembangunan Daerah dalam
rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat,
kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan
kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah.

Terselesaikan dokumen Perubahan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Probolinggo Tahun
2018-2023 ini, tidak terlepas dari adanya bantuan yang telah
diberikan oleh banyak pihak melalui diskusi, wawancara, dan
berbagai macam bentuk dukungan lainnya. Maka dari itu, Tim
penyusun dokumen Perubahan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2018-2023
mengucapkan terima kasih.

Kedepan harapannya dengan adanya dokumen perubahan
RPJMD ini dapat memudahkan dalam perwujudan
“TERWUJUDNYA MASYARAKAT KABUPATEN PROBOLINGGO
BERAKHLAK MULIA YANG SEJAHTERA, BERKEADILAN DAN
BERDAYA SAING” sebagai Visi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten
Probolinggo Periode 2018-2023. Dilihat dari segi materi maupun
teknik penulisannya, RPJMD ini masih jauh dari kesempurnaan.
Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati diharapkan adanya

saran demi kesempurnaannya.
Wassalammu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Probolinggo, 2022
Plt. BUPATI PROBOLINGGO

Drs. H.A. TIMBUL PRIHANJOKO

= g
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LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO
NOMOR : TAHUN 2022
TANGGAL

BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang

Perencanaan pembangunan daerah pada hakekatnya adalah
upaya sistematis dan terencana oleh masing-masing maupun
seluruh komponen daerah untuk mengubah suatu keadaan yang
belum ideal menjadi lebih baik dengan memanfaatkan berbagai
sumber daya yang tersedia secara optimal, efisien, efektif dan
akuntabel dengan tujuan akhir meningkatkan kualitas hidup
manusia dan masyarakat secara berkelanjutan. Upaya sistematis
dan terencana tersebut berisi langkah-langkah strategis, taktis dan
praktis sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh daerah. Dalam
upaya tersebut, perencanaan pembangunan daerah, baik
perencanaan jangka panjang, jangka menengah maupun tahunan
diperlukan terutama untuk memberikan arah dan prioritas bagi
pembangunan daerah.

Perencanaan Pembangunan Nasional telah diatur dalam
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional, perencanaan pembangunan
bertujuan untuk mendukung koordinasi antar pelaku
pembangunan, menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan
sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar fungsi pemerintah,
maupun antara Pusat dan Daerah. Tujuan dari perencanaan
pembangunan adalah untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi
antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan,
pengoptimalan partisipasi masyarakat dan menjamin tercapainya
penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan
berkelanjutan. Undang-undang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional (SPPN) tersebut, mengamanatkan kepada daerah untuk
menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD). Dokumen RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah
untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan
berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah yang merupakan
penjabaran Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah yang
berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah (RPJPD) serta memperhatikan RPJM Nasional dan RPJMD

Provinsi Jawa Timur.
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RPJMD dalam penyusunannya menggunakan berbagai
pendekatan. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86
Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Raperda RPJPD
dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD
dijelaskan bahwa Perencanaan Pembangunan Daerah berorientasi
pada proses dan berorientasi pada substansi. Perencanaan
Pembangunan Daerah yang berorientasi pada proses menggunakan
4 (empat) pendekatan, yaitu pendekatan 1) politis; 2) teknokratik; 3)
partisipatif; 4) atas-bawah (top-down) dan bawah-atas (bottom-up).
Selanjutnya, Perencanaan Pembangunan Daerah yang berorientasi
pada hasil menggunakan 3 (tiga) pendekatan, yaitu pendekatan 1)
holistik-tematik; 2) integratif; dan 3) spasial. Selain disusun dengan
berbagai pendekatan tersebut, RPJMD juga melalui berbagai
tahapan. Terdapat S (lima) tahapan utama, yaitu Rancangan
Teknokratik; Rancangan Awal RPJMD yang dalam penyusunannya
terdapat agenda wajib yang harus dilaksanakan, yakni forum
konsultasi publik, pembahasan dengan DPRD, dan konsultasi
kepada Gubernur, Rancangan yang di dalam penyusunannya
mencakup pelaksanaan Musrenbang RPJMD, Rancangan Akhir
RPJMD, dan Raperda RPJMD. Setelah melalui tahapan-tahapan
tersebut, berlakunya RPJMD adalah dengan ditetapkannya
Peraturan Daerah tentang RPJMD yang durasinya paling lambat 6

(enam) bulan setelah kepala daerah terpilih dilantik.

Bupati dan Wakil Bupati Probolinggo diangkat melalui
Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 131.35-5858 dan — 5859
yag menetapkan Hj. Puput Tantriana Sari dan Drs. H.A Timbul
Prihanjoko sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah untuk
periode 2018-2023. Kepala daerah menyusun visi misi sebagai
acuan pembangunan dalam 5 tahun mendatang. Adapun Visi
Kepala Daerah Kabupaten Probolinggo adalah “Terwujudnya
Masyarakat Kabupaten Probolinggo Berakhlak Mulia yang
Sejahtera, Berkeadilan dan Berdaya Saing”, Visi tersebut
dilandasi dengan dasar nilai — nilai yang telah tertanam didalam
perilaku kehidupan keseharian masyarakat yang ada di Kabuaaten

Probolinggo. Sedangkan, Misi Kepala Daerah Kabupaten
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Probolinggo terdiri 4 misi yaitu, Misi 1. Mewujudkan masyarakat
yang berakhlak mulia melalui tatanan kehidupan yang tenteram
dan toleran, Misi 2. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat
yang berkeadilan melalui peningkatan kualitas sumberdaya
manusia dan menurunkan angka kemiskinan, Misi 3.
Mewujudkan keadilan melalui tata kelola pemerintahan yang
baik dan bersih, dan Misi 4. Mewujudkan daya saing daerah
melalui peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan

berkelanjutan.

RPJMD harus memiliki hubungan dengan dokumen daerah
yang lainnya. Perubahan RPJMD Kabupaten Probolinggo 2018-
2023 berkedudukan dalam RPJMD periode ke-empat dalam RPJPD.
Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 mengatur bahwa
RPJMD harus memiliki hubungan dengan dokumen Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan perencanaan tahunan
dan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis
Perangkat Daerah (Renstra PD) dan Rencana Kerja Perangkat
Daerah (Renja PD), hubungan tersebut merupakan wujud
sinkronisasi antara dokumen perencanaan pembangunan daerah.
Konsistensi antar dokumen perencanaan ini akan berdampak pada
kinerja pembangunan dan evaluasi yang dilakukan saat akhir

tahun anggaran maupun pada akhir masa periodesasi RPJMD.

RPJMD Kabupaten Probolinggo Tahun 2018-2023 sebelum
adanya perubahan atau yang telah disusun sebelumnya didasarkan
pada teori perencanaan menurut Robbins dan Coulter (2005: 20),
bahwa terdapat empat fungsi perencanaan, diantaranya: 1)
Perencanaan sebagai pengarah, 2) Perencanaan untuk
meminimalisir ketidakpastian; 3) Perencanaan untuk
meminimalisir pemborosan sumber daya; dan 4) Perencanaan
sebagai penetapan standar dalam pengawasan kualitas. Jika
melihat fungsi perencanaan untuk meminimalisir ketidakpastian,
dengan tersusunnya RPJMD akan mampu memprediksi
ketidakpastian yang kemungkinan akan menjadi hambatan atau

ancaman bagi proses pencapaian tujuan Kabupaten Probolinggo
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yang digambarkan dalam Visi dan Misi dari Kepala Daerah

Kabupaten Probolinggo.

Fungsi lainnya dalam perencanaan adalah sebagai penetapan
standar dalam pengawasan kualitas, dimana pada fungsi ini
perencanaan akan berfungsi untuk membandingkan antara tujuan
yang telah ditetapkan dengan realita di lapangan dan mengevaluasi
penyimpangan-penyimpangan yang mungkin terjadi sehingga
organisasi dapat mengambil tindakan-tindakan yang diperlukan
untuk memperbaiki kinerja organisasi. Pada fungsi ini RPJMD telah
melewati evaluasi yang akhirnya menghasilkan upaya perbaikan
baik dari indikator maupun capaian kinerja organisasi sehingga
diperlukan perubahan dan penyesuaian dengan kondisi yang ada

saat ini di Kabupaten Probolinggo.

Mengikuti dinamika perkembangan kebijakan dan isu
strategis saat ini, maka diperlukan adanya perubahan RPJMD
sehingga RPJMD Kabupaten Probolinggo mampu beradaptasi
dengan kebijakan baru dan isu strategis terkini. Adapun dasar-
dasar perubahan RPJMD Kabupaten Probolinggo dilakukan karena

beberapa pertimbangan berikut ini:

1. Dalam rangka penyesuaian dengan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun
2020-2024 dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-
2023, maka pemerintah daerah kabupaten/kota wajib
menyesuaikan Rencana  Pembangunan  Jangka
Menengah Daerah untuk menyeleraskan berbagai
kebijakan dan prioritas nasional dan provinsi.

2. Adanya Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
tentang Pengelolaan Keungan Daerah, sehingga
pemerintah daerah wajib menyesuaikan struktur APBD
(Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan) yang terbaru
ke dalam RPJMD.

3. Ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodesifikasi dan

Nomenklatur  Perencanaan  Pembangunan  dan

e
. R -



PERUBAHAN RPJMD

Kabupaten Probolinggo Tahun 2018-2023 BAB 1 " I-5

Keuangan Daerah maka  pemerintah  daerah
kabupaten/kota wajib untuk menyesuaikan RPJMD-
nya dengan klasifikasi, kodesifikasi dan nomenklatur
program dan kegiatan yang terbaru.

4. Adanya Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019
tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Di
Kawasan Gresik-Bangkalan-Mojokerto-Surabaya-
Sidoarjo-Lamongan, Kawasan Bromo-Tengger-Semeru,
serta Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan juga
menjadi dasar dalam perubahan RPJMD Kabupaten
Probolinggo. Hal tersebut dijadikan dasar karena
Kabupaten Probolinggo menjadi lokasi Kawasan
Prioritas BTS (Bromo Tengger Semeru), Kawasan Sentra
Produksi dan Komoditas Unggulan (Rumah Garam),
Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri.

S. Perlunya Memetakan janji-janji politik bupati ke dalam
program dan kegiatan sehingga dapat selaras dengan
program dan kegiatan perangkat daerah juga menjadi
alasan adanya Perubahan RPJMD.

6. Adanya pandemi Covid-19 yang menjadi isu strategis
internasional menjadi isu yang perlu diperhatikan oleh
Pemerintah Kabupaten Probolinggo dengan
menerapkan berbagai kebijakan dan prioritas dalam
menghadapi kondisi yang terjadi dengan
menuangkannya dalam RPJMD.

7. Mengintegrasikan dokumen perencanaan dengan
tujuan pembangunan berkelanjutan.

8. Menindaklanjuti laporan hasil evaluasi SAKIP untuk
perbaikan akuntabilitas kinerja.

Selain beberapa pertimbangan diatas, perubahan RPJMD juga
didasarkan pada Permendagri No 86 Tahun 2017 Pasal 342. Hasil
pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi RPJMD
Kabupaten Probolinggo yang dirumuskan, sesuai dengan
Permendagri No 86 Tahun 2017. Terjadi perubahan yang mendasar
salah satunya adalah adanya perubahan kebijakan Nasional yang

meliputi:
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1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
(RPJMN) Tahun 2019-2024.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah.

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72
Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah.

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun
2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah,
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708
Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi
Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan
Nomenklatur  Perencanaan Pembangunan dan
Keuangan.

5. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 tentang

Percepatan Pembangunan Ekonomi.

1.2 Landasan Hukum

1. Undang-Undang No. 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi
Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat Dan Dalam Daerah
Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan
Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik
Indonesia dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar
dan Kota-kota Ketjil di Djawa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
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Indonesia Tahun 2004 Nomor 55, Tambahan Lembaran

Negara Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor
33 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4700);

7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007
tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

8. Undang-Undang 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah [Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) dan
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
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Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5657);

10. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

6398)

11. Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6573);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008, tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
21);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114) sebagaimana telah diubah terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019
perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun
2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun
2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan
Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5941);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun

2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional
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16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor

77);

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2017 tentang
Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 228);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar
Pelayanan Minimal (SPM) (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2018 Nomor 2);.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembar Negara

Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang
Peyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);

Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2018 Tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden
Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan
Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 107);

Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 tentang
Percepatan Ekonomi di Kawasan Gresik-Bangkalan-
Mojokerto-Surabaya-Sidoarjo-Lamongan, Kawasan Bromo-
Tengger-Semeru, serta Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas
Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 225);

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-
2024 (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 10);

Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2020 tentang
Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020

tentang Komite Penangan Corona Virus Disease (COVID-19)
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dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) (Lembar Negara

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 256);

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008
Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarustamaan
Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 927);

25. Peraturan Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
120 Tahun 2018 Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 157);

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka  Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2017 Nomor 1312);

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018
tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan
Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 459);

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018
tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);

29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019
tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
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30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019
tentang  Klasifikasi, Kodefikasi, Dan  Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020
tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah
Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara

Repblik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);

32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengeolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

33. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 69
Tahun 2017 tentang Pelaksanaan PP No. 46 Tahun 2016
tentang Tata Cara Penyelenggaraan KLHS (Permen LHK No.
69 Tahun 2017)

34. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah

Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1 Sero E);

35. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur
Tahun 2011-2031(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur

Tahun 2021 Nomor 3 Seri D);

36. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2018
tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau
Kecil Provinsi Jawa Timur Tahun 2018-2038 (Lembaran

Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2018 Nomor 1 Seri D);

37. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 (lembaran Daerah

Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 5 Seri D);

38. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 8 Tahun

2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
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Daerah (RPJP Daerah) Kabupaten Probolinggo Tahun 2005-
2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2008
Nomor 07 Seri E);

39. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 3 Tahun
2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten
Probolinggo Tahun 2010-2029;

40. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 6 Tahun
2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2016
Nomor 1 Seri D);

41. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 6 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
sebagimana telah diubah dengan Peraturan Daerah

Kabupaten Probolinggo Nomor 1 Tahun 2022;

42. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 6 Tahun
2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (RPJM Daerah) Kabupaten Probolinggo Tahun 2018-
2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2019
Nomor 6 Seri E).
1.3 Hubungan Antar Dokumen

Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana yang
dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menjadi dasar dalam
penyusunan RPJMD Kabupaten Probolinggo untuk menyelaraskan
dengan kebijakan pembangunan nasional. Selain itu, melalui
peraturan tersebut pemerintah daerah akan menyusun rencana
pembangunan jangka panjang, rencana pembangunan jangka
menengah, dan rencana pembangunan tahunan. Ketiga rencana
pembangunan tersebut disusun pada tingkat Nasional, Provinsi,
dan Kabupaten/Kota yang ketiganya akan saling berkaitan. Dalam
menjamin keselarasan dokumen perencanaan pembangunan
tingkat pusat maka disusun dokumen Perencanaan pada tingkat
daerah meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
(RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Rencana
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Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten
Probolinggo Tahun 2018-2023 adalah bagian integrasi perencanaan
pembangunan nasional dan perencanaan pembangunan daerah
Provinsi Jawa Timur. Penyusunan RPJMD Kabupaten Probolinggo
Tahun 2018-2023 berpedoman pada RPJM Nasional, RPJMD
Provinsi Jawa Timur, RTRW Nasional, RTRW Provinsi Jawa Timur,
dan RTRW Kabupaten Probolinggo. Selain melakukan telaah dan
sinkronisasi dengan dokumen perencanaan Nasional, Provinsi Jawa
Timur, dan Kabupaten Probolinggo, juga dilakukan telaah terhadap
RPJMD daerah lain. Adapun keterkaitan antar dokumen
perencanaan pembangunan daerah disajikan secara terperinci pada

gambar berikut ini:

20 Tahun 5 Tahun 1 Tahun
RTRWN

RTR Pulau

RTRW
PROVINSI

RTRW

e
KAB/KOTA é
<
(=]

Tata Puang Sebagal Acuan Datam Perencanaan =¥ Harus Dilmplemantasican

Gambar 1.1 Hubungan Dokumen Perencanaan Lainnya
Sumber : Kemendagri, 2017

Hubungan RPJMD dengan RPJPD

RPJMD Kabupaten Probolinggo Tahun 2018-2023 masuk dalam
tahap IV (ke-empat) atau tahap akhir pencapaian RPJPD Kabupaten
Probolinggo. Sebagaimana diamanatkan dalam RPJPD Tahun 2005-
2025 disebutkan bahwa tahapan dan skala prioritas pembangunan
daerah yang ditetapkan merupakan cerminan dari urgensi

permasalahan yang akan diselesaikan, tanpa mengabaikan
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permasalahan lainnya. Prioritas yang dirumuskan dalam setiap
tahapan dapat berbeda-beda, akan tetapi semua itu harus tetap
berkesinambungan dari periode ke periode berikutnya dalam
rangka pencapaian sasaran pokok pembangunan jangka panjang

daerah.

RPJMD Kabupaten Probolinggo tahun 2018-2023 merupakan
penjabaran RPJPD Kabupaten Probolinggo tahun 2005-2025 tahap
ke-empat. Keterkaitan RPJPD tahun 2005-2025 dengan Visi dan
Misi RPJMD tahun 2018-2023 sebagaimana tabel berikut:

Tabel 1.1 Hubungan RPJPD dengan RPJMD Kabupaten

Probolinggo
URAIAN RPJPD RPJMD KABUPATEN
KABUPATEN PROBOLINGGO 2018-
PROBOLINGGO 2023
2005-2025
VISI Terwujudnya Terwujudnya
Kabupaten Masyarakat Kabupaten
Probolinggo Yang Probolinggo Berakhlak
Berdaya Saing Mulia yang Sejahtera,
Berkeadilan dan Berdaya
Saing
MIS | Mis | Mewujudkan Mis | Mewujudkan
I i 1 | masyarakat yang i1 | masyarakat yang
beriman dan berakhlak mulia melalui
bertakwa kepada tatanan kehidupan yang
Tuhan Yang Maha tenteram dan toleran.
Esa.
Mis | Mewujudkan Mis | Mewujudkan keadilan
i 2 | masyarakat yang i 3 | melalui tata kelola
demokratis pemerintahan yang baik
berlandaskan dan bersih.
hukum.
Mis | Mewujudkan Mis | Mewujudkan
i 3 | masyarakat yang i2 | kesejahteraan
berpengetahuan, masyarakat yang
kreatif dan inovatif. berkeadilan melalui

peningkatan kualitas
sumberdaya manusia
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URAIAN

Mis

Mis
i5

RPJPD
KABUPATEN
PROBOLINGGO
2005-2025

Mewujudkan Mis
Probolinggo ASRI
(Aman, Sejahtera,

Ramah dan Indah).

Mewujudkan
daerah yang
berdaya saing

BABI | I-15

RPJMD KABUPATEN
PROBOLINGGO 2018-
2023

dan menurunkan angka
kemiskinan.

Mewujudkan
masyarakat yang
berakhlak mulia melalui
tatanan kehidupan yang
tenteram dan toleran.

Mewujudkan daya saing
daerah melalui
peningkatan
pertumbuhan ekonomi
dan pembangunan
berkelanjutan.

Hubungan RPJMD dengan RPJMD Provinsi Jawa Timur

Sinergitas dengan RPJMD Provinsi Jawa Timur menjadi keharusan

dalam substansi RPJMD Kabupaten Probolinggo, karena secara

kewilayahan Kabupaten Probolinggo berada pada Wilayah Jawa

Timur. Berikut disajikan sinergitas Visi dan Misi RPJMD Kabupaten

Probolinggo denga RPJMD Provinsi Jawa Timur.

Tabel 2.2 Hubungan RPJMD Kabupaten Probolinggo dengan
RPJMD Provinsi Jawa Timur

URAIAN

VISI

RPJMD PROVINSI
JAWA TIMUR

2019-2024

Terwujudnya
Masyarakat Jawa
Timur Yang Adil,
Sejahtera, Unggul, dan
Berakhlak Dengan Tata
Kelola Pemerintahan
Yang Partisipatoris
Inklusif Melalui Kerja
Bersama dan Semangat
Gotong Royong.

e
. R -

RPJMD
KABUPATEN
PROBOLINGGO
2018-2023

Terwujudnya
Masyarakat
Kabupaten
Probolinggo
Berakhlak Mulia
yang Sejahtera,
Berkeadilan dan
Berdaya Saing.
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URAIAN

MIS | Mis

Mis
i2

Mis
i3

Mis
i4

RPJMD PROVINSI
JAWA TIMUR

2019-2024

Mewujudkan
Keseimbangan
Pembangunan
Ekonomi, Baik antar

Kelompok, antar Sektor
dan Keterhubungan
Wilayah.

Terciptanya
Kesejahteraan yang
Berkeadilan Sosial,
Pemenuhan

Kebutuhan Dasar
Terutama Kesehatan
dan Pendidikan,
Penyediaan

Lapangan Kerja dengan
Memperhatikan
Kelompok Rentan.

Tata Kelola
Pemerintahan yang
Bersih, Inovatif,
Terbuka, Partisipatoris

Memperkuat Demokrasi
Kewargaan untuk
Menghadirkan Ruang
Sosial

yang menghargai
prinsip Kebhinekaan.

Melaksanakan
Pembangunan
Berdasarkan Semangat
Gotong Royong,

Berwawasan
Lingkungan untuk
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RPJMD
KABUPATEN
PROBOLINGGO
2018-2023

Mewujudkan daya
saing daerah
melalui peningkatan
pertumbuhan
ekonomi dan
pembangunan
berkelanjutan.

Mewujudkan
kesejahteraan
masyarakat yang
berkeadilan melalui
peningkatan
kualitas
sumberdaya
manusia dan
menurunkan angka
kemiskinan.

Mewujudkan
masyarakat yang
berakhlak mulia
melalui tatanan
kehidupan yang
tenteram dan
toleran.

Mewujudkan
keadilan melalui
tata kelola
pemerintahan yang
baik dan bersih.

Mewujudkan daya
saing daerah
melalui peningkatan
pertumbuhan
ekonomi dan
pembangunan
berkelanjutan.
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URAIAN RPJMD PROVINSI RPJMD
JAWA TIMUR KABUPATEN
PROBOLINGGO
2019-2024 2018-2023

Menjamin Keselarasan
Ruang Ekologi,

Ruang Sosial, Ruang
Ekonomi dan Ruang
Budaya

Hubungan RPJMD dengan RPJMN

Keterwujudan sinergitas perencanaan pembangunan RPJMD
Kabupaten Probolinggo dengan RPJMN harus terjadi, mengingat
tersajinya program dan kegiatan pembangunan pemerintah yang
dilaksanakan di nasional harus disikapi dan ditindak lanjuti

dengan program pembangunan yang dilaksanakan di Kabupaten

Probolinggo.
Tabel 3.3 Hubungan RPJMD Kabupaten Probolinggo dengan
RPJMN
URAIAN RPJMN RPJMD KABUPATEN
PROBOLINGGO 2018-
2020-2024 2023
VISI Terwujudnya Terwujudnya
Indonesia Maju Masyarakat Kabupaten
yang Berdaulat, Probolinggo Berakhlak
Mandiri, dan Mulia yang Sejahtera,
Berkepribadian Berkeadilan dan
Berlandaskan Berdaya Saing.
Gotong Royong.
MIS | Misi | Peningkatan Misi | Mewujudkan
I 1 | Kualitas Manusia 2 kesejahteraan
Indonesia. masyarakat yang
berkeadilan melalui
peningkatan kualitas
sumberdaya manusia
dan menurunkan angka
kemiskinan.
Misi | Struktur Ekonomi | Misi | Mewujudkan daya saing
2 yang Produktif, 4 daerah melalui
Mandiri, dan peningkatan
Berdaya Saing. pertumbuhan ekonomi

e
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URAIAN

Misi

Misi

Misi

Misi

Misi

Misi

Misi

RPJMN
2020-2024

Pembangunan
yang Merata dan
Berkeadilan.

Mencapai
Lingkungan Hidup

yang
Berkelanjutan.

Kemajuan Budaya
yang
Mencerminkan
Kepribadian
Bangsa.

Penegakan Sistem
Hukum yang
Bebas Korupsi,
Bermartabat, dan
Terpercaya.

Perlindungan bagi
Segenap Bangsa
dan Memberikan
Rasa Aman pada
Seluruh Warga.

Pengelolaan
Pemerintahan yang
Bersih, Efektif, dan
Terpercaya.

Sinergi Pemerintah
Daerah dalam
Kerangka Negara
Kesatuan.
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RPJMD KABUPATEN
PROBOLINGGO 2018-
2023

dan pembangunan
berkelanjutan.

Mewujudkan keadilan
melalui tata kelola
pemerintahan yang baik
dan bersih.

Mewujudkan daya saing
daerah melalui
peningkatan
pertumbuhan ekonomi
dan pembangunan
berkelanjutan.

Mewujudkan
masyarakat yang
berakhlak mulia melalui
tatanan kehidupan yang
tenteram dan toleran.

Mewujudkan keadilan
melalui tata kelola
pemerintahan yang baik
dan bersih.

Mewujudkan
kesejahteraan
masyarakat yang
berkeadilan melalui
peningkatan kualitas
sumberdaya manusia
dan menurunkan angka
kemiskinan.

Mewujudkan keadilan
melalui tata kelola
pemerintahan yang baik
dan bersih.

Mewujudkan keadilan
melalui tata kelola
pemerintahan yang baik
dan bersih.
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URAIAN RPJMN RPJMD KABUPATEN
PROBOLINGGO 2018-
2020-2024 2023

Hubungan RPJMD dengan RTRW Kabupaten Probolinggo
Spasial melalui pertimbangan dimensi keruangan adalah salah sau
pendekatan penyusunan perencanaan yang berorientasi pada
substansi, guna mewujudkan pembangunan yang komprehensif
dan taat kepada struktur dan pola ruang. Perencanaan
Pembangunan Daerah, berprinsip untuk mengintegrasikan RTRW
ke dalam rencana pembangunan daerah. Oleh karena itu, RPJMD
harus berpedoman pada RTRW untuk menjamin agar arah
kebijakan dan sasaran pokok RPJMD selaras atau tidak
menyimpang dari arah kebijakan RTRW, baik dalam rencana
struktur maupun pola ruang. Keselarasan hubungan antara
RPJMD dengan RTRW bertujuan untuk melihat kerangka
pemanfaatan ruang daerah dalam 5 (lima) tahun mendatang yang
mencakup rencana struktur ruang, rencana pola ruang, dan
indikasi pemanfaatn ruangnya. Dengan demikian tujuan
pembangunan akan tercapai, kesenjangan wilayah terkurangi tetapi
sesuai dengan tata kelola fungsi keruangan, serta akan terwujud
keterpaduan, keterkaitan, keseimbangan, dan perkembangan antar
wilayah serta keserasian antar sektor.

Hubungan RPJMD dengan RKPD

RPJMD memuat indikasi rencana program prioritas yang disertai
kebutuhan pendanaan yang dijabarkan sebagai upaya pencapaian
target tahunan yang kemudian dituangkan pentahapan
tahunannya sebagai RKPD. RKPD memuat rencana kerja dan
pendanaan untuk jangka waktu satu tahun. RKPD merupakan
penjabaran tahunan RPJMD.

Telaah Hubungan RPJMD dengan RTRW Daerah Sekitar Kabupaten
Probolinggo

Telaah hubungan RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah) dengan RTRW daerah di sekitar Kabupaten
Probolinggo dapat dilihat pada tabel dibawah.

e
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Tabel 4.4 Telaah Hubungan RPJMD dengan RTRW Daerah

No Daerah

1. | Kabupaten
Pasuruan

2. | Kabupaten
Situbondo

3. | Kabupaten
Lumajang

4. | Kabupaten Malang

e
. R -

Sekitar

Uraian

Penyusunan RPJMD  Kabupaten
Pasuruan berpedoman pada RTRW
Kabupaten melalui penyelarasan
antara sasaran, arah kebijakan, dan
sasaran pokok visi, misi dan tujuan
pembangunan jangka menengah
Daerah dengan visi, misi dan tujuan,
kebijakan, serta rencana struktur
dan rencana pola ruang wilayah.

Dalam penyusunan RPJMD
Kabupaten Situbondo tahun 2016-
2021, juga berpedoman pada
berbagai pola ruang dan struktur
ruang yang telah ditetapkan dalam
RTRW Kabupaten Situbondotahun
2013-2033 sebagai dasar untuk
menetapkan lokasi Program
Pembangunan yang berkaitan
dengan pemanfaatan ruang di
Kabupaten Situbondo.

Visi RTRW Kabupaten Lumajang
yakni Terwujudnya Penataan Ruang
Wilayah Yang Terpadu, Produktif Dan
Seimbang. Visi penataan ruang
tersebut telah diakomodir dalam Misi
Pertama RPJMD Kabupaten

Lumajang yaitu Mewujudkan
perekonomian daerah yang
berkelanjutan berbasis pada
pertanian, usaha mikro, dan

pariwisata, yang berarti peningkatan
aktivitas ekonomi

(sebagai isi/contain) tetap
memperhatikan struktur dan pola
ruang (sebagai wadah/container)
dalam  suatu  ekosistem = yang
berkelanjutan.

Penyusunan RPJMD perlu
memperhatikan dan

mempertimbangkan struktur dan
pola penataan ruang yang sesuai
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No Daerah Uraian

dengan Peraturan Daerah Nomor 3
tahun 2010 tentang Rencana

Tata Ruang Wilayah Kabupaten
Malang  sebagai dasar untuk
menetapkan lokasi program
pembangunan yang berkaitan
dengan pemanfaatan ruang daerah di
Kabupaten Malang.

1.4 Maksud dan Tujuan
1.4.1 Maksud

Maksud penyusunan  dokumen Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten
Probolinggo Tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut:

1. Menyediakan dokumen resmi yang akan menjadi pedoman
perangkat daerah dalam menyusun rencana strategis
sehingga tercipta sinergitas perencanaan pembangunan
daerah dengan perencanaan perangkat daerah.

2. Menyediakan dokumen resmi yang akan menjadi pedoman
dalam menyusun rencana pembangunan tahunan daerah

(RKPD) dan rencana kerja perangkat daerah.

1.4.2 Tujuan

Tujuan penyusunan dokumen Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten
Probolinggo Tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut :

1. Menjabarkan visi misi ke dalam tujuan, sasaran, dan
indikator kinerja pembangunan daerah sehingga rencana
pembangunan daerah yang ditetapkan dapat terwujud.

2. Menciptakan sinergitas RPJMD dengan dokumen
perencanaan pembangunan lainnya antar tingkat

kewilayahan maupun antar periode waktu, dokumen
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perencanaan sektoral, dokumen perencanaan
kewilayahan, dokumen perencanaan wilayah sekitar, serta
dokumen strategis dan sektoral lainnya.
1.5 Sistematika Penulisan
Sistematika Dokumen Perubahan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Probolinggo Tahun
2018-2023 adalah sebagai berikut :
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
1.2 Dasar Hukum Penyusunan
1.3 Hubungan Antar Dokumen
1.4 Maksud dan Tujuan
1.5 Sistematika Penulisan
BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
2.1 Aspek Geografi dan Demografi
2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat
2.3 Aspek Pelayanan Umum
2.4 Aspek Daya Saing
BAB III GAMBARAN KEUANGAN DAERAH
3.1 Kinerja Keuangan Masa Lalu
3.2 Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu
3.3 Kerangka Pendanaan
BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH
4.1 Permasalahan Pembangunan

4.2 Isu strategis

BAB V VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

5.1 Visi

5.2 Misi

5.3 Tujuan dan Sasaran
BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM
PEMBANGUNAN DAERAH

6.1 Strategi

6.2 Arah Kebijakan Pembangunan

6.3 Program Pembangunan Daerah
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BAB VII KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN
PROGRAM PERANGKAT DAERAH

7.1 Program Perangkat Daerah
BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
DAERAH
BAB IX PENUTUP
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BAB II
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1Aspek Geografi dan Demografi

Aspek geografis dan aspek demografi merupakan hal yang
sangat penting dalam pembangunan suatu daerah. Analisis pada
aspek geografi Kabupaten Probolinggo perlu dilakukan untuk
memperoleh gambaran mengenai karakteristik lokasi dan wilayah,
potensi pengembangan wilayah dan kerentanan wilayah terhadap
bencana. Sedangkan aspek demografi, menggambarkan kondisi
penduduk secara keseluruhan atau kelompok dalam waktu
tertentu. Aspek demografi di Kabupaten Probolinggo dapat
digambarkan melalui kondisi demografi seperti ukuran, struktur
dan distribusi penduduk serta bagaimana jumlah penduduk
berubah setiap waktu akibat kelahiran, kematian, migrasi, serta
penuaan. Analisis kependudukan dapat merujuk pada populasi
masyarakat secara keseluruhan atau kelompok tertentu yang
didasarkan kriteria seperti pendidikan, kewarganegaraan, agama,
atau etnis tertentu. Adapun kerangka pemikiran hubungan antara
kondisi geografi daerah dengan potensi pengembangan kawasan

budidaya adalah sebagai berikut :

Kondisi
Kondisi Geologi Kondisi
Klimatologi Hidrologi
Kondisi @ Penggunaan
Topografi Lahan
) 4

Letak, Luas Pengembangan Kondisi
dan Batas Wilayah Geografi
Wilayah ) L Lainnya

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran Potensi Pengembangan
Wilayah
Sumber : Permendagri 86 Tahun 2017
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2.1.1 Karakteristik Lokasi dan Batas Wilayah Administrasi
A.Luas, Letak dan Batas Wilayah Administrasi

Kabupaten Probolinggo merupakan salah satu kabupaten di
wilayah Provinsi Jawa Timur dengan luas wilayah 1.696,16 km?2

dengan rincian sebagai berikut:

1) Pemukiman : 147,74 km?
2) Persawahan  : 373,13 km?

3) Tegal : 513,80 km?
4) Perkebunan : 32,81 km?
5) Hutan : 426,46 km?
6) Tambak/Kolam: 13,99 km?
7) Lain-lain : 188,23 km?
Lain-lain Pemukiman
Tambak/Kolam 11% 9% Persawahan

1% . 22%

Perkebunan
2%

Gambar 2.2 Luas Wilayah Kabupaten Probolinggo
Sumber : Kabupaten Probolinggo dalam Angka 2020

Kabupaten Probolinggo, secara yuridis formal dibentuk
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan
Provinsi Jawa Timur. Berdasarkan ketetapan tentang pembagian
wilayah, Kabupaten Probolinggo secara administratif terbagi
menjadi 24 Kecamatan, 325 Desa dan 5 Kelurahan, 1.375 Dusun,
1.643 Rukun Warga (RW) dan 5.869 Rukun Tangga (RT). Adapun
pembagian luas wilayah berdasarkan kecamatan di Kabupaten

Probolinggo sebagai berikut:

Y W
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Tabel 2.1 Luas Wilayah Kabupaten Per Kecamatan (kmZ2) Tahun

2020

No Kecamatan Luas (Ha) Pers(i /Stase
1. Sukapura 102,08 6,02
2. Sumber 141,88 8,36
3. Kuripan 66,75 3,94
4, Bantaran 42,13 2,48
5. Leces 36,81 2,17
6. Tegalsiwalan 41,74 2,46
7. Banyuanyar 45,70 2,69
8. Tiris 165,67 9,77
9. Krucil 202,53 11,94
10. | Gading 146,85 8,66
11. | Pakuniran 113,85 6,71
12. | Kotaanyar 42,58 2,51
13. | Paiton 53,28 3,14
14. | Besuk 35,04 2,07
15. | Kraksaan 37,80 2,23
16. | Krejengan 34,43 2,03
17. | Pajarakan 21,34 1,26
18. | Maron 51,39 3,03
19. | Gending 36,61 2,16
20. | Dringu 31,13 1,84
21. | Wonomerto 45,67 2,69
22. | Lumbang 92,71 5,47
23. | Tongas 77,95 4,60
24. | Sumberasih 30,25 1,78
Jumlah 1696,17 100

Sumber: BPS Kabupaten Probolinggo Tahun 2020

Secara astronomis, Kabupaten Probolinggo berada pada
posisi 07°40’- 08°10° Lintang Selatan (LS) dan 112°50’-113°30’

Bujur Timur (BT). Secara geografis, Kabupaten Probolinggo terletak
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di lereng gunung-gunung yang membujur dari Barat ke Timur,
yakni Pegunungan Tengger, Gunung Lamongan dan Gunung
Argopuro. Sedangkan secara administratif, Kabupaten Probolinggo

berbatasan dengan:

1. Utara : Selat Madura

2. Barat : Kabupaten Pasuruan

3. Timur : Kabupaten Situbondo dan Kabupaten Jember
4. Selatan : Kabupaten Lumajang dan Kabupaten Malang

Sedangkan di sebelah utara bagian tengah terdapat daerah
otonom yaitu Kabupaten Probolinggo. Berikut adalah Peta

Administrasi Kabupaten Probolinggo

JOOUL FETA | i o, re
a ADMINISTRASI KABUPATEN

Gambar 2.3 Peta Administrasi Kabupaten Probolinggo
Sumber : RTRW Kabupaten Probolinggo

B. Topografi

Apabila ditinjau dari aspek topografi, Kabupaten Probolinggo
terletak di lereng gunung-gunung membujur dari Barat ke Timur,
yakni Gunung Semeru, Gunung Argopuro, Gunung Tengger dan
Gunung Lamongan. Kabupaten Probolinggo terletak pada
ketinggian 0-2500 m di atas permukaan laut. Hal ini menyebabkan
tanahnya berupa tanah vulkanis yang banyak mengandung mineral

yang berasal dari ledakan gunung berapi yang berupa pasir dan
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batu, lumpur bercampur dengan tanah liat yang berwarna kelabu
kekuning-kuningan. Menurut keadaan fisik wilayah bentuk
permukaan daratan di Kabupaten Probolinggo diklasifikasikan

menjadi 3 (tiga) jenis yaitu :

1) Dataran rendah dan tanah pesisir dengan ketinggian O — 100 m
diatas permukaan laut. Daerah ini membentang di sepanjang
pantai utara mulai dari Barat ke Timur kemudian membujur ke
Selatan

2) Daerah perbukitan dengan ketinggian 100 — 1.000 m diatas
permukaan laut. Daerah ini terletak di wilayah bagian Tengah
sepanjang Pegunungan Tengger serta pada bagian selatan sisi
Timur sekitar Gunung Lamongan

3) Daerah pegunungan dengan ketinggian diatas 1.000 m dari
permukaan laut. Daerah ini terletak di sebelah Barat Daya yaitu
sekitar Pegunungan Tengger dan sebelah Tenggara yaitu di

sekitar Gunung Argopuro.

Tabel 2.2 Ketinggian Per Kecamatan di Kabupaten Probolinggo

Ketinggian (mdpl)
No | Kecamatan 100- | 500- Jumlah
0-25 25-100 500 1000 >1000 (Ha)

1 Sukapura - - 208,3 | 1.666, | 8.333, | 10.208,
4 70 49 53

2 Sumber - - 150,6 | 3.898, | 10.139 | 14.188,
2 15 ,36 13

3 Kuripan - 137,27 | 4.324 | 1.870, | 343,18 | 6.674,7
,01 30 6

4 Bantaran - 2.948,9 | 1.263 - - 4.212,8
8 ,85 3

5 Leces - 2.439,2 | 1.241 - - 3.680,9
0 77 7

6 Tegal Siwalan | 357,1 2.073,4 | 1.742 - - 4.173,5
8 8 ,90 6

7 Banyuanyar 92,25 | 2.859,9 | 1.617 - - 4.569,6
1 47 3

8 Tiris - - 7.013 | 9.101, | 452,30 | 16.566,
,17 22 69

9 Krucil - - 3.039 | 7.497, | 9.716, | 20.252,
, 40 18 08 66

10 Gading - 2.569,8 | 6.450 | 2.989, | 2.674, | 14.684,
1 ,75 38 70 64

11 Pakuniran - 2.340,8 | 6.011 | 2.234, | 798,07 | 11.385,
4 ,70 39 00

12 Kotaanyar 93,25 | 2.548,2 | 1.616 - - 4.258,0
8 47 0

e
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Ketinggian (mdpl)
No Kecamatan 100- 500- Jumlah
0-25 25-100 500 1000 >1000 (Ha)
13 Paiton 4.535, | 792,59 - - - 5.327,9
35 4
14 Besuk 572,4 | 2.564,7 | 366,3 - - 3.503,6
9 5 9 3
15 Kraksaan 3.739, 40,64 - - - 3.779,7
11 S
16 Krejengan 2.268, | 1.174,6 - - - 3.442,8
22 2 4
17 Pajarakan 1.920, | 213,44 - - - 2.134,3
91 S
18 Maron 743,7 | 3.311,0 | 1.084 - - 5.139,2
8 1 ,48 7
19 Gending 3.598, 62,50 - - - 3.661,4
98 8
20 Dringu 2.943, 169,83 - - - 3.113,5
71 4
21 Wonomerto - 2.721,6 | 1.845 - - 4.566,8
) ,19 4
22 Lumbang - 340,08 | 6.029 | 1.632, | 1.268, | 9.271,0
,79 34 79 0
23 Tongas 1.761, | 3.764,7 | 2.268 - - 7.795,2
64 3 ,83 0
24 Sumberasih 1.367, | 1.657,7 - - 3.025,4
65 6 1
Jumlah (Ha) 23.99 | 34.731, | 47.5 | 30.88 | 32.45 | 169.61
4,52 37 42,9 9,66 7,18 6,65
2
Porsentase (%) 14,14 20,47 27,2 | 18,21 | 19,88 100
8

Sumber: Profil Kabupaten Probolinggo, Tahun 2020

Apabila dilihat dari kondisi kemiringan tanah per kecamatan

di Kabupaten Probolinggo dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.3 Luas Daerah Berdasarkan Kemiringan Tanah di
Kabupaten Probolinggo (Ha)

Kemiringan
No | Kecamatan
0-2% | 2-15% | 15-40% | >409% | Jumiah
(Ha)
1 Sukapura 856,56 541,58 414,69 8.395,7 | 10.208,53
0
2 | Sumber - 349,89 1.858,58 | 11.979, | 14.188,13
66
3 | Kuripan 616,29 | 5.908,05 150,42 - 6.674,76
4 Bantaran 2.807,7 1.158,21 201,10 45,82 4.212,83
0
5 Leces 1.834,5 1.846,40 - - 3.680,97
7
6 | Tegal 2.790,4 | 1.348,00 35,07 - 4.173,56
Siwalan 9

e
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Kemiringan
No | Hecamatan | s % | 2-15% | 15-40% | > 40 % J':I‘;‘:h
7 Banyuanyar 1.716,9 2.816,67 8,88 27,10 4.569,63
8
8 | Tiris 231,81 | 4.213,28 | 2.356,73 | 9.764,8 | 16.566,69
7
9 | Krucil - 197,87 | 8.164,83 | 11.889, | 20.252,66
96
10 | Gading 727,29 5.315,90 1.368,53 | 7.272,9 | 14.684,64
2
11 | Pakuniran 1.784,2 | 1.463,37 | 1.949,72 | 6.187,6 | 11.385,00
9 2
12 | Kotaanyar 1.491,5 1.267,20 650,69 848,53 4.258,00
8
13 | Paiton 4.411,5 | 557,10 219,03 | 140,24 | 5.327,94
7
14 | Besuk 2.579,2 | 924,40 - - 3.503,63
3
15 | Kraksaan 3.779,7 - - - 3.779,75
S
16 | Krejengan 3.328,6 114,23 - - 3.442,84
1
17 | Pajarakan 2.134,3 - - - 2.134,35
S
18 | Maron 3.567,6 | 1.493,06 78,58 - 5.139,27
3
19 | Gending 3.001,4 660,00 - - 3.661,48
8
20 | Dringu 3.034,9 78,58 - - 3.113,54
6
21 | Wonomerto | 2.317,5 | 1.942,50 | 222,00 84,84 | 4.566,84
0
22 | Lumbang 2.317,5 | 2.256,87 2.690,67 2.185,9 9.271,00
0 S
23 | Tongas - 7.163,20 599,00 33,00 7.795,20
24 | Sumberasih 2.920,4 105,00 - - 3.025,41
1
Jumlah (Ha) 48.070, | 41.721,3 | 20.968,5 | 58.856 | 169.616,
55 6 2 ,22 65
Porsentase (%) 28,34 24,60 12,36 34,69 100,00

Sumber: Kabupaten Probolinggo dalam Angka Tahun 2020

C.Geologi
a) Struktur dan Karakteristik

Struktur geografis Kabupaten Probolinggo terdiri dari
dataran rendah pada bagian utara, lereng-lereng gunung
pada bagian tengah dan dataran tinggi pada bagian selatan,
dengan tingkat kesuburan dan pola penggunaan tanah yang

berbeda. Kabupaten Probolinggo terletak pada ketinggian O-

e
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2500 m di atas permukaan laut. Hal ini menyebabkan
tanahnya berupa tanah vulkanis yang banyak mengandung
mineral yang berasal dari ledakan gunung berapi yang berupa
pasir dan batu, lumpur bercampur dengan tanah liat yang

berwarna kelabu kekuning-kuningan.

b) Potensi

Sifat tanah semacam ini mempunyai tingkat kesuburan
tinggi dan sangat cocok untuk jenis tanaman sayursayuran
seperti di sekitar pegunungan Tengger yang mempunyai
ketinggian antara 750-2500 m di atas permukaan laut. Tanah
yang membujur dari Barat ke Timur di bagian Selatan yang
berada di kaki pegunungan Argopuro dan berketinggian
antara 150-750 m di atas permukaan laut sangat cocok untuk
tanaman kopi, buah-buahan seperti durian, alpukat dan
buah-buahan lainnya. Wilayah kecamatan yang sangat tepat
untuk tanaman buah-buahan ini adalah Kecamatan Krucil

dan Tiris.

D.Hidrologi

a) Daerah Aliran Sungai

Terdapat 25 sungai yang mengalir dan mengairi wilayah
Kabupaten Probolinggo. Sungai terpanjang adalah Rondoningo
dengan panjang 95,2 km, sedangkan sungai terpendek adalah
Ranu Bujel dengan panjang 2 km. Hulu sungai-sungai tersebut
kebanyakan berada di bagian tengah maupun selatan wilayah
Kabupaten Probolinggo (merupakan daerah agak tinggi dan
banyak terdapat hutan) yang bermuara di Selat Madura. Sungai-
sungai yang terdapat di Kabupaten Probolinggo sebagian besar
digunakan irigasi disamping untuk industri, air minum dan
mandi cuci. Sungai-sungai yang mengalir di wilayah Kabupaten
Probolinggo tersebut sangat dipengaruhi oleh iklim yang
berlangsung tiap tahun. Pada saat musim kemarau, sebagian
besar sungai yang mengalir mengalami kekeringan kecuali
sungai-sungai besar (yaitu sungai-sungai utama) yang masih

tergenang terus sepanjang tahun. Air permukaan merupakan air

e
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tawar yang terdapat pada sungai, saluran, danau/telaga, rawa,

empang dan sebagainya.
b) Sungai, Danau, dan Rawa

Tabel 2.4 Sungai di Kabupaten Probolinggo

Panja Debit Air Baku
Lebar h
No. | Nama Sungai ng (Minimum) | Lahan
K (M) : H
(Km) (M3/detik) | (Ha)
1 Rondoningo 95,20 | 26,00 + 200 3.36
2 Pandan Laras | 43,50 | 26,00 + 1.300 2.85
3 Kertosono 39,70 | 25,00 + 100 570
4 Kandang Jati 8,00 8,00 + 100 507
5 Besuk 13,20 8,00 + 100-200 173
6 Jabung 20,50 8,00 + 300 465
7 Pancarlagas 85,70 | 50,00 + 200 3.3
8 Paiton 18,00 | 20,00 + 100 454
9 Kresek 24,50 | 25,00 + 100 786
10 Taman 24,10 | 12,00 + 5-10 240
11 Legundi 12,50 6,00
1o | Curah 5,00 | 9,00 + 50 34
Manjangan
13 Klumprit 12,50 12,00 + 50 53
14 | Lumbang/ 17,50 | 13,00 £ 75 125
Bayeman
15 Blibis 20,00 [ 15,00
16 Blabo 10,00 | 10,00 t 50 213
17 Besi 15,50 | 15,00 + 5-10 183
1g | Patalan/ 22,50 | 18,00 £ 50 72
Spaser
19 | Kedung 38,00 | 35,00 + 100 564
Galeng
20 Banyubiru 11,00 18,00 + 300 697
21 Gending 20,00 [ 20,00 + 300 149
22 Klaseman 11,00 15,00 + 100-200 128
23 Pekalen 35,10 [ 35,00 + 3.300 6.98
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24 Afour Bujel 2,00 5,00

25 Laweyan 16,70 | 25,00 + 200 369

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten
Probolinggo Tahun 2021

Selain sungai di Kabupaten Probolinggo juga terdapat
danau/ranu yaitu Ranu Segaran, Ranu Agung, Ranu Segaran
Duwas dan Ranu Gedang yang belum didayagunakan sebagaimana

mestinya.

Tabel 2.5 Danau atau Ranu di Kabupaten Probolinggo

No Nama Danau I.(,;z)s Lokasi

1. Ranu Segaran 30.00 Desa Segaran, Kec. Tiris

2. Ranu Agung 20.81 Desa Ranuagung, Kec. Tiris
Segaran Agung

3. Ranu Segaran 23.00 Desa Tlogoargo, Kec. Tiris
Duwas

4. Ranu Merah 18.00 Desa Andungsari, Kec. Tiris

5. Ranu Gedang 18.00 Desa Andung Sari, Kec. Tiris

6. Ranu Betok 18.00 Kecamatan Tiris

7. Ranu Wurung 25.00 Kecamatan Gading

8. Danau Ronggojalu | 2.50 Kecamatan Tegalsiwalan

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten
Probolinggo Tahun 2021

Selain itu tercatat pula sumur yang umumnya berupa sumur
gali dan beberapa sumur bor. Kedalaman dari sumur-sumur gali
berkisar 3 - 30 m. Kedalaman ini berarti air tanah dangkal sampai
sedang dan sangat dipengaruhi oleh keadaan iklim, sedangkan
kedalaman sumur bor yang merupakan air tanah dalam
berkisar 40-200 m. Sumur bor yang sudah ada mempunyai debit
yang cukup besar, sebagian untuk kebutuhan air minum dan
sebagian besar lainnya diperuntukkan irigasi, hal ini mengingat
pada saat musim kemarau sebagian besar daerah mengalami
kekeringan. Ditinjau dari sisi kedalaman air tanah, 62,56 % dari
luas wilayah Kabupaten Probolinggo memiliki kedalaman > 90 m;
seluas 11,17 % kedalaman air tanahnya antara 60 — 90 m; dan

selebihnya 26,27 % mempunyai kedalaman air tanah < 60 m.

e
. R -



PERUBAHAN RPIJMD

Kabupaten Probolinggo Tahun 2018-2023 BAB I1 " II-11

c) Debit Air

Selain itu tercatat pula sumur yang umumnya berupa sumur
gali dan beberapa sumur bor. Kedalaman dari sumur-sumur gali
berkisar 3 - 30 m. Kedalaman ini berarti air tanah dangkal sampai
sedang dan sangat dipengaruhi oleh keadaan iklim, sedangkan
kedalaman sumur bor yang merupakan air tanah dalam
berkisar 40-200 m. Sumur bor yang sudah ada mempunyai debit
yang cukup besar, sebagian untuk kebutuhan air minum dan
sebagian besar lainnya diperuntukkan irigasi, hal ini mengingat
pada saat musim kemarau sebagian besar daerah mengalami
kekeringan. Ditinjau dari sisi kedalaman air tanah, 62,56 % dari
luas wilayah Kabupaten Probolinggo memiliki kedalaman > 90 m;
seluas 11,17 % kedalaman air tanahnya antara 60 — 90 m; dan

selebihnya 26,27 % mempunyai kedalaman air tanah < 60 m.

E.Klimatologi

Lokasi Kabupaten Probolinggo yang berada di sekitar garis
katulistiwa menyebabkan daerah ini mengalami perubahan iklim
dua jenis setiap tahun, yaitu musim kemarau dan musim
penghujan. Musim kemarau berkisar pada bulan April hingga
Oktober, sedangkan musim penghujan dari bulan Oktober hingga
April. Di antara dua musim tersebut terdapat musim pancaroba, di
mana biasanya ditandai dengan tiupan angin kering yang cukup
kencang yang biasa disebut “Angin Gending”.

Sepanjang tahun 2021 jumlah curah hujan setahun
mencapai 56,708 mma3, jumlah curah hujan terbanyak terjadi di
bulan Januari. Sedangkan hari hujan dalam tahun 2021 sebanyak
139 hari dengan intensitas tertinggi di bulan Januari, Maret dan
Desember. Adapun jumlah curah hujan dan hari hujan menurut

bulan di Kabupaten Probolinggo Tahun 2021 sebagai berikut :

Tabel 2.6 Jumlah Curah Hujan dan Hari Hujan
Menurut Bulan di Kabupaten Probolinggo Tahun 2021

Bulan Jumlah Curah Jumlah Hari
Hujan (mms3) Hujan (hari)
Januari 14,450 24
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Bulan Jumlah Curah Jumlah Hari
Hujan (mm?3) Hujan (hari)
Februari 7,731 23
Maret 13,354 24
April 11,543 20
Mei 348 8
Juni - -
Juli 126 2
Agustus - -
September - -
Oktober 256 4
November 1,455 10
Desember 7,445 24

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Probolinggio, Tahun 2021

Anomali cuaca berfluktuatif. Hujan lebat disertai angin dan
petir menjadikan banjir dan longsor menjadi ancaman, Selain itu
dampak pohon tumbang akibat angin kencang juga perlu
diwaspadai mengingat beberapa waktu belakangan kejadian pohon
tumbang tercatat berdampak hingga menyebabkan adanya korban.
Melihat kondisi tersebut dihimbau bagi masyarakat untuk tetap
berwaspada dan berhati-hati sebagai sikap antisipasi menghadapi

dampak musim penghujan dan kondisi cuaca yang berubah-ubah.

F.Penggunaan Lahan

Penggunaan lahan di Kabupaten Probolinggo terbagi menjadi
2 (dua) kawasan, yakni kawasan lindung dan kawasan budidaya.
Pada masing-masing kawasan tersebut telah ditetapkan fungsi
utama keberadaan dan kemanfaatannya. Adapun penggunaan

lahan di Kabupaten Probolinggo diantaranya:

1. Kawasan Lindung
Kawasan lindung merupakan kawasan yang ditetapkan

dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup
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yang mencakup sumber alam, sumber daya buatan dan nilai
sejarah serta budaya bangsa guna kepentingan pembangunan
berkelanjutan. Salah satu kawasan lindung yang perlu terus
menerus dimantapkan adalah kawasan suaka alam. Kawasan
ini di Kabupaten Probolinggo telah ditetapkan sesuai dengan
arahan RTRW Provinsi Jawa Timur. Pada dasarnya pemantapan
kawasan ini bertujuan untuk melestarikan lingkungan dan
melindungi biota, ekosistem, ilmu pengetahuan dan
pembangunan pada umumnya. Perlindungan kawasan suaka
alam terdiri dari cagar alam, suaka margasatwa, hutan wisata,
daerah perlindungan plasma nutfah dan daerah pengungsian
satwa. Kawasan suaka alam selain untuk mempertahankan
kelestarian alam itu sendiri, juga berperan dalam
pengembangan dunia ilmu pengetahuan dan kegiatan wisata.
Pemanfaatan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan
kegiatan wisata tetap harus berdasarkan pada konsepsi
menjaga kawasan suaka alam itu sendiri, termasuk dalam
kawasan suaka alam Taman Nasional Bromo Tengger Semeru.
Adapun jenis kawasan lindung di Kabupaten Probolinggo
yang akan dikembangkan adalah kawasan suaka alam, hutan
lindung, sempadan sungai, dan sempadan pantai. Luas rencana
kawasan lindung di Kabupaten Probolinggo sesuai Rencana Tata
Ruang Wilayah Tahun 2010 - 2029 dapat dilihat pada tabel

berikut ini:

Tabel 2.7 Luas Peruntukan Kawasan Lindung (Ha) di Kabupaten

Probolinggo

Persentase

No Pola Ruang Wilayah Luas (Ha) (%)
(o]

1. Kawasan Hutan Lindung 22.650,800 0,96

2. Kawasan yang memberikan
perlindungan terhadap
kawasan bawahannya:

a. Kawasan bergambut - -

b. Kawasan resapan air 2.507,794 0,11

3 Kawasan perlindungan
setempat:

a. Sempadan pantai 1.087,622 0,05

e
. R -




PERUBAHAN RPIJMD

Kabupaten Probolinggo Tahun 2018-2023 BAB I1 " II- 14

Persentase

No Pola Ruang Wilayah Luas (Ha) (%)
o

b. Sempadan sungai 2.507,794 0,11

c. Kawasan sekitar danau | 237.906,000 | 10,05
atau waduk

d. Kawasan sekitar mata air | 899.208,000 | 37,99

e. Kawasan lindung spiritual | - -
dan kearifan lokal

f. Kawasan perlindungan
setempat lainnya

1) Sempadan rel kereta | 72.827,000 | 3,08
api

2) Sempadan SUTET 0,003 0,00

3) Hutan mangrove 209.310,000 | 8,84

4. Kawasan suaka alam,
pelestarian alam dan cagar
budaya

a. Kawasan suaka alam - -

b. Kawasan suaka alam laut | - -
dan perairan lainnya

c. Hutan konservasi 11.052,307 0,47
1) Suaka Margasatwa 7.452,000 0,31
2) Taman nasional BTS | 3.600,370 0,15
(Bromo, Tengger,
Semeru)
d. Cagar alam 18,800 0,00
e. Kawasan pantai berhutan | 258.459,000 | 10,92
bakau

Taman hutan raya - -

g. Taman wisata alam dan | - -
taman wisata alam laut

h.Kawasan cagar budaya dan | - -
ilmu pengetahuan

5. Kawasan rawan bencana alam
a. Kawasan rawan tanah | 32.423,500 1,37
longsor

b. Kawasan rawan gelombang | 1.461,072 0,06
pasang dan  kawasan
rawan banjir

c. Kawasan rawan bencana
alam lainnya

1) Abrasi pantai 596.742,000 | 25,21

6. | Kawasan lindung geologi
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No Pola Ruang Wilayah Luas (Ha) Pers(tz /l:)tase
a. Kawasan cagar alam | - -
geologi
b. Kawasan rawan bencana
alam geologi dan kawasan
yang memberikan
perlindungan terhadap air
tanah
1) Letusan Gunung Tipe | 3.165,450 0,13
A
2) Letusan Gunung Tipe | 2.356,890 0,10
B
3) Letusan Gunung Tipe | 2.364,950 0,10
C
JUMLAH 2.367.101,4 | 100,00
15

Sumber: Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo No 03 Tahun 2011
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2010-2029

Berdasarkan tabel diatas, peruntukan lahan kawasan
lindung di Kabupaten Probolinggo digunakan untuk kawasan
sekitar mata air (37.99%), kawasan rawan bencana alam lainnya —

abrasi pantai (25,21%). Berdasarkan kondisi eksisting di

Kabupaten Probolinggo Tahun 2021, kawasan lindung dapat
dilihat pada grafik berikut ini:
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Hutan Produksi
Untuk

Hutan Produksi
Untuk Produksi
44%

Hutan Lindung
49%

Untuk
Perlindungan
6%
Gambar 2.4 Persentase Luas Kawasan Hutan Menurut

Fungsi dan Jenis Tanaman di Kabupaten Probolinggo
(hektar) Tahun 2020

Sumber: Perum Perhutani Jawa Timur, Kesatuan Pemangku Hutan
(KPH) Probolinggo, 2021

Berdasarkan grafik diatas dapat dilihat bahwa kondisi
eksisting kawasan lindung di Kabupaten Probolinggo yang
menempati wilayah paling luas yakni kawasan hutan lindung
sebesar 49%. Hal ini disebabkan karena masih banyak kawasan
di Kabupaten Probolinggo yang masih asri dan potensial untuk

dijadikan kawasan tersebut.

2. Kawasan Budidaya

Kawasan budidaya merupakan kawasan yang ditetapkan
sebagai fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi
dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan
sumber daya buatan. Klasifikasi kawasan budidaya
berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten
Probolinggo Tahun 2010-2029 dapat dilihat pada tabel berikut
ini:

Tabel 2.8 Luas Peruntukan Kawasan Budidaya (Ha) di
Kabupaten Probolinggo

No Pola Ruang Wilayah Luas (Ha) Pers(ﬁ /n)tase
o
1 Kawasan Hutan Produksi 23.971,50 2,54
a.Peruntukan Hutan | - -
Produksi Terbatas
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b.Peruntukan Hutan | - -
Produksi Tetap
c. Peruntukan Hutan | - -
Produksi yang dapat
dikonversi
2 Kawasan Hutan Rakyat - -
3 Kawasan Peruntukan
Pertanian
a.Peruntukan Pertanian | 29.009,56 3,07
Lahan Basah
b.Peruntukan Pertanian | 697.644,00 | 73,86

Lahan Kering
c. Peruntukan Peruntukan | - -

Hortikultura
4 Kawasan Peruntukan | 28.137,58 2,98
Perkebunan
S Kawasan Peruntukan
Perikanan
a.Peruntukan Perikanan | 51.908,79 5,50
Tangkap
b.Peruntukan Budi Daya | 1.996,76 0,21
Perikanan
c. Peruntukan Kawasan | - -
Pengolahan Ikan
6 Kawasan Peruntukan
Pertambangan

a.Peruntukan Mineral dan | - -
Batu Bara

b.Peruntukan Minyak dan |- -
Gas Bumi

c. Peruntukan Panas Bumi - -

d.Peruntukan Air Tanah di| - -
Kawasan Pertambangan

7 Kawasan Peruntukan
Industri
a.Peruntukan Industri Besar | 77.801,00 8,24
b.Peruntukan Industri | 1.204,53 0,13
Sedang
c. Peruntukan Industri | - -
Rumah Tangga
8 Kawasan Peruntukan | 336.654 0.35
Pariwisata
9 Kawasan Peruntukan
Permukiman
a.Peruntukan Permukiman | 4.715,23 0,50
Perkotaan
b.Peruntukan Permukiman | 12.052,56 1,28
Perdesaan
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10 | Kawasan Peruntukan
Lainnya

a.Kawasan Peternakan - -

b.Kawasan Khusus - -

c. Rencana Pemanfaatan | - -
Lahan Kawasan Pesisir
dan Pulau Giri Ketapang

d.Kawasan Terbuka Hijau 13.368,75 1,42
e. Lahan Cadangan 2.714,24 0,29
JUMLAH 944.542,5 | 100,00
0

Sumber : Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo No. 3 Tahun
2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun
2010-2029

Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa peruntukan
lahan di Kabupaten Probolinggo digunakan untuk pertanian
lahan kering (73.86%), industri besar (8.24%), perikanan
tangkap (5.50%), serta.pertanian lahan basah (3.07%).
Sedangkan lahan permukiman yang merupakan kawasan
terbangun, baik di perkotaan dan perdesaan hanya meliputi
(1.78%) dari seluruh luas lahan. Berdasarkan kondisi eksisting
di Kabupaten Probolinggo Tahun 2020, kawasan budidaya dapat
dilihat pada gambar berikut ini:

® Hutan Produksi

M Industri

M Perikanan
Perkebunan

B Permukiman

M Pertanian Lahan Basah
2,22%
0,17%

Gambar 2.5 Kondisi Eksisting Kawasan Budidaya (%)
Kabupaten Probolinggo

Sumber: Peninjauan Kembali RTRW Kabupaten Probolinggo Th
2021

Y W



PERUBAHAN RPIJMD

Kabupaten Probolinggo Tahun 2018-2023

BABII | II- 19

Tabel 2.9 Kondisi Eksisting Kawasan Budidaya (Ha) di
Kabupaten Proboliggo

No Pola Ruang Wilayah Luas (Ha) Pe:;s(e:;:;: as

1 | Kawasan Peruntukan Hutan | 27.331,3 28,05
Produksi

2 | Kawasan Peruntukan Industri 162,28 0,17

3 | Kawasan Peruntukan Perikanan | 2.160,85 2,22

4 | Kawasan Peruntukan | 6.326,6 6,49
Perkebunan

5 | Kawasan Peruntukan | 11.729,3 12,04
Permukiman

6 | Pertanian Lahan Basah 49.735,5 51,04
JUMLAH 97.445,8 100,00

3

Sumber: Peninjauan Kembali RTRW Kabupaten Probolinggo Tahun

2021

Berdasarkan tabel tersebut

menunjukkan

bahwa

pertanian lahan basah mendominasi kondisi eksisting kawasan
budidaya di Kabupaten Probolinggo. Adapun kebijakan yang
melindungi keberadaan lahan pertanian telah dituangkan
dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang
Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan,
Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan

dan Konversi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, Peraturan

Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Insentif
Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan,
Peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 2012 tentang
Pembiayaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan

Pertanian Nomor

Teknis

Berkelanjutan dan Peraturan Menteri

41/Permentan/OT.140/9/2009 tentang  Kriteria

Kawasan Peruntukan Pertanian. Peraturan tersebut

dimaksudkan untuk melakukan perlindungan terhadap lahan
pertanian terkait stabilitas pangan nasional. Peraturan ini juga

menjadi salah satu bahan masukan harus

yang
diimplementasikan dalam peraturan tata ruang setempat.
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Pembagian peran dalam mendukung ketahanan pangan
nasional harus disikapi secara positif oleh tiap-tiap pemerintah
daerah, termasuk didalamnya adalah Pemerintah Kabupaten
Probolinggo. Peran yang diemban oleh Kabupaten Probolinggo
dalam hal ini adalah kebijakan untuk tetap mempertahankan
lahan pertanian beririgasi seluas *38.269 Ha. Kebijakan
tersebut telah dituangkan dalam Peraturan Daerah Nomor 3
tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten
Probolinggo Tahun 2010 - 2029. Oleh karena itu penting untuk
segera menetapkan suatu kebijakan terhadap permasalahan
yang akan mengancam keberadaan lahan pertanian pangan
agar tetap berkelanjutan.

Dalam rangka mendukung perlindungan lahan pertanian
pangan Dberkelanjutan di Kabupaten Probolinggo serta
menjabarkan Perda RTRW dimaksud, maka pada tahun 2015
Pemerintah  Kabupaten Probolinggo telah menerbitkan
Peraturan Daerah nomor 10 tahun 2015 tentang Perlindungan

Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Kabupaten Probolinggo.

2.1.2 Potensi Pengembangan Wilayah
Adapun potensi pengembangan wilayah Kabupaten

Probolinggo adalah sebagai berikut.

1) Potensi kawasan hutan lindung di Taman Nasional Bromo
Tengger Semeru dan Cagar Alam Pegunungan Argopuro.

2) Potensi kawasan perdagangan dan jasa yaitu lebih dari sepuluh
buah pasar yang terdiri dari sepuluh jenis pasar (pasar buah,
pasar sayur, pasar buah-sayur, pasar hewan, pasar hewan dan
umum, pasar induk, pasar ikan/daging, pasar palawija, pasar
pelelangan ikan, pasar sayur, dan pasar umum), potensi pasar
Semampir yang ada di Kecamatan Kraksaan dan pasar kelas II
yaitu 3 wunit yaitu Pasar Maron, Pasar Leces, dan Pusat
Perbelanjaan Kraksaan, potensi Pasar Bawang merah di Dringu.

3) Potensi kawasan pertambangan dan energi berupa PLTU Paiton
sebagai salah satu sumber energi listrik Jawa-Bali dan
pertambangan gas bumi terbesar di Jawa Timur yang terdapat

di kawasan pegunungan Hyang/ pegunungan Argopuro.
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4) Potensi kawasan industri kecil, industri kerajinan dan industri
menengah. Potensi industri kecil dan kerajinan antara lain:
industri konvensi di Tongas, indutri kerajinan meubel di Tongas
dan Dringgu. Potensi industri menengah dan pergudangan di
sepanjang jalur Pantura terutama di Tongas, Dringu dan Paiton.

S5) Potensi kawasan pariwisata berupa kawasan pariwisata alam
(antara lain: Gunung Bromo, Pantai Bentar, Arung Jeram
Sungai Pekalen dan Pulau Giliketapang) dan pariwisata budaya
(antara lain:candi, Upacara Adat Kasodo, Upacara Larung
Sesaji, Tarian Kuda Kecak, Tari Glipang).

6) Potensi kawasan perikanan antara lain kawasan perikanan
darat (perikanan kolam dan keramba di Kecamatan Paiton,
Krakasan, Pajarakan, Gending, Dringu, Tongas dan
Sumberasih). Potensi kawasan perikanan laut di Kecamatan
Paiton, Krakasan, Pajarakan, Gending, Dringu, Tongas,
Sumberasih.

7) Potensi kawasan perkebunan sebagian besar terdapat di wilayah
bagian selatan yaitu: tanaman semusim (antara lain: tembakau,
tebu, jarak, kapas, jahe) dan tanaman tahunan (antara lain:
kelapa, kopi, aren, asem, cengkeh, lada, kapuk randu, jambu
mente, pinang)

8) Potensi kawasan pertanian tanaman pangan pada umumnya
terdapat di wilayah utara (misalnya: padi jagung, kedelai,
kacang tanah) dan tanaman holtikultura pada umumnya
terdapat di wilayah selatan (misalnya: kentang, kobis dan cabe,
durian dan mangga).

9) Potensi kawasan peternakan sebagian besar terdapat di wilayah
selatan antara lain: ternak besar (sapi, kuda, kerbau), ternak
kecil (kambing, domba, babi) dan unggas (ayam ras, ayam
kampung, itik, entok, kelinci).

10) Potensi kawasan militer TNI AL di Paiton sebagai kawasan

khusus untuk pertahanan dan keamanan.
2.1.3 Wilayah Rawan Bencana

Kawasan rawan bencana di Kabupaten Probolinggo

merupakan wilayah yang sering dan atau mempunyai potensi
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bencana alam. Penetapan kawasan rawan bencana bertujuan untuk
melindungi manusia dan kegiatannya dari bencana yang
disebabkan oleh alam maupun secara tidak langsung oleh
perbuatan manusia meliputi rawan letusan gunung berapi,
kawasan gerakan tanah longsor, rawan banjir, daerah rawan abrasi
pantai, dan rawan angin ribut. Wilayah rawan bencana alam dan
wilayah kritis merupakan wilayah yang sering dan atau mempunyai
potensi bencana alam. Beberapa wilayah rawan bencana di

Kabupaten Probolinggo dapat diidentifikasi diantaranya, sebagai

berikut:
Tabel 2.10 Tabel Wilayah Rawan Bencana
Peraturan
No Nama Lokasi Daerah Keterangan
Bencana tentang
Kebencanaan
1. | Letusan Kecamatan Peraturan 1. Terdapat dua
Gunung Sukapura, Daerah gunung berapi
Berapi Kecamatan Kabupaten yaitu Gunung
Sumber, Probolinggo Bromo dan
Kecamatan Nomor 3 Tahun | Gunung
Wonomerto, 2011 tentang | Lamongan
Kecamatan Rencana 2. Gunung Bromo
Kuripan, Tata Ruang merupakan
Kecamatan gunung api yang
Sukapura,da sering meletus
n lemah, berupa
Kecamatan letusan freatik
Tiris atau magmatik
tipe Stromboli.
Material yang
diletuskan
berupa batu
(pijar) dan

hembusan gas
beracun hanya
terbatas
disekeliling
kawah atau dasar
kaldera Lautan
Pasir.

3. Daerah rawan
bencana luas
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No

Nama
Bencana

Lokasi

Peraturan
Daerah
tentang

Kebencanaan

Keterangan

kurang lebih
7.887 ha

Gerakan
Tanah
(Longsor)

1. Tipologi
Gerakan
Tertinggi :
Daerah
Kecamatan
Gading,
Krucil,
Lumbang,
Pakuniran,
Sukapura,
Sumber, Kota
Anyar dan
Tiris.

2. Kawasan
Rawan
longsor :
Kecamatan
Krejengan,
Kecamatan
Gading,
Kecamatan
Kraksaan,
Kecamatan
Besuk,
Kecamatan
Pakuniran,
Kecamatan
Paiton dan
Kecamatan
Kutoanyar,
Kecamatan
Wonomerto,
Kecamatan
Kuniran dan
Kecamatan
Tiris

3. Rawan
Gerakan
Tanah :
Kecamatan

Peraturan
Daerah
Kabupaten
Probolinggo

Nomor 3 Tahun
2011 tentang

Rencana
Tata Ruang

1. Tingkat erosi
tinggi, kawasan
pantai dan tanah-
tanah gundul di
kawasan hutan
lindung, serta
kawasan yang
mempunyai
kelerengan tanah
lebih dari 40 %.
2. Daerah rawan
bencana luas
kurang lebih
32.423 Ha
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No

Nama
Bencana

Lokasi

Peraturan
Daerah
tentang

Kebencanaan

Keterangan

Lumbang,
Kecamatan
Sukapura,
Kecamatan
Sumber,
Kecamatan
Kotaanyar,
Kecamatan
Pakuiran,
Kecamatan
Gading

Banjir

Kecamatan
Sukapura,
Kecamatan
Lumbang,
Kecamatan
Krucil,
Kecamatan
Tiris,
Kecamatan
Kuripan,
Kecamatan
Gading,
Kecamatan
Bantaran,
Kecamatan
Sumber,
Kecamatan
Pakuniran,
Kecamatan
Kotanyar,
Kecamatan
Wonokerto,
Paiton dan
Tegalsiwalan

Peraturan
Daerah
Kabupaten
Probolinggo
Nomor 3 Tahun
2011 tentang
Rencana
Tata Ruang

Daerah Rawan
Bencana luas
kurang lebih
1.461 Ha

Abrasi
Pantai

Seluruh
Kawasan
pesisir di
Kabupaten
Probolinggo

Peraturan
Daerah
Kabupaten
Probolinggo
Nomor 3 Tahun
2011 tentang

1. Faktor yang
mengakibatkan
sebuah pantai
mengalami
abrasi,
diantaranya yang
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Peraturan
No Nama Lokasi Daerah Keterangan
Bencana tentang
Kebencanaan
Rencana sangat dominan

Tata Ruang adalah ketahanan
pantai dalam
menghadapi
gelombang air
laut.

2. Salah satu
ekosistem pantai
yang berperan
dalam
menciptakan
ketahanan pantai
adalah
keberadaaan
hutan mangrove
atau rawa di
wilayah pantai

3. Daerah Rawan
Bencana luas

kurang lebih
71,893 Km
5. | Angin Kecamatan Peraturan Daerah Rawan
Ribut Lumbang dan Daerah Bencana luas
angin puyuh Kabupaten kurang lebih 597
di Kecamatan Probolinggo Ha
Krucil. Nomor 3 Tahun
2011 tentang
Rencana
Tata Ruang

Sumber : Disarikan dari beberapa sumber peraturan

Tabel 2.11 Luas Daerah Berdasarkan Kemiringan Tanah di
Kabupaten Probolinggo
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No. | Kemiringan Luas Kawasan (Ha) | Persen (%)

1 0-2% 48.070,55 28,34

2 2-15% 41.721,36 24,59

3 15-40 % 20.968,52 12,36

4 > 40 % 58.856,22 34,69
Jumlah 169.616,65 100

Sumber : Profil Kabupaten Probolinggo Tahun 2021

Dari tabel 2.11 terlihat bahwa daerah yang memiliki tingkat

kemiringan tanah lebih dari 40 % cukup tinggi, yaitu seluas

58.856,22 Ha (34,69 %) dari seluruh luas daerah Kabupaten

Probolinggo. Diantara luas daerah yang memiliki kemiringan tanah

> 40 % tersebut, yang terluas adalah di Kecamatan Sumber yaitu

seluas 11.979,66 Ha (20,35 %) dan Kecamatan Krucil seluas

11.889,96 Ha (20,20 %).

Pada Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 3

Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah juga telah diatur

jelas terkait ketentuan umum zonasi untuk kawasan bencana,

diantaranya:

a. Zonasi untuk kawasan rawan longsor

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan rawan

longsor sebagaimana
memperhatikan:
(1) Pemanfaatan ruang

dimaksud disusun dengan

dengan mempertimbangkan

karakteristik, jenis, dan ancaman bencana;

(2) Mengembalikan fungsi lindung pada hutan lindung melalui

sistem vegetatif dengan memperhatikan kaidah konservatif;

(3) Pengendalian pemanfaatan ruang zona berpotensi longsor

dilakukan dengan mencermati

konsistensi kesesuaian

antara pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang

wilayah dan atau rencana tata ruang kawasan strategis atau

rencana detail tata ruang;

(4) Dalam pemanfaatan ruang zona berpotensi longsor harus

memperhitungkan  tingkat

kerawanan/tingkat  risiko

terjadinya longsor dan daya dukung lahan/tanah;
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(5) Tidak diizinkan atau dihentikan kegiatan yang mengganggu
fungsi lindung kawasan rawan bencana longsor dengan
tingkat kerawanan/ tingkat risiko tinggi; terhadap kawasan
demikian mutlak dilindungi dan dipertahankan bahkan
ditingkatkan fungsi lindungnya;

(6) Kawasan yang tidak terganggu fungsi lindungnya dapat
diperuntukkan bagi kegiatan-kegiatan pemanfaatan ruang
dengan persyaratan yang ketat serta penentuan lokasi dan
jalur evakuasi dari permukiman penduduk;

(7) Pembatasan pendirian bangunan kecuali untuk kepentingan
pemantauan ancaman bencana dan kepentingan umum.

b. Zonasi untuk kawasan rawan banjir

Untuk kawasan rawan banjir ketentuan umum peraturan

zonasi sebagaimana dimaksud disusun dengan memperhatikan:

(1) Pemanfaatan ruang dengan mempertimbangkan
karakteristik, jenis, dan ancaman bencana;

(2) Melestarikan kawasan lindung dan kawasan hulu sungai;

(3) Pembuatan sumur resapan di kawasan perkotaan dan
perdesaan, kawasan pertanian yang dilengkapi dengan
embung, bendung maupun cek dam, pembuatan bendungan
baru;

(4) Membuat saluran pembuangan yang terkoneksi dengan baik
pada jaringan primer, sekunder maupun tersier, serta tidak
menyatukan fungsi irigasi untuk drainase;

(5) Penentuan lokasi dan jalur evakuasi dari permukiman
penduduk;

(6) Pembatasan pendirian bangunan kecuali untuk kepentingan
pemantauan ancaman bencana dan kepentingan umum;

(7) Penetapan batas dataran banjir;

(8) Pemanfaatan dataran banjir bagi ruang terbuka hijau dan
pembangunan fasilitas umum dengan kepadatan rendah;

(9) Ketentuan pelarangan pemanfaatan ruang bagi kegiatan
permukiman dan fasilitas umum penting lainnya.

c. Zonasi untuk kawasan rawan abrasi pantai
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Untuk kawasan rawan abrasi pantai, ketentuan umum
peraturan zonasi sebagaimana dimaksud disusun dengan
memperhatikan:

(1) Pendekatan rekayasa struktur dengan cara sistem polder,
bangunan pemecah gelombang, penurapan;

(2) Pendekatan rekayasa non struktur dengan cara
merehabilitasi hutan mangrove di daerah pesisir.

. Zonasi untuk kawasan rawan letusan gunung berapi

Untuk kawasan rawan letusan gunung berapi,ketentuan umum

peraturan zonasi sebagaimana dimaksud disusun dengan

memperhatikan:

(1) Pengendalian pemanfaatan ruang kawasan rawan letusan
gunung berapi dilakukan dengan mencermati konsistensi
kesesuaian antara pemanfaatan ruang dengan rencana tata
ruang kawasan strategis atau rencana detail tata ruang;

(2) Menyediakan jalur evakuasi dan ruang evakuasi bencana;

(3) Dalam peruntukan ruang kawasan rawan letusan gunung
berapi harus memperhitungkan tingkat risiko;

(4) Tidak diizinkan atau dihentikan kegiatan yang mengganggu
fungsi lindung kawasan rawan letusan gunung berapi
dengan tingkat risiko tinggi terhadap kawasan demikian

mutlak dilindungi dan dipertahankan fungsi lindungnya.
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Tabel 2.12 Arahan Ketentuan Perijinan Pengendalian
Pemanfaatan Ruang, Disinsentif dan Arahan Sanksi pada

Kawasan Rawan Bencana Kabupaten Probolinggo

Arah Kegiatan
Pengendalia | Disinsenti
- Dilarang/ n f dan
awasan Diizinkan Diizinkan | pemanfaatan | Arahan
dengan Ruang Sanksi
Syarat
Rawan Pembangunan | Dilarang Untuk daerah | Tidak
Bencana | saluran melaksanaka | yang sudah diberikann
banjir drainase dan | n kegiatan terbangun, ya sarana
kegiatan permukiman | hendaknya dan
pencegah diadakan prasarana
bencana penyuluhan penunjang
banjir. akan bahaya | kegiatan
budid
Dilarang yang udicaya
mungkin di
melakukan 1.
_ terjadi pada kawasan
kegiatan yang .
masa yang lindung.
berdampak akan datan
buruk dan &
secara
mempengaru bertahap dan
hi kelancaran
. terencana
tata drainase .
dan permukiman
dipindahkan.
penanggulang
an banjir
lainnya.
Rawan Tertutup bagi | Untuk daerah | Tidak
bencana kegiatan yang sudah diberikann
erosi/lon permukiman, | terbangun, ya sarana
gsor persawahan, | hendaknya dan
tanaman diadakan prasarana
semusim dan | penyuluhan penunjang
kegiatan akan bahaya | kegiatan
budidaya yang budidaya
lainnya yang | mungkin di
berbahaya terjadi pada kawasan
bagi masa yang lindung.
keselamatan | akan datang,
manusia dan | secara
lingkungan. bertahap dan
terencana
permukiman
dipindahkan.
Rawan Pada zona Zona bahaya | Untuk daerah | Tidak
Bencana | waspada dan | dan zona yang sudah diberikann
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Arah Kegiatan

namun perlu
selalu
waspada dan
siap
mengadakan
pengungsian
apabila
sewaktu-
waktu
gunung
berapi
menunjukkan
aktifitas yang
membahayak
an

Bangunan
pengamat
aktifitas
gunung
berapi dan
bangunan
yang
mendukung

Pengendalia | Disinsenti
Dilarang/ n f dan
Kawasan Diizinkan Diizinkan | pemanfaatan | Arahan
dengan Ruang Sanksi
Syarat
Gunung |zona siaga di | waspada terbangun, ya sarana
Api kawasan ditetapkan hendaknya dan
rawan sebagai diadakan prasarana
bencana daerah penyuluhan penunjang
alam, masih tertutup bagi | akan bahaya | kegiatan
diperkenanka | permukiman |yang budidaya
n adanya penduduk. mungkin di
budidaya Bila terdapat | terjadi pada kawasan
yang bersifat | permukiman, | masa yang lindung.
sementara, maka akan datang,
pertanian penduduk di | secara
tanaman kawasan ini bertahap dan
semusim dan | mendapat terencana
tahunan. prioritas permukiman
pertama dipindahkan.
Pada zona
siaga masih :imtul; hk
diperkenanka pindatian.
n adanya
permukiman,
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Arah Kegiatan
Pengendalia | Disinsenti
Dilarang/ n f dan
awasan Diizinkan Diizinkan | pemanfaatan | Arahan
dengan Ruang Sanksi
Syarat
mitigasi
bencana

Sumber: Perda Kabupaten Probolinggo No 3 Tahun 2011 Tentang
RTRW

Data spasial/peta potensi bencana skala kabupaten terlihat

pada gambar berikut ini:

SELAT MAWUIERA

Aobnaren
't

= - | '
| . - e ¥ o ;‘J RABLPATEN PROBOLINGGO

Gambar 2.6 Peta Kawasan Rawan Bencana di Kabupaten
Probolinggo

Sumber : RTRW Kabupaten Probolinggo

2.1.4 Demografi

Jumlah penduduk Kabupaten Probolinggo dari hasil proyeksi
yaitu sebesar 1.152.237 jiwa pada tahun 2020 atau turun
dibandingkan tahun 2019 sebesar 1.168.503 jiwa. Dengan
kepadatan penduduk mencapai 689 per km?2 (berdasarkan hasil
proyeksi). Untuk selengkapnya dapat dilihat grafik pertumbuhan
penduduk sebagai berikut: Dengan Kecamatan Kraksaan
mempunyai jumlah penduduk yang paling besar yaitu 68324 jiwa.
Kecamatan Tongas terbesar kedua dengan jumlah sebesar 67794
jiwa dan Kecamatan Tiris dengan jumlah penduduk terbesar ketiga
yaitu berjumlah 67123 jiwa. Berikut grafik pertumbuhan penduduk

tahun 2016-2020, sebagai berikut :
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Laju Pertumbuhan Penduduk
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1.168.503

1.152.237

2016 2017 2018 2019 2020 ADHB

Gambar 2.7 Laju Pertumbuhan Penduduk Kab. Probolinggo dari
tahun 2016-2020
Sumber : Kabupaten Probolingo dalam Angka 2021

Untuk pertumbuhan per kecamatan di Kabupaten
Probolinggo mengalami pertumbuhan penduduk yang relatif
terkendali dengan total laju pertumbuhan pada akhir 2020 adalah
sebesar 0.55 dari tahun sebelumnya. Dengan Kecamatan Kraksaan
mempunyai jumlah penduduk yang paling besar yaitu 68.152 jiwa.
Kecamatan Tongas terbesar kedua dengan jumlah sebesar 67.255
jiwa dan Kecamatan Paiton dengan jumlah penduduk terbesar
ketiga yaitu berjumlah 66.812 jiwa. Untuk selengkapnya dapat
dilihat tabel 2.13 sebagai berikut:

Tabel 2.13 Penduduk Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten
Probolinggo Tahun 2020

No Kecamatan Laki-Laki Perempuan Jumlah
1 | Sukapura 9700 9728 19428
2 | Sumber 12852 12806 25658
3 | Kuripan 14452 15225 29677
4 | Bantaran 20867 21900 42767
5 | Leces 28100 28786 56886
6 | Banyuayar 36722 37892 74614
7 | Tiris 33391 33732 67123
8 | Krucil 37893 37484 75377
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No | Kecamatan Laki-Laki Perempuan Jumlah
9 | Gading 26127 26992 53119
10 | Pakuniran 21539 22611 44150
11 | Kotaanyar 18000 18574 36574
12 | Paiton 33292 33511 66803
13 | Besuk 34287 35518 69805
14 | Kraksaan 33987 34337 68324
15 | Krejengan 19974 20695 40669
16 | Pajarakan 16585 17273 33858
17 | Maron 32202 33494 65696
18 | Gending 20762 21080 41842
19 | Dringu 26427 26488 52915
20 | Tegalsiwalan 17913 18734 36647
21 | Sumberasih 31652 32490 63736
22 | Wonomerto 20006 20740 40746
23 | Tongas 33343 34451 67794
24 | Lumbang 15727 16196 31923
P‘iﬁ:‘;ﬂi‘:{i 565800 580737 1.152.537

Sumber: BPS Kabupaten Probolinggo, 2021

Berdasarkan tabel yag diatas mengenai Penduduk Kabupaten
Probolinggo menurut jenis tahun 2020 didominasi oleh perempuan
yakni sebesar 580331 jiwa atau 51%. Sedangkan laki-laki hanya
berjumlah 565800 jiwa atau 49%.

2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat
Aspek kesejahteraan masyarakat terdiri dari kesejahteraan
dan pemerataan ekonomi, kesejahteraan sosial, serta seni budaya

dan olahraga. Berikut adalah capaian pada setiap fokus.

2.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi
Analisis kinerja atas fokus kesejahteraan dan pemerataan
ekonomi dilakukan terhadap indikator yang mempengaruhi

kesejahteraan dan pemerataan ekonomi. Berikut ini disajikan
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beberapa contoh hasil analisis dari beberapa indikator kinerja pada

fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi.

A. Pertumbuhan PDRB

Guna mengetahui tingkat dan pertumbuhan pendapatan
masyarakat, perlu disajikan statistik pendapatan nasional atau
regional secara berkala yang akan digunakan sebagai bahan
perencanaan pembangunan regional khususnya di bidang ekonomi.
Angka-angka pendapatan regional ini dapat juga digunakan
sebagai bahan evaluasi dari hasil pembangunan ekonomi yang telah
dilaksanakan oleh Dberbagai stakeholder. Meskipun bukan
merupakan satu-satunya ukuran untuk menilai prestasi ekonomi
suatu daerah, PDRB cukup representatif dan sangat lazim
digunakan. PDRB merupakan nilai tambah bruto seluruh barang
dan jasa yang tercipta atau dihasilkan di wilayah domestik suatu
negara yang timbul akibat berbagai aktivitas ekonomi dalam suatu
periode tertentu tanpa memperhatikan apakah faktor produksi yang

dimiliki residen atau non-residen.

Berdasarkan rekomendasi Perserikatan Bangsa-Bangsa yang
tertuang dalan System of National Account (SNA) 2008 bahwa
Badan Pusat Statistik melakukan perubahan Tahun Dasar atas
perhitungan pertumbuhan ekonomi dari Tahun 2000 menjadi
Tahun 2010. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dengan
menggunakan tahun dasar 2010 merupakan pengukuran atas nilai
tambah yang mampu diciptakan akibat adanya berbagai akitivitas
ekonomi dalam suatu daerah. PDRB atas dasar harga berlaku atau
dikenal dengan PDRB nominal disusun berdasarkan harga yang
berlaku pada periode penghitungan, dan bertujuan untuk melihat
struktur perekonomian. PDRB harga berlaku (nominal) ini
menginterpretasikan kemampuan sumber daya ekonomi yang
dihasilkan oleh suatu wilayah. Nilai PDRB yang besar menunjukkan
kemampuan sumber daya ekonomi yang besar, begitu juga
sebaliknya. Sedangkan PDRB atas dasar harga konstan disusun
berdasarkan harga pada tahun dasar dan bertujuan untuk

mengukur pertumbuhan ekonomi. PDRB per kapita atas dasar
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harga konstan berguna untuk mengetahui pertumbuhan nyata

ekonomi per kapita penduduk suatu negara.

ADHK ==e=ADHB

70.000,00

34.020,20
60.000,00 26,961 63 32.013,78 33.721,07
28.067,42 IO e ’ -

50.000,00 — =
40.000,00
30.000,00 20.504.09 21.418,25 22.375,24 23.396,41 22.898,24
20.000,00
10.000,00

0,00

2016 2017 2018 2019 2020

Gambar 2.9 Angka PDRB Kabupaten Probolinggo Berdasarkan
ADHK dan ADHB Tahun 2016-2020
Sumber: BPS Kabupaten Probolinggo, 2021

Selama lima tahun terakhir (2016-2020) struktur
perekonomian kabupaten Probolinggo didominasi oleh 5 (lima)
kategori lapangan usaha, diantaranya: Pertanian, Kehutanan, dan
Perikanan; Industri Pengolahan; Perdagangan Besar dan Eceran,
Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor; Konstruksi; dan Aministrasi
Pemerintah, Pertahanan, dan Jaminan sosial wajib. Angka PDRB
Kabupaten Probolinggo Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) menurut
lapangan usaha selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir dalam
satuan miliar rupiah adalah masing-masing, Rp 28.067,42 pada
tahun 2016, Rp 29.961,63 pada tahun 2017, Rp 32.013,78 pada
tahun 2018, dan Rp 34.020,20 pada tahun 2019 serta Rp 33.721,07
pada 2020. Sementara angka PDRB Kabupaten Probolinggo Atas
Dasar Harga Konstan (ADHK) 2010 menurut lapangan usaha,
selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir dalam satuan miliar
rupiah adalah masing-masing Rp 20.504,09 pada tahun 2016, Rp
21.418,25 pada tahun 2017, Rp 22.375,24 pada tahun 2018, dan
Rp 23.396,41 pada tahun 2019 serta Rp 22898,24 pada 2020.
Penurunan PDRB ini mengindikasikan bahwa kegiatan ekonomi
Kabupaten Probolinggo secara makro khususnya produksi barang

dan jasa mengalami penurunan di tahun 2020. Hal ini disebabkan

e
. R -



PERUBAHAN RPIJMD

Kabupaten Probolinggo Tahun 2018-2023 BAB I1 " II- 36

karena pandemi covid-19 yang berdampak signifikan pada
ketidakstablian perekonomian. Berikut rincian ADHB dan ADHK
dapat dilihat pada tabel dibawah ini:
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Tabel 2.14 Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Probolinggo Atas Dasar Harga Berlaku

Menurut Lapangan Usaha (Miliar Rupiah) di Tahun 2016-2020

BABII | II- 37

2016 2017 2018 2019 2020
No Lapangan Usaha
Miliar Rupiah Miliar Rupiah | Miliar Rupiah | Miliar Rupiah Miliar Rupiah

A Pertanian, Kehutanan dan 9.829,46 10.551,14 10.834,05 10.834,05 11 345, 41

Perikanan
B Pertambangan dan Penggalian 591,59 625,80 720,19 720,19 690,16
C Industri Pengolahan 5.649,75 6.206,34 7.670,95 7.670,95 8 372,33
D Pengadaan Listrik dan Gas 205,33 223,46 291,30 291,30 311,16
E Pengadaan Air, Pengolahan 28,65 31,54 34,11 35,84 38,30

Sampah, Limbah dan Daur

Ulang

Konstruksi 1.758,53 1.962,63 2.183,05 2.415,15 2 384,98
G Perdagangan Besar dan 3.027,24 3.415,76 3.750,53 4.134,69 4 181,95

Eceran; Reparasi Mobil dan

Sepeda Motor
H Transportasi dan Pergudangan 226,72 252,58 281,59 306,54 327,84
I Penyediaan Akomodasi dan 399,71 457,08 507,72 556,69 537,11

Makan Minum
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2016 2017 2018 2019 2020
No Lapangan Usaha
Miliar Rupiah Miliar Rupiah | Miliar Rupiah | Miliar Rupiah Miliar Rupiah
J Informasi dan Komunikasi 659,39 728,78 791,64 846,19 982,23
K Jasa Keuangan dan Asuransi 511,30 570,43 612,61 656,81 684,80
L Real Estate 580,00 628,00 679,87 751,53 823,63
M,N Jasa Perusahaan 89,16 98,09 106,49 118,38 121,20
O Administrasi Pemerintahan, 808,54 892,75 957,17 1.057,31 1 183,63
Pertahanan dan Jaminan
Sosial Wajib
P Jasa Pendidikan 692,54 746,07 806,25 868,36 965,26
Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan 148,74 161,40 177,47 191,76 230,37
Sosial
R,S,T, |Jasa Lainnya 481,90 515,57 547,98 594,04 540,73
U
PDRB ADHB 28.067,42 29.961,63 32.013,78 34.020,20 | 33.721.074,70

Sumber: BPS Kabupaten Probolinggo, 2020
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Tabel 2.15 Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan

Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Probolinggo Tahun 2015-2020

BABII | II- 39

2016 2017 2018 2019 2020
No Lapangan Usaha
Miliar Rupiah | Miliar Rupiah | Miliar Rupiah | Miliar Rupiah | Miliar Rupiah

A Pertanian, Kehutanan dan 7.358,51 7.350,29 7.200,14 7.278,30 7.280.047,6

Perikanan
B Pertambangan dan Penggalian 502,97 522,89 534,97 533,47 493.400,6
C Industri Pengolahan 4.575,88 4.940,82 5.446,22 5.887,62 5.820.763,6
D Pengadaan Listrik dan Gas 201,36 210,73 221,04 232,49 234.166,7
E Pengadaan Air, Pengolahan 23,87 25,21 26,21 27,26 28.140,7

Sampah, Limbah dan Daur

Ulang
F Kontruksi 1.434,33 1.593,82 1.750,50 1.828,74 1.716.921,3
G Perdagangan Besar dan Eceran; 2.576,15 2.742,75 2.929,56 3.113,02 2.879.798,8

Reparasi Mobil dan Sepeda Motor
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2016 2017 2018 2019 2020
No Lapangan Usaha
Miliar Rupiah | Miliar Rupiah | Miliar Rupiah | Miliar Rupiah | Miliar Rupiah
H Transportasi dan Pergudangan 176,40 189,81 204,15 223,13 212.189,5
I Penyediaan Akomodasi dan 301,29 325,38 350,92 373,05 330.540,6

Makan Minum

J Informasi dan Komunikasi 676,33 725,98 776,29 831,09 889.120,0
K Jasa Keuangan dan Asuransi 387,00 401,06 420,69 435,47 434.008,4
L Real Estate 499,20 522,26 552,34 575,10 585.334,7
M,N Jasa Perusahaan 66,45 69,96 74,87 78,83 73.619,1
O Administrasi Pemerintahan, 659,02 683,87 712,45 734,61 718.360,7
Pertahanan dan Jaminan Sosial
Wajib
P Jasa Pendidikan 535,83 558,45 590,11 626,87 641.997,2
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2016 2017 2018 2019 2020
No Lapangan Usaha
Miliar Rupiah | Miliar Rupiah | Miliar Rupiah | Miliar Rupiah | Miliar Rupiah
Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan 126,04 133,17 142,92 152,34 166.982,0
Sosial
R,S, T,U | Jasa Lainnya 403,43 421,79 441,87 465,03 392.847,1
PDRB ADHK 20.504,09 21.418,25 22.375,24 23.396,41 22.898.238,6

Sumber: BPS Kabupaten Probolinggo, 2020
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Laju pertumbuhan ekonomi Tahun 2017 sebesar 4,46%,
menurun dibanding Tahun 2016 sebesar 4,77%. Kemudian
mengalami peningkatan dua tahun selanjutnya yaitu sebesar 4,47%
pada Tahun 2018 dan sebesar 4,56% pada Tahun 2019. Akibat
pandemi covid-19 terjadi penurunan signifikan pada tahun 2020
menjadi -2,12. Perkembangan laju pertumbuhan ekonomi
Kabupaten Probolinggo Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2020
dapat dilihat pada gambar berikut ini:

Laju Pertumbuhan Ekonomi

4,77 4,46 4,47 4,56
0 I I I I

2016 2017 2018 2019

SN

N

2,12

Gambar 2.10 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten
Probolinggo Tahun 2016-2020

Sumber: BPS Kabupaten Probolinggo, 2021

Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Probolinggo dalam
lima tahun terakhir menunjukkan trend fluktuatif meski pada
tahun 2020 mengalami penurunan yang cukup drastis yakni
sebesar -2,12% dari sebelumnya sebesar 4,56% di tahun 2019.
Untuk Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Probolinggo pada
Tahun 2016 hingga 2020 lebih rincinya dapat dilihat pada tabel
berikut.
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Tabel 2.16 Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto
Kabupaten Probolinggo Atas Dasar Harga Konstan 2010
Menurut Lapangan Usaha (Persen) 2016-2020

Kate Lapangan 201
2017 | 2018 | 2019* | 2020**
-gori Usaha 6

Pertanian, 2,99 | -0,11 | -2,04 1,09 0,02
A Kehutanan,

dan Perikanan

Pertambangan 2,03 | 3,96 | 2,31 -0,28 -7,51

dan Penggalian

Industri 5,82 | 7,98 | 10,23 8,10 -1,14

Pengolahan

Pengadaan 3,80 | 4,65 | 4,89 5,18 0,72
Listrik dan Gas

Pengadaan Air, | 5,18 | 5,62 3,93 4,02 3,24
Pengelolaan
E Sampabh,

Limbah dan
Daur Ulang

Konstruksi 5,17 | 11,1 | 9,83 4.47 -6,11

Perdagangan 6,38 | 6,47 | 6,81 6,26 -7,46
Besar dan
Eceran;
Reparasi Mobil
dan Sepeda
Motor

Transportasi 7,11 | 7,60 | 7,55 9,30 -4,90
H dan
Pergudangan
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Kate Lapangan 201
2017 | 2018 | 2019* | 2020**

-gori Usaha 6
Penyediaan 8,31 | 800 | 7,85 6,31 -11,39
I Akomodasi dan

Makan Minum

Informasi dan 7,67 | 7,34 | 6,93 7,06 6,98

Komunikasi

Jasa Keuangan | 7,04 | 3,63 | 4,89 3,51 -0,33

dan Asuransi

L Real Estate 5,23 | 4,62 5,76 4,12 1,78

Jasa 5,22 | 5,28 | 7,03 5,28 -6,61

Perusahaan

Administrasi 494 | 3,77 | 4,18 3,11 -2,21
Pemerintahan,
O Pertahanan

dan Jaminan

Sosial Wajib

Jasa 6,02 | 4,22 5,67 6,23 2,41
Pendidikan

Jasa 6,09 | 5,66 | 7,32 6,59 9,61
Q Kesehatan dan

Kegiatan Sosial

R,S, | Jasa Lainnya 4,84 | 4,55 | 4,76 5,24 -15,52
T, U

Pertumbuhan 4,77 | 4,46 | 4,47 4,56 -2,12
Produk
Domestik
Regional

Bruto

Sumber : BPS Kabupaten Probolinggo, 2021
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Laju pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan perubahan
PDRB atas dasar konstan tahun bersangkutan terhadap tahun
sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi dapat dipandang sebagai
pertambahan jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh semua
lapangan usaha kegiatan ekonomi yang ada di suatu wilayah
selama kurun waktu setahun. Berdasarkan harga konstan 2010,
nilai PDRB Kabupaten Probolinggo pada Tahun 2019 mengalami
peningkatan. Hal tersebut dipengaruhi oleh meningkatnya produksi
di seluruh lapangan usaha (kecuali sub sektor tanaman pangan)
yang sudah bebas dari pengaruh inflasi.

Nilai PDRB kabupaten Probolinggo atas dasar harga konstan
2010, mencapai 23.396,41 milyar rupiah. Angka tersebut naik dari
22.375,23 milyar rupiah pada tahun 2018. Hal tersebut
menunjukkan bahwa selama tahun 2019 terjadi pertumbuhan
ekonomi sebesar 4,56 persen, sedikit lebih pesat dibandingkan
dengan pertumbuhan ekonomi tahun sebelumnya yang mencapai
4,47 persen. Pertumbuhan ekonomi selama 2019 masih terhambat
adanya penurunan produksi tanaman Jagung yang sangat
signifikan akibat cuaca yang kurang mendukung dan berkurangnya
luas lahan pertanian. Sedangkan yang berperan mendongkrak laju
pertumbuhan adalah kinerja di sektor industri pengolahan,

terutama sub sektor industri makanan dan minuman.

Secara umum, laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten
Probolinggo mengalami kenaikan dan penurunan  di setiap
tahunnya dari tahun 2016 hingga 2020, dimana penurunan terjadi
di tahun 2017, mengalami kenaikan kembali di tahun 2018 dan
2019, dan mengalami penurunan drastis di tahun 2020. Begitupun
dengan ekonomi Nasional dan Provinsi Jawa Timur yang juga
memiliki laju pertumbuhan yang kurang stabil. Meskipun demikian
laju pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Probolinggo masih berada
di bawah laju pertumbuhan ekonomi Jawa Timur. Berikut di bawah
ini merupakan grafik perbandingan laju pertumbuhan ekonomi
Kabupaten Probolinggo, Provinsi Jawa Timur, dan Nasional pada

Tahun 2016 hingga 2020.
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Gambar 2.11 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten
Probolinggo, Provinsi Jawa Timur dan Nasional Tahun
2016-2020
Sumber: BPS Kabupaten Probolinggo, 2021

B. Inflasi

Variabel ekonomi makro daerah yang seringkali menjadi
indikator bagi perekonomian daerah adalah inflasi. Dalam ilmu
ekonomi, inflasi adalah suatu proses meningkatnya harga-harga
secara umum dan terus-menerus (continue) berkaitan dengan
mekanisme pasar yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor,
antara lain, konsumsi masyarakat yang meningkat, berlebihnya
likuiditas di pasar yang memicu konsumsi, sampai termasuk juga
akibat adanya ketidaklancaran distribusi barang. Sedangkan
tingkat inflasi, menunjukkan persentase perubahan tingkat harga
rata-rata tertimbang untuk barang dan jasa dalam perekonomian
satu wilayah. Secara umum pada Tahun 2020 Kabupaten
Probolinggo mengalami inflasi (kumulatif inflasi) sebesar 1,88%
turun dari Tahun 2018 yang mencapai 1,99 %. Hal ini
mengindikasikan bahwa harga barang dan jasa yang dikonsumsi
oleh masyarakat mengalami penurunan. Perkembangan inflasi
Kabupaten Probolinggo Tahun 2016-2020 dapat dilihat dalam grafik
berikut.
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Gambar 2.12 Laju Inflasi Kabupaten Probolinggo
Tahun 2016-2020
Sumber : BPS Kabupaten Probolinggo, 2021

C.Kemiskinan

Penduduk miskin di Kabupaten Probolinggo selama kurun
waktu empat tahun terakhir yakni 2016 hingga 2019 terus menerus
mengalami penurunan, namun mengalami kenaikan kembali pada
tahun 2020. Penurunan yang terjadi menunjukkan capaian positif
para pelaku pembangunan di bidang kesejahteraan rakyat, namun
adanya kenaikan kembali persentase penduduk miskin di tahun
2020 merupakan dampak dari peningkatan kasus covid-19 yang
tentunya juga berpengaruh pada semua sektor terutama sosial dan
ekonomi.

Pada tahun 2016 persentase penduduk miskin di Kabupaten
Probolinggo mencapai 20,98%, kemudian mengalami penurunan
pada tahun 2017 menjadi 20,52%. Pada tahun 2018 mengalami
penurunan kembali menjadi 18,71% hingga pada tahun 2019
mencapai angka 17,76%. Akan tetapi, pada tahun 2020 persentase
penduduk miskin meningkat dari tahun 2019 yakni menjadi
18,67%. Meskipun kenaikan tidak terlalu tinggi, namun hal ini
dapat menjadi indikasi bahwa terdapat dampak yang cukup besar
dari pandemic covid-19 terhadap angka kemiskinan di Kabupaten
Probolinggo. Perkembangan Angka Kemiskinan di Kabupaten

Probolinggo Tahun 2016-2020 dapat dilihat dalam grafik berikut.
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Gambar 2.13 Angka Kemiskinan Kabupaten Probolinggo
Tahun 2016-2020
Sumber : BPS Kabupaten Probolinggo, 2021

Secara umum, angka kemiskinan di Kabupaten Probolinggo
cukup memiliki perkembangan yang baik mulai tahun 2016 hingga
2019 terlihat adanya penurunan yang signifikan, namun pada
tahun 2020 mulai mengalami kenaikan kembali. Angka kemiskinan
Kabupaten Probolinggo dinilai cukup tinggi jika dibandingkan
dengan angka kemiskinan Nasional dan angka kemiskinan Provinsi
Jawa Timur. Berikut di bawah ini merupakan grafik perbandingan
Angka Kemiskinan Kabupaten Probolinggo, Provinsi Jawa Timur,

dan Nasional pada Tahun 2016 hingga 2020.
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Gambar 2.14 Angka Kemiskinan Kabupaten Probolinggo,
Provinsi Jawa Timur dan Nasional Tahun 2016-2020
Sumber : BPS Kabupaten Probolinggo, 2021
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D.Indeks Gini

Koefisien gini didasarkan pada kurva lorenz, yaitu sebuah
kurva pengeluaran kumulatif yang membandingkan distribusi dari
suatu variabel tertentu (misalnya pendapatan) dengan distribusi
uniform (seragam) yang mewakili persentase kumulatif penduduk.
Mengetahui ukuran tingkat ketimpangan pengeluaran sebagai
proksi pendapatan penduduk. Digunakan untuk mengukur tingkat
ketimpangan pendapatan secara menyeluruh. Koefisien Gini
berkisar antara O sampai 1. Apabila koefisien Gini bernilai O berarti
pemerataan sempurna, sedangkan apabila bernilai 1 berarti
ketimpangan sempurna.

Perubahan Gini Ratio merupakan indikasi dari adanya
perubahan distribusi pengeluaran penduduk. Gini Ratio mengalami
penurunan berarti distribusi pengeluaran penduduk mengalami
perbaikan. Secara umum, indeks gini Kabupaten Probolinggo pada
tahun 2016 mencapai 0,31, kemudian mengalami kenaikan pada
tahun 2017 menjadi 0,36. Mulai tahun 2018 hingga 2020 terus
mengalami penurunan, yakni menjadi 0,344 pada tahun 2018,
menjadi 0,33 pada tahun 2019, dan menjadi 0,326 pada tahun
2020. Perkembangan Indeks Gini Kabupaten Probolinggo Tahun
2016-2020 dapat dilihat dalam grafik berikut.

Indeks Gini
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Gambar 2.15 Indeks Gini Kabupaten Probolinggo
Tahun 2016-2020
Sumber : BPS Kabupaten Probolinggo, 2021

Indeks Gini Kabupaten Probolinggo sempat mengalami

kenaikan cukup tinggi di tahun 2017 dan sedikit demi sedikit mulai
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menurun dari tahun 2018 hingga 2020, namun belum bisa
dikatakan rendah karena masih berkisar pada angka 0,3 - 0,5 yang
tergolong sedang. Akan tetapi, jika disandingkan dengan Indeks
Gini Nasional dan Indeks Gini Povinsi Jawa Timur, Indeks Gini
Kabupaten Probolinggo masih lebih rendah dibandingkan
keduanya. Berikut di bawah ini merupakan grafik perbandingan
Indeks Gini Kabupaten Probolinggo, Provinsi Jawa Timur, dan

Nasional pada Tahun 2016 hingga 2020.

. Gini Rasio Menurut Kabupaten Kota di
Wilayah .
Jawa Timur

Gini Rasio 2015 | 2016 | 2017 2(8)1 281 232
Kabupaten
Probolinggo 0,30 0,31 0,36 | 0,34 | 0,33 | 0,33
Provinsi Jawa
Timur 0,41 0,40 0,41| 0,38 | 0,37 | 0,37
Nasional 0,41 0,40 0,39| 0,39 | 0,38 | 0,38

Gini Rasio Tahun 2015-2020
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Gambar 2.16 Indeks Gini Kabupaten Probolinggo, Provinsi
Jawa Timur dan Nasional Tahun 2016-2020

Sumber : BPS Kabupaten Probolinggo, 2021

E. Pengeluaran Per Kapita Riil disesuaikan (Ribu Rupiah)
Daya beli adalah kemampuan masyarakat dalam

membelanjakan uangnya dalam bentuk barang maupun jasa.
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Pengeluaran per kapita riil yang disesuaikan menggambarkan
tingkat kesejahteraan yang dinikmati oleh penduduk sebagai
dampak semakin membaiknya ekonomi. Semakin rendahnya nilai
daya beli suatu masyarakat berkaitan erat dengan kondisi
perekonomian pada saat itu yang sedang memburuk yang berarti
semakin rendah kemampuan masyarakat membeli suatu barang
atau jasa. Pada Kabupaten Probolinggo di tahun 2016 pengeluaran
per kapita riil yang disesuaikan mencapai Rp10.170, kemudian
mengalami tren peningkatan menjadi Rp10.239 pada tahun 2017,
Rp 10.700 di tahun 2018, Rp 10.972 di tahun 2019. Kemudian pada
tahun 2020 mengalami penurunan menjadi Rp10.859, penurunan
ini disebabkan karena dampak pandemi covid19 yang berpengaruh

signifikan pada perekonomian daerah.

Pengeluaran Per Kapita Riil Disesuaikan

(Ribu Rupiah)
Rp11.500
REn.ooo Rp10700  P10-972 Rp10.859
Rp10.500 Rp10.170 Rp10.239
Rp10.000 . . .
Rp9.500
2016 2017 2018 2019 2020

Gambar 2.17 Pengeluaran Per Kapita Riil Disesuaikan (Ribu
Rupiah) Kabupaten Probolinggo Tahun 2016-2020
Sumber : BPS Kabupaten Probolinggo, 2021

2.2.2 Fokus Kesejahteraan Sosial

Analisis kinerja atas fokus kesejahteraan sosial dilakukan
terhadap beberapa indikator yang dapat menggambarkan kondisi
eksisting kesejahteraan sosial di Kabupaten Probolinggo. Untuk

lebih rincinya dijabarkan pada beberapa poin berikut.

A. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator
penting unutk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun
kualitas hidup manusia. Pertumbuhan ekonomi dianggap sebagai
faktor penting dalam kehidupan manusia, tetapi tidak secara

otomatis akan mempengaruhi peningkatan martabat dan harkat

ety
I e -



PERUBAHAN RPIJMD

Kabupaten Probolinggo Tahun 2018-2023 BAB 11 " II- 52

manusia. Dengan kata lain, kondisi sumber daya manusia dan
sosial kemasyarakatan di Kabupaten Probolinggo dapat dilihat dari
Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Indeks Pembangunan
Manusia dibentuk oleh 3 (tiga) dimensi dasar, yakni umur panjang

dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak.

Tinggi rendahnya nilai IPM tidak dapat dilepaskan dari
program pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah.
Namun perlu disadari, perubahan atau peningkatan angka IPM
tidak bisa terjadi secara instan. Pembangunan manusia merupakan
sebuah proses dan tidak bisa diukur dalam waktu singkat. Investasi
dalam rangka pembangunan manusia hasilnya tidak langsung
berdampak di tahun berikutnya, tetapi akan baru terasa pada
beberapa tahun kemudian. Berbeda dengan pembangunan
ekonomi pada umumnya, hasil pembangunan pendidikan dan
kesehatan tidak bisa dilihat dalam jangka pendek. Untuk itu,
program-program pembangunan manusia harus dilaksanakan
secara berkesinambungan dan terus dipantau pelaksanaannya
sehingga lebih terarah. Adapun besarnya Indeks Pembangunan
Manusia (IPM) Kabupaten Probolinggo Tahun 2016-2020 pada
dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.17 Nilai IPM Kabupaten Probolinggo dan
Komponennya Tahun 2016-2020

Indikator Capaian
Kinerja
No Pemb
embangunan | 5016 2017 2018 2019 2020
Daerah

1. | Harapan Lama 12,05 12,06 12,07 12,34 12,35
Sekolah /HLS
(Tahun)

2. | Rata-Rata 5,67 5,68 5,71 5,77 6,11
Lama
Sekolah /RLS
(Tahun)
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3. | Angka Harapan | 66,31 66,47 66,71 67,00 67,2

Hidup/AHH
(Tahun)

4. | Pengeluaran 10.170 | 10.239 | 10.700, | 10.972, | 10.859,
Per Kapita Riil ,0 ,0 0 0 0
Disesuaikan

(Ribu Rupiah)

5. | Indeks 64,12 | 64,28 | 64,85 65,60 66,07
Pembangunan

Manusia (IPM)

Sumber : BPS Kabupaten Probolinggo, 2021

Berdasarkan skala nasional, capaian IPM Kabupaten
Probolinggo untuk Tahun 2016 sampai dengan tahun 2020
termasuk dalam kategori sedang, dimana kategori sedang berkisar
antara 60 — 70 pada tahun 2016 sebesar 64,12, pada tahun 2017
sebesar 64,28, pada tahun 2018 sebesar 64,85, dan pada tahun
2019 sebesar 65,60, pada tahun 2020 sebesar 66,07. Secara umum
pembangunan manusia di Kabupaten Probolinggo selama tahun
2016 sampai dengan tahun 2020 mengalami peningkatan baik
kuantitas maupun kualitasnya.

Perkembangan IPM menunjukkan peningkatan capaian IPM
seiring dengan membaiknya perekonomian daerah. Peningkatan ini
juga tidak lepas dari kinerja pemerintah yang terus menunjukkan
peningkatan dari waktu ke waktu. Meskipun demikian capaian IPM
di Kabupaten Probolinggo masih di bawah capaian IPM di Provinsi
jawa Timur dan Nasional. Berikut di bawah ini merupakan grafik
perbandingan capaian IPM Kabupaten Probolinggo, Provinsi Jawa

Timur, dan Nasional pada Tahun 2016 hingga 2020.
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Masiona & Provinsi Jewa Timur Kab. Prabolingge

Gambar 2.18 IPM Kabupaten Probolinggo, Provinsi Jawa Timur
dan Nasional Tahun 2016-2020
Sumber: BPS Kabupaten Probolinggo, 2021

B.Aspek Pendidikan

Pada aspek pendidikan, terdapat dua poin capaian
pembangunan di Kabupaten Probolinggo pada Tahun 2015 hingga
2019. Diantaranya yaitu Harapan Lama Sekolah dan Rata-Rata
Lama Sekolah. Untuk lebih rincinya, capaian pembangunan di
aspek pendidikan di Kabupten Probolinggo pada tahun 2016 hingga
2020 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.18 Capaian Pembangunan Aspek Pendidikan
Kabupaten Probolinggo Tahun 2016-2020

No | Indikator Kinerja Tahun
Pembangunan
Daerah 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020
1. | Harapan Lama 12,0 12,0 12,0 12,3 | 12,35
Sekolah/HLS 5 6 7 4
(Tahun)
2 | Rata-Rata Lama 5,67 | 5,68| 5,71 | 5,77 6,11
Sekolah /RLS
(Tahun)

Sumber: BPS Kabupaten Probolinggo, 2021

1. Angka Harapan Lama Sekolah

Indikator pendidikan yang pertama adalah Harapan Lama
Sekolah (HLS), yang didefinisikan sebagai rata-rata perkiraan
banyaknya tahun sekolah yang dapat ditempuh oleh seseorang
semenjak lahir. HLS digunakan sebagai salah satu variabel ukuran

dalam aspek pendidikan untuk penghitungan IPM, yaitu untuk
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menghitung Indek Pendidikan, yang sebelumnya menggunakan
variabel Angka Melek Huruf (AMH). AMH sering dipertanyakan
sebagai ukuran dimensi pengetahuan karena angkanya dinilai
sudah sangat tinggi di semua wilayah Indonesia. Oleh karena itu
BPS mengganti ukuran AMH dengan ukuran HLS untuk
penghitungan Indek Pendidikan.

Perkembangan capaian indikator angka harapan lama
sekolah di Kabupaten Probolinggo pada tahun 2016-2020
mengalami peningkatan pada setiap tahunnya. Pada tahun 2016
angka harapan lama sekolah di Kabupaten Probolinggo yakni 12,04
tahun. Pada tahun 2016 angka harapan lama sekolah di Kabupaten
Probolinggo yakni 12,05 tahun. Capaian angka harapan lama
sekolah di Kabupaten Probolinggo mengalami peningkatan menjadi
12,06 tahun di tahun 2017 dan menjadi 12,07 di tahun 2018.
Sedangkan di tahun 2019 capaian angka harapan lama sekolah di
Kabupaten Probolinggo meningkat jauh yakni 12,34 dan 12,35 pada
2020. Artinya penduduk wusia sekolah jenjang SD s/d
SMA/SMK/Sederajat di Kabupaten Probolinggo telah memiliki

harapan lama sekolah hingga jenjang menengah atas.

Harapan Lama Sekolah/HLS (Tahun)

12,4 12,34 12,35

12,3

12,2

12,1 12,05 12,06 12,07
12 . . l

11,9

2016 2017 2018 2019 2020

Gambar 2.19 Harapan Lama Sekolah Kabupaten Probolinggo
Tahun 2016-2020
Sumber: BPS Kabupaten Probolinggo, 2021

2. Angka Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)

Angka rata-rata lama sekolah merupakan kombinasi antara
partisipasi sekolah, jenjang pendidikan yang sedang dijalani, kelas
yang diduduki dan pendidikan yang ditamatkan. Angka rata-rata

lama sekolah juga merupakan indikator yang mempengaruhi nilai

ety
I e -



PERUBAHAN RPIJMD

Kabupaten Probolinggo Tahun 2018-2023 BAB I1 " II- 56

IPM. Rata-rata lama sekolah menggambarkan jumlah tahun yang
digunakan oleh penduduk usia 15 tahun keatas dalam menjalani
pendidikan formal. Perkembangan capaian indikator angka rata-
rata lama sekolah di Kabupaten Probolinggo Tahun 2016-2020
dapat dilihat pada gambar berikut:

Rata-Rata Lama Sekolah/RLS (Tahun)

6,2
6,1

5,9
5,8

6,11
5,77
5,67 5,68 5,71
5,7
5,6
5,5
5,4

2016 2017 2018 2019 2020

Gambar 2.20 Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) Kabupaten
Probolinggo Tahun 2016-2020
Sumber: BPS Kabupaten Probolinggo, 2020
Berdasarkan gambar diatas menunjukkan bahwa capaian
indikator rata-rata lama sekolah di Kabupaten Probolinggo pada
tahun 2016-2020 mengalami tren yang positif. Pada tahun 2016
capaian indikator rata-rata lama sekolah di Kabupaten Probolinggo
yakni 5,67 tahun. Pada tahun 2017 capaian indikator rata-rata
lama sekolah di Kabupaten Probolinggo mengalami peningkatan
menjadi 5,68 tahun. Pada tahun 2018 mengalami peningkatan
menjadi 5,71 tahun. Dan pada tahun 2019 dan 2020 capaian
indikator rata-rata lama sekolah di Kabupaten Probolinggo

mengalami peningkatan pesat menjadi 5,77 tahun dan 6,11 tahun.

C. Aspek Kesehatan

Pada aspek kesehatan Kabupaten Probolinggo, terdapat
beberapa poin capaian pembangunan diantaranya angka
kelangsungan hidup bayi per 1000 KH, Angka Usia Harapan Hidup,
Prevalensi Gizi Buruk, Prevalensi Gizi Kurang, Indeks Kesehatan,
dan Prevalensi Balita Stunting. Untuk lebih rincinya dijabarkan

pada beberapa poin berikut.
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Tabel 2.19 Capaian Pembangunan Aspek Kesehatan Kabupaten
Probolinggo Tahun 2016-2020

No Indikator Tahun
Kinerja 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020
Pembangunan
Daerah
1. | Angka
kelangsungan 987,51 989,3 | 988,5 990.2 | 991,8
hidup bayi per | 9 6 5 ’ 9
1000 KH
2. | Angka Usia 66,31 66,47 66,71 | 67,00| 67,2
Harapan hidup
3. | Prevelansi Gizi 1.65 1.79 1.41 1,65| 1.89
Buruk |
4. | Prevelansi Gizi 9.8 8.79 827 9,6 12.1
Kurang |
5. | Indeks 0,71 0,71 0,72 0,72 | 0,72
Kesehatan
6. | Prevalensi 15,06 16,5| 17,29 16,37 | 16,1
Balita Stunting

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Probolinggo, 2020

1. Angka Kelangsungan Hidup Bayi
Perkembangan capaian Angka kelangsungan hidup bayi di
Kabupaten Probolinggo Tahun 2016-2020 dapat dilihat pada

gambar berikut ini:
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Angka Kelangsungan Hidup Bayi per 1000 KH

993
992

991 990,2
990 989,36

989 988,55

988 987,55

987

986

985

2016 2017 2018 2019 2020

991,89

Gambar 2.21 Angka Kelangsungan Hidup Bayi Kabupaten
Probolinggo Tahun 2016-2020
Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Probolinggo, 2020

Capaian angka kelangsungan hidup bayi di Kabupaten
Probolinggo pada tahun 2016-2020 mengalami kondisi yang
fluktuatif. Pada tahun 2016 capaian angka kelangsungan hidup
bayi di Kabupaten Probolinggo sebesar 987,55 per 1.000 KH. Pada
tahun 2018 angka kelangsungan hidup bayi di Kabupaten
Probolinggo mengalami penurunan menjadi 989,36 per 1.000 KH.
Pada tahun 2019 angka kelangsungan hidup bayi di Kabupaten
Probolinggo mengalami penurunan menjadi 990,2 per 1.000 KH.
Pada tahun 2020 angka kelangsungan hidup bayi di Kabupaten
Probolinggo mengalami kenaikan menjadi 991,89 per 1.000 KH.

2. Angka Usia Harapan Hidup

Angka Harapan Hidup merupakan salah satu ukuran
demografi yang memperlihatkan kondisi kesehatan masyarakat.
Usia anak sebelum mencapai satu tahun sangat rentan dengan
berbagai penyakit, sehingga resiko kematian menjadi semakin
tinggi dari aspek ini, pengamatan harapan hidup dengan
menggunakan alat ukur Angka Harapan Hidup menjadi cukup

penting.

Angka Harapan Hidup (AHH) atau Life Expecstancy (LE)
menunjukkan rata-rata umur penduduk mulai lahir sampai
dengan akhir hidupnya. Faktor yang mempengaruhi perubahan

AHH dapat ditinjau dari beberapa hal seperti kondisi lingkungan
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dan status sosial ekonomi penduduk, ketersediaan fasilitas dan
tenaga kesehatan, status gizi dan lain-lain. Oleh karena itu
AHH cukup representatif digunakan sebagai indikator dalam
menilai tingkat kesejahteraan penduduk khususnya di bidang
kesehatan. Semakin tinggi pencapaian angka harapan hidup di
suatu daerah secara tidak langsung dapat menggambarkan
semakin membaiknya tingkat kesejahteraan masyarakat secara
umum. Perkembangan capaian indikator Angka Usia Harapan
Hidup di Kabupaten Probolinggo Tahun 2016-2020 dapat dilihat

pada gambar berikut ini:

Angka Usia Harapan hidup
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Gambar 2.22 Angka Usia Harapan Hidup Kabupaten
Probolinggo Tahun 2016-2020
Sumber: BPS Kabupaten Probolinggo, 2020

Angka Usia Harapan Hidup di Kabupaten Probolinggo pada
tahun 2016-2020 telah menunjukkan tren yang positif. Pada tahun
2016 capaian Angka Usia Harapan Hidup di Kabupaten Probolinggo
sebesar 66,31 tahun. Pada tahun 2017 capaian Angka Usia
Harapan Hidup di Kabupaten Probolinggo mengalami peningkatan
menjadi 66,47 tahun dan pada tahun 2018 meningkat kembali
menjadi 66,71 tahun. Pada tahun 2019 Angka Usia Harapan Hidup
di Kabupaten Probolinggo mengalami peningkatan menjadi 67,00
tahun, kemudian pada tahun 2020 mengalami peningkatan
kembali menjadi 67,2 tahun. Hal ini menandakan bahwa pelayanan
kesehatan dasar yang meliputi penyediaan sarana prasarana,
pelayanan dan kesadaran masyarakat di Kabupaten Probolinggo

sudah meningkat.

3. Prevelansi Gizi Buruk
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Prevelansi gizi buruk di Kabupaten Probolinggo pada tahun

2016-2020 dapat dilihat pada gambar berikut ini:

Prevelansi Gizi Buruk
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15 1,41

1
0,5

0

2016 2017 2018 2019 2020

Gambar 2.23 Indikator Prevelansi Gizi Buruk Kabupaten
Probolinggo Tahun 2016-2020
Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Probolinggo, 2020

Prevelansi gizi buruk di Kabupaten Probolinggo pada tahun
2016-2020 mengalami tren yang fluktuatif. Pada tahun 2016
sebesar 1,65%. Pada Tahun 2017 prevelansi gizi buruk di
Kabupaten Probolinggo mengalami kenaikan menjadi 1,79%. Pada
Tahun 2018 prevelansi gizi buruk di Kabupaten Probolinggo
mengalami penurunan menjadi 1,41%. Pada Tahun 2019 prevelansi
gizi buruk di Kabupaten Probolinggo kembali mengalami
peningkatan menjadi 1,65%, kemudian pada tahun 2020 kembali

mengalami peningkatan menjadi 1,89%.

4. Prevelansi Gizi Kurang
Prevelensi gizi kurang di Kabupaten Probolinggo pada tahun

2016-2020 dapat dilihat pada gambar berikut ini:

Prevelansi Gizi Kurang
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Gambar 2.24 Prevelansi Gizi Kurang Kabupaten Probolinggo
Tahun 2016-2020
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Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Probolinggo, 2020

Prevelansi gizi kurang di Kabupaten Probolinggo pada tahun
2016-2020 mengalami tren fluktuatif. Pada tahun 2016 prevelansi
gizi kurang di Kabupaten Probolinggo sebesar 9,8% kemudian
mengalami penurunan pada tahun 2017 dan 2018 menjadi masing-
masing 8,79% dan 9,6%. Pada tahun 2019 prevalensi gizi kurang di
Kabupaten Probolinggo mengalami peningkatan menjadi 9,6%

kemudian pada tahun 2020 mengalami peningkatan menjadi 12,1%

5. Indeks Kesehatan

Indeks kesehatan dihitung melalui Angka Harapan Hidup,
angka harapan hidup (life expectancy) adalah rata-rata estimasi
lamanya tahun yang dapat dilalui oleh seseorang selama hidup.
Indeks kesehatan di Kabupaten Probolinggo pada tahun 2016
hingga 2017 mengalami stagnansi yakni sebesar 0,71 persen.
Sedangkan untuk tahun 2018 sampai 2020 mengalami kenaikan
menjadi sebesar 0,72. Indeks kesehatan di Kabupaten Probolinggo
pada tahun 2016-2020 dapat dilihat pada gambar berikut ini:

Indeks Kesehatan

0,725

0,72 0,72 0,72
0,72
0,715
0,71 0,71
N
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Gambar 2.25 Indeks Kesehatan Kabupaten Probolinggo Tahun
2016-2020

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Probolinggo, 2020
6. Prevalensi Balita Stunting

Stunting adalah kondisi kurang gizi kronis yang diukur
berdasarkan indeks tinggi badan menurut umur (TB/U)
dibandingkan dengan menggunakan standar WHO tahun 2005.
Prevalensi balita stunting menunjukkan persentase anak balita
yang tingginya dibawah ketinggian rata-rata penduduk acuan.

Prevalensi balita stunting di Kabupaten Probolinggo selama tahun
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2016 hingga 2018 terus mengalami kenaikan. Prevalensi balita
stunting di Kabupaten Probolinggo pada tahun 2016-2020 dapat
dilihat pada gambar berikut.

Prevalensi Balita Stunting
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Gambar 2.26 Prevalensi Balita Stunting Kabupaten Probolinggo
Tahun 2016-2020
Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Probolinggo, 2020

Pada tahun 2016 prevalensi balita stunting sebesar 15,06
persen. Kemudian mengalami tren peningkatan pada tahun 2017
dan 2018 masing masing sebesar 16,5 dan 17,29. Pada tahun 2019
mengalami penurunan menjadi 16,37, kemudian pada tahun 2020

kembali mengalami penurunan menjadi 16,1.

D. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)
mengindikasikan besarnya penduduk usia kerja yang aktif secara
ekonomi di suatu wilayah. TPAK diukur sebagai persentase jumlah
angkatan kerja terhadap jumlah penduduk usia kerja. Indikator
ini menunjukkan besaran relatif dari pasokan tenaga kerja
(Labour Supply) yang tersedia untuk memproduksi barang-
barang dan jasa dalam suatu perekonomian. Perkembangan
capaian indikator TPAK di Kabupaten Probolinggo Tahun 2017-
2020 dapat dilihat pada gambar berikut:

SRR




PERUBAHAN RPIJMD

Kabupaten Probolinggo Tahun 2018-2023 BAB I1 " II- 63

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja
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Gambar 2.27 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten
Probolinggo Tahun 2017-2020

Sumber: BPS Kabupaten Probolinggo, Tahun 2021

Capaian indikator tingkat partisipasi angkatan kerja di
Kabupaten Probolinggo pada tahun 2017-2020 menunjukkan
kondisi fluktuatif. Pada tahun 2016 untuk capaian tingkat
partisipasi angkatan kerja di Kabupaten Probolinggo tidak
dilakukan penghitungan. Pada tahun 2017 tingkat partisipasi
angkatan kerja di Kabupaten Probolinggo sebesar 66,59%. Dan
pada tahun 2018, tingkat partisipasi kerja di Kabupaten
Probolinggo meningkat menjadi sebesar 68,41%. Kemudian untuk
tingkat partisipasi kerja di Kabupaten Probolinggo pada tahun 2019
dan pada tahun 2020 mencapai 68,62%. Hal ini menunjukkan
bahwa sebesar 68,62 persen bagian dari penduduk usia kerja yang
sesungguhnya terlibat, atau berusaha untuk terlibat, dalam
kegiatan produktif yaitu memproduksi barang dan jasa pada tahun

2019 dan 2020.

E.Tingkat Pengangguran Terbuka

Konsep pengangguran yang digunakan adalah mereka yang
sedang mencari pekerjaan, yang mempersiapkan wusaha, yang
tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin
mendapatkan pekerjaan, dan yang sudah punya pekerjaan tetapi
belum mulai bekerja dan pada waktu bersamaan mereka tidak
bekerja (jobless). Penganggur dengan konsep/definisi tersebut
biasanya disebut pengangguran terbuka (open unemployment).

Indikasi tentang penduduk wusia kerja yang termasuk dalam
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kelompok pengangguran diukur dengan Tingkat Pengangguran
Terbuka (TPT), dimana TPT merupakan persentase jumlah
pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Indikator TPT
secara tidak langsung dapat menggambarkan kondisi ekonomi
suatu wilayah. Tinggi rendahnya angka ini memiliki kepekaan
terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat maupun keamanan
dan stabilitas regional. Perkembangan capaian indikator tingkat
pengangguran terbuka di Kabupaten Probolinggo Tahun 2016-2020
dapat dilihat pada gambar berikut:

Tingkat Pengangguran Terbuka
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Gambar 2.28 Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten
Probolinggo Tahun 2016-2020
Sumber: BPS Kabupaten Probolinggo, 2021

Capaian indikator tingkat pengangguran terbuka di
Kabupaten Probolinggo pada tahun 2016-2020 mengalami
peningkatan pada setiap tahunnya. Hal ini menunujukkan bahwa
pada setiap tahun terjadi penambahan jumlah pengangguran
terbuka di Kabupaten Probolinggo. Pada tahun 2016 sebesar 2,29%.
Pada tahun 2017 tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten
Probolinggo mengalami peningkatan menjadi 2,89%. Pada tahun
2018 tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Probolinggo
mengalami peningkatan menjadi 4,15%. Kemudian pada tahun
2019, tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Probolinggo
menurun menjadi 3,88% dan kembali mengalami kenaikan menjadi

4,86%.

Secara umum, tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten
Probolinggo mengalami kenaikan untuk setiap tahunnya mulai dari

2016 hingga 2020 dengan sedikit penurunan di tahun 2019. Pola
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peningkatan yang sama juga terjadi untuk tingkat pengangguran
terbuka Nasional dan Provinsi Jawa Timur, dimana pada 2020
angka TPT mencapai puncak tertinggi. Hal ini tentunya disebabkan
oleh adanya dampak dari pandemi Covid-19, sehingga banyak
masyarakat yang kehilangan pekerjaannya. Namun jika
dibandingkan dengan TPT Nasional dan Provinsi Jawa Timur, TPT
Kabupaten Probolinggo masih berada dibawah keduanya. Berikut di
bawah ini merupakan grafik perbandingan TPT Kabupaten
Probolinggo, Provinsi Jawa Timur, dan Nasional pada Tahun 2016

hingga 2020.

2,51

2016 2017 2018 2019 2020

== Nasional Jatim Kab. Probolinggo

Gambar 2.29 Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten
Probolinggo, Provinsi Jawa Timur dan Nasional Tahun 2016-
2020
Sumber: BPS Kabupaten Probolinggo, 2021

F.Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH)

Skor Pola Pangan Harapan merupakan indikator mutu gizi
dan keragaman konsumsi pangan sehingga dapat digunakan untuk
merencanakan kebutuhan konsumsi pangan pada tahun-tahun
mendatang. Pola Pangan Harapan (PPH) atau Desirable Dietary
Pattern (DDP) adalah susunan keragaman pangan yang didasarkan
pada sumbangan energi dari kelompok pangan utama pada tingkat
ketersediaan maupun konsumsi pangan. Perkembangan capaian
indikator pencapaian skor Pola Pangan Harapan (PPH) di Kabupaten

Probolinggo Tahun 2016-2020 dapat dilihat pada gambar berikut:
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Skor Pola Pangan Harapan (PPH)

76

74,5 75
74
72 72
72
70 69
6 .
66

2016 2017 2018 2019 2020

[¢]

Gambar 2.30 Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH)
Kabupaten Probolinggo Tahun 2016-2020
Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten
Probolinggo, 2020

Capaian indikator pencapaian skor Pola Pangan Harapan
(PPH) di Kabupaten Probolinggo pada tahun 2016-2020 cenderung
mengalami kondisi yang fluktuatif. Pada tahun 2016 pencapaian
skor Pola Pangan Harapan (PPH) di Kabupaten Probolinggo
mengalami penurunan menjadi 69%. Kemudian pada tahun 2017
pencapaian skor Pola Pangan Harapan (PPH) di Kabupaten
Probolinggo mengalami peningkatan menjadi 72% dan pada tahun
2018 mengalami stagnansi menjadi sebesar 72%. Kemudian pada
tahun 2019 dan tahun 2020 skor Pola Pangan Harapan Kabupaten
Probolinggo mengalami peningkatan menjadi masing masing

sebesar 74,5%, dan 75%.

2.2.3 Fokus Seni Budaya dan Olahraga

Pembangunan di bidang seni, budaya dan olahraga
merupakan suatu hal yang sangat penting. Sebab hal ini berkaitan
erat dengan kualitas hidup manusia dan masyarakat serta
menunjukkan sebuah jati diri dari suatu daerah. Kabupaten
Probolinggo sendiri merupakan daerah yang cukup berperan andil
dalam pengembangan seni budaya dan olahraga di tingkat nasional.
Salah satu upaya pengembangan seni budaya dan olahraga ialah
melalui peningkatan kuantitas pemuda. Disinilah peran Pemerintah
Kabupaten Probolinggo melalui Dinas Pendidikan Kabupaten
Probolinggo Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata, dan Kebudayaan

Kabupaten  Probolinggo  dengan  melaksanakan  program
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pengembangan kreatifitas, kewirausahaan dan kemandirian serta
peningkatan peran serta Pemuda dalam pembangunan, dan
diarahkan untuk  pengembangan  kebijakan manajemen,
pemasyarakatan, pembinaan dan peningkatan prestasi olah raga.
Prestasi olahraga yang diraih oleh Dinas Pemuda, Olahraga,
Pariwisata, dan Kebudayaan Kabupaten Probolinggo selama tahun
2018 juga cukup membanggakan dengan pencapaian baik di

tingkat provinsi hingga internasional.

Seni dan budaya daerah mempunyai peranan penting dalam
pembangunan di Kabupaten Probolinggo. Keberadaan beberapa
jenis kesenian yang khas dari Kabupaten Probolinggo menunjukkan
tingkat apresiasi budaya oleh masyarakat Kabupaten Probolinggo
juga cukup tinggi. Berdasar data dari Dinas Pemuda, Olahraga,
Pariwisata, dan Kebudayaan Kabupaten Probolinggo, total
kunjungan pariwisata di Kabupaten Probolinggo di sektor Domestik
mengalami peningkatan yang cukup signifikan dari 397.301
pengunjung pada tahun 2015 menjadi 968.306 pengunjung pada
tahun 2019. Wisata dari Mancanegara juga mengalami peningkatan
yang cukup signifikan juga dengan dilihat pada tahun 2015 sebesar
23.268 pengunjung pada tahun 2015 menjadi 55.284 pengunjung
di tahun 2019. Namun, pada tahun 2020 terjadi penurunan drastis
akibat dari adanya covid-19. Jadi pada tahun 2020 untuk capaian
indikator jumlah pengunjung domestik menjadi 496.552,
sedangkan untuk pengunjung mancanegara menjadi 5.513. Untuk

lebih detail dapat dilihat pada gambar, sebagai berikut :
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Gambar 2.31 Jumlah Wisatawan Mancanegara dan Domestik di
Kabupaten Probolinggi Tahun 2015-2020

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten
Probolinggo,2020
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2.3 Aspek Pelayanan Umum

Pelayanan pulik atau pelayanan umum merupakan segala
bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun
jasa publik yang menjadi tanggungjawab Pemerintah Kabupaten
Probolinggo. Hal ini sebagai upaya pemenuhan kebutuhan
masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Untuk
menganalisis gambaran umum kondisi daerah aspek pelayanan
umum dalam dokumen RPJMD perlu terlebih dahulu disusun tabel
capaian indikator setiap variabel yang dianalisis. Adapun indikator

variabel aspek pelayanan umum terdiri dari:

2.3.1 Fokus Layanan Urusan Pemerintah Wajib

Analisis kinerja atas layanan urusan wajib dilakukan
terhadap indikator-indikator kinerja penyelenggaraan urusan wajib
Pemerintah Daerah Kabupaten Probolinggo. Pada urusan wajib
Pemerintah Daerah Kabupaten Probolinggo dikelompokkan menjadi
2 (dua), yaitu urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan

pelayanan dasar dan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar.

2.3.1.1 Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan
Pelayanan Dasar
Adapun urusan pemerintah wajib yang berkaitan dengan

pelayanan dasar meliputi bidang urusan:

A.Urusan Pendidikan

Perkembangan indikator kinerja pada bidang urusan
pendidikan Pemerintah Daerah Kabupaten Probolinggo tahun 2016-

2020 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.20 Hasil Kinerja Bidang Urusan Pendidikan Pemerintah
Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2016-2020

Indikator Kinerja Tahun

N Pemb Sat

° | Terpansiman | SaAR | j016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020
Angka Partisipasi

1. |Anak Usia Dini| % |86,38 |94,72 |97,11 |71,62 | 7609
(PAUD)

2. QPK SD/MI/Paket | o | 16504 | 110,90 | 110 |9744 | 985
APK o 102,2 109,46

3. | SMP/MTs)Paket B b 9534 | 105,9 | 108,38
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Indikator Kinerja Tahun
No Pe“g:;i;“a“ Satuan | ,516 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020
4. QPM SD/MI/Paket | o 194593 |93,06 |94,7 |9406 | 9748
5. ‘;‘:& B SMP/MTs/ | o | 77 77 78 76,37 | 89,69
6. | APS SD/MI % 0,13 |0,03 |024 |023 0,21
7. | APS SMP/MTs % 1029 [0,19 |0,73 |1,64 1,7
8. | AL SD/MI % 199,93 |99,92 | 99,64 |9938 99,9
9. | AL SMP/MTs % 99,97 99,97 | 9996 |99,9 100,1
10. gxp(jﬁfirssw MEke | o 19789 ;04’9 100 100,38 | 100,5
11. ﬁzﬁsf/ff/ Ssl\l/}/g /&’fs % |93,06 |9801 |84,49 89,7
Sekolah
12. iﬁiiﬁiikf;nsgir/l Z/g % | 87,53 |91,65 |93.02 |93.04 | 9%8
baik
Sekolah
pendidikan
13. gxiél\s/ll\ﬁ(/MA dan| o 19706 |91,3 |92.39 |91.61 | 934
kondisi bangunan
baik
14. ggs/il‘\’/n siswa/kelas | posio |19 18 19 19 22
15. g;séj Mifsswa/ kelas | pasio | 28 26 25 25 31
Guru yang
16, | memenuhi % 190,85 |94,34 |91.85 |93.28 | 964

kualisifikasi S1/D-

v

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Probolinggo, 2021

1. Angka Partisipasi PAUD

PAUD merupakan salah satu bentuk pengelolaan pendidikan

yang menitikberatkan pada peletakan dasar ke arah pertumbuhan

dan perkembangan fisik (koordinasi motorik halus dan kasar),

kecerdasan (daya pikir, daya cipta, kecerdasan emosi, kecerdasan

spiritual), sosio-emosional (sikap dan perilaku serta agama) bahasa

dan komunikasi,

sesuai

dengan keunikan dan tahap-tahap

perkembangan yang dilalui oleh anak usia dini. Sedangkan PAUD

terbagi menjadi 2 jenjang yaitu PAUD Non Formal adalah TPA, KB,
dan SPS, sedangkan PAUD Formal adalah TK. Adapun tingkat
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capaian indikator Angka Partisipasi PAUD dapat dilihat pada

gambar berikut ini:

Angka Partisipasi Anak Usia Dini (PAUD)

80 70,42 71,62
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39,41 41,45
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76,09

o

o

Gambar 2.32 Angka Partisipasi PAUD Kabupaten Probolinggo
Tahun 2016-2020

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Probolinggo, 2021

Berdasarkan grafik diatas terlihat bahwa pencapaian
indikator angka partisipasi PAUD di Kabupaten Probolinggo
menunjukkan tren yang cenderung positif, sebab mengalami
peningkatan pada setiap tahunnya. Pada tahun 2016 angka
partisipasi PAUD di Kabupaten Probolinggo mengalami peningkatan
menjadi 39,41%. Pada tahun 2017 angka partisipasi PAUD di
Kabupaten Probolinggo mengalami peningkatan menjadi 41,45%.
Pada tahun 2018 angka partisipasi PAUD di Kabupaten Probolinggo
mengalami peningkatan menjadi 70,42%. Pada tahun 2019 angka
partisipasi PAUD di Kabupaten Probolinggo mengalami penurunan
kembali menjadi 71,62%. Pada tahun 2020 mengalami peningkatan
menjadi sebesar 76,09%. Peningkatan angka partisipasi PAUD di
Kabupaten Probolinggo pada tahun 2016-2020 menunujukkan
bahwa kesadaran orang tua atau masyarakat atas pentingnya
pendidikan anak usia dini untuk dilaksanakan, meskipun memang
PAUD belum menjadi pendidikan wajib yang ditetapkan oleh
Pemerintah Kabupaten Probolinggo. Pemerintah Kabupaten
Probolinggo melalui Dinas Pendidikan Kabupaten Probolinggo
masih perlu melakukan upaya memperluas akses penyelenggaraan

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
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2. Angka Partisipasi Kasar (APK)

Angka Partisipasi Kasar (APK) merupakan persentase jumlah
penduduk yang sedang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan
(berapapun usianya) terhadap jumlah penduduk usia sekolah. APK
digunakan untuk mengetahui seberapa banyak penduduk usia
sekolah yang sudah dapat memanfaatkan fasilitas pendidikan di
suatu jenjang pendidikan tertentu tanpa melihat berapa usianya.
Nilai APK dapat mencapai lebih dari 100% yang disebabkan karena
perbandingan yang dilakukan adalah antara populasi murid yang
bersekolah pada SD/MI/Paket A, SMP/MTs/ Paket B ataupun
SMA/MA/Paket C dibanding siswa berusia sesuai tingkat
pendidikan yang ditempuh. Adanya siswa dengan usia lebih tua
dibanding wusia standar di jenjang pendidikan tertentu
menunjukkan terjadinya kasus tinggal kelas atau terlambat masuk
sekolah. Sebaliknya, siswa yang lebih muda dibanding usia standar
yang duduk di suatu jenjang pendidikan menunjukkan siswa
tersebut masuk sekolah di usia yang lebih muda. Nilai APK bisa
lebih dari 100% juga dapat dipengaruhi oleh banyaknya siswa dari

luar daerah.

Capaian indikator kinerja angka partisipasi kasar
SD/MI/Paket A di Kabupaten Probolinggo pada tahun 2016-2020
menunjukkan tren yang positif. Pada tahun 2016 angka partisipasi
kasar SD/MI/Paket A di Kabupaten Probolinggo mengalami
peningkatan menjadi 102,04%. Pada tahun 2017 angka partisipasi
kasar SD/MI/Paket A di Kabupaten Probolinggo meningkat menjadi
sebesar 110,9%. Capaian pada tahun 2018 mengalami penurunan
jika dibandingkan dengan capaian tahun 2017. Pada tahun 2018
angka partisipasi kasar SD/MI/Paket A di Kabupaten Probolinggo
sebesar 110%. Capaian pada tahun 2019 mengalami penurunan
jika dibandingkan dengan capaian tahun 2018. Pada tahun 2019
angka partisipasi kasar SD/MI/Paket A di Kabupaten Probolinggo
sebesar 97,44%. Capaian Angka pada tahun 2020 mengalami
kenaikan dibandingkan dengan tahun 2019. Pada tahun 2020
angka partisipasi kasar mencapai 98,5%. Capaian APK

SD/MI/Paket A yang melebihi 100%, karena banyak siswa yang dari




PERUBAHAN RPIJMD

Kabupaten Probolinggo Tahun 2018-2023 BAB I1 " II-73

luar Kabupaten Probolinggo yang menjadi peserta didik di

Kabupaten Probolinggo.

APK SD/MI/Paket A
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Gambar 2.33 Angka Partisipasi Kasar SD/MI/Paket A
Kabupaten Probolinggo Tahun 2016-2020

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Probolinggo, 2021

Capaian indikator kinerja angka partisipasi kasar
SMP/MTs/Paket B di Kabupaten Probolinggo pada tahun 2016-
2020 menunjukkan tren yang positif. Pada tahun 2016 angka
partisipasi kasar SMP/MTs/Paket B di Kabupaten Probolinggo
mengalami peningkatan menjadi 95,34%. Pada tahun 2017 angka
partisipasi kasar SMP/MTs/Paket B di Kabupaten Probolinggo
sebesar 102,26%. Capaian pada tahun 2017 mengalami
peningkatan jika dibandingkan dengan capaian tahun 2016. Pada
tahun 2018 angka partisipasi kasar SMP/MTs/Paket B di
Kabupaten Probolinggo sebesar 105,9%. Capaian pada tahun 2018
mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan capaian tahun
2017. Pada tahun 2019 angka partisipasi kasar SMP/MTs/Paket B
di Kabupaten Probolinggo sebesar 108,38%. Capaian pada tahun
2019 mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan capaian
tahun 2018. Capaian APK SMP/MTs/Paket B pada tahun 2020
mengalami peningkatan menjadi 109,46% dan meningkat dari
tahun sebelumnya. Capaian APK SMP/MTs/Paket B yang melebihi
100% ini, karena banyak siswa yang dari luar Kabupaten

Probolinggo yang menjadi peserta didik di Kabupaten Probolinggo.
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Gambar 2.34 Angka Partisipasi Kasar SMP/MTs/Paket B
Kabupaten Probolinggo Tahun 2016-2020

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Probolinggo, 2021

3. Angka Partisipasi Murni (APM)

Angka Partisipasi Murni (APM) digunakan untuk mengukur
proporsi anak yang bersekolah tepat waktu sesuai dengan berapa
usianya.Bila seluruh anak usia sekolah dapat bersekolah tepat
waktu, maka APM akan mencapai nilai 100. Secara umum, nilai
APM akan selalu lebih rendah dari APK karena nilai APK mencakup
usia anak diluar usia sekolah pada jenjang pendidikan yang
bersangkutan. Selisih antara APK dan APM menunjukkan proporsi
siswa yang terlambat atau terlalu cepat bersekolah. Keterbatasan
APM adalah kemungkinan adanya under estimate karena adanya
siswa diluar kelompok usia yang standar di tingkat pendidikan

tertentu.

Capaian indikator kinerja angka partisipasi murni
SD/MI/Paket A di Kabupaten Probolinggo pada tahun 2016-2020
menunjukkan tren yang cenderung positif. Pada tahun 2016 angka
partisipasi murni SD/MI/Paket A di Kabupaten Probolinggo
mengalami peningkatan menjadi 90,83%. Pada tahun 2017 angka
partisipasi murni SD/MI/Paket A di Kabupaten Probolinggo sebesar
93,06%. Capaian pada tahun 2017 mengalami peningkatan jika
dibandingkan dengan capaian tahun 2016. Pada tahun 2018 angka
partisipasi murni SD/MI/Paket A di Kabupaten Probolinggo sebesar
94,7%. Capaian pada tahun 2018 mengalami peningkatan jika
dibandingkan dengan capaian tahun 2017. Pada tahun 2019 angka
partisipasi murni SD/MI/Paket A di Kabupaten Probolinggo sebesar
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94,06%. Capaian pada tahun 2019 mengalami penurunan jika
dibandingkan dengan capaian tahun 2018. Capaian APM
SD/MI/Paket A pada tahun 2020 mengalami peningkatan jika
dibandingan dengan tahun 2020. capaian pada tahun 2020 sebesar

97,48%.
APM SD/MI/Paket A
100 97,48
94,7
o5 93,06 94,06
90,83
N
85
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Gambar 2.35 Angka Partisipasi Murni SD/MI/Paket A
Kabupaten Probolinggo Tahun 2016-2020

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Probolinggo, 2021

Capaian indikator kinerja angka partisipasi murni
SMP/MTs/Paket B di Kabupaten Probolinggo pada tahun 2016-
2020 menunjukkan tren yang fluktuatif. Pada tahun 2016 hingga
2017 angka partisipasi murni SMP/MTs/Paket B di Kabupaten
Probolinggo mengalami peningkatan menjadi 77%. Pada tahun
2018 angka partisipasi murni SMP/MTs/Paket B di Kabupaten
Probolinggo meningkat sebesar 78%. Pada tahun 2019 angka
partisipasi murni SMP/MTs/Paket B di Kabupaten Probolinggo
sebesar 76,37%. Capaian pada tahun 2019 mengalami penurunan
jika dibandingkan dengan capaian tahun 2018. Kemudian

mengalami peningkatan signifikan pada 2020 menjadi 89,69%.
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Gambar 2.36 Angka Partisipasi Murni SMP/MTs/Paket B
Kabupaten Probolinggo Tahun 2016-2020

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Probolinggo, 2021




PERUBAHAN RPIJMD

Kabupaten Probolinggo Tahun 2018-2023 BAB I1 " II- 76

4. Angka Putus Sekolah

Capaian indikator kinerja angka putus sekolah SD/MI di
Kabupaten Probolinggo pada tahun 2016-2020 menunjukkan tren
yang fluktuatif. Pada tahun 2016 capaian indikator kinerja angka
putus sekolah SD/MI di Kabupaten Probolinggo sebesar 0,13%.
Pada tahun 2017 capaian indikator kinerja angka putus sekolah
SD/MI di Kabupaten Probolinggo sebesar 0,3%. Pada tahun 2018
capaian indikator kinerja angka putus sekolah SD/MI di Kabupaten
Probolinggo meningkat sebesar 0,24 dan mengalami penurunan

pada 2019 dan 2020 menjadi 0,23% dan 0,21%.

APS SD/MI
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0,23 0.21
0.2 0,13
0'1 . 0,03
0 _——
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Gambar 2.37 Angka Putus Sekolah SD/MI Kabupaten
Probolinggo Tahun 2016-2020

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Probolinggo, 2021

Capaian indikator kinerja angka putus sekolah SMP/MTs di
Kabupaten Probolinggo pada tahun 2016-2020 menunjukkan tren
yang fluktuatif. Pada tahun 2016 capaian indikator kinerja angka
putus sekolah SMP/MTs di Kabupaten Probolinggo sebesar 0,29%.
Pada tahun 2017 capaian indikator kinerja angka putus sekolah
SMP/MTs di Kabupaten Probolinggo sebesar 0,19%. Pada tahun
2018 capaian indikator kinerja angka putus sekolah SMP/MTs di

Kabupaten Probolinggo sebesar 0,73%. Kemudian, mengalami

peningkatan pada tahun 2019 dan 2020 menjadi sebesar 1,64% dan
1,7%.
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Gambar 2.38 Angka Putus Sekolah SMP/MTs Kabupaten
Probolinggo Tahun 2016-2020

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Probolinggo, 2021

5. Angka Kelulusan

Capaian indikator kinerja angka kelulusan SD/MI di
Kabupaten Probolinggo pada tahun 2016-2020 menunjukkan tren
fluktuatif. Pada tahun 2016 capaian indikator kinerja angka putus
sekolah SD/MI di Kabupaten Probolinggo meningkat menjadi
99,93%. Pada tahun 2017 capaian indikator kinerja angka
kelulusan SD/MI di Kabupaten Probolinggo menurun menjadi
99,92%. Pada tahun 2017 capaian indikator kinerja angka
kelulusan SD/MI di Kabupaten Probolinggo menurun menjadi
99,64%. Pada tahun 2019 dan 2020 mengalami peningkatan
kembali menjadi sebesar 99,8% dan 99,9%.
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Gambar 2.39 Angka Kelulusan SD/MI Kabupaten Probolinggo
Tahun 2016-2020

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Probolinggo, 2021

Capaian indikator kinerja angka kelulusan SMP/MTs di
Kabupaten Probolinggo pada tahun 2016-2020 menunjukkan
kondisi yang fluktuatif. Pada tahun 2016 hingga 2017 capaian
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indikator kinerja angka putus sekolah SMP/MTs di Kabupaten
Probolinggo mengalami peningkatan menjadi 99,97%. Pada tahun
2018 capaian indikator kinerja angka kelulusan SMP/MTs di
Kabupaten Probolinggo mengalami penurunan menjadi 99,96%.
Namun pada tahun 2019 capaian indikator kinerja angka kelulusan
SMP/MTs di Kabupaten Probolinggo mengalami penurunan menjadi
99,9%. Kemudian, mengalami peningkatan menjadi 100,01% di

2020.
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Gambar 2.40 Angka Kelulusan SMP/MTs Kabupaten
Probolinggo Tahun 2016-2020

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Probolinggo, 2021

6. Angka Melanjutkan

Capaian indikator kinerja angka melanjutkan SD/MI ke
SMP/MTs di Kabupaten Probolinggo pada tahun 2016-2020
menunjukkan kondisi yang fluktuatif. Pada tahun 2016 capaian
indikator kinerja angka melanjutkan SD/MI ke SMP/MTs di
Kabupaten Probolinggo mengalami penurunan menjadi 97,89%.
Pada tahun 2017 capaian indikator kinerja angka melanjutkan
SD/MI ke SMP/MTs di Kabupaten Probolinggo mengalami
peningkatan menjadi 104,98%. Pada tahun 2018 capaian indikator
kinerja angka melanjutkan SD/MI ke SMP/MTs di Kabupaten

Probolinggo mengalami penurunan menjadi 100%. Kemudian pada

tahun 2019 dan 2020 mengalami peningkatan menjadi 100,38%
dan 100,5%.
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Gambar 2.41 Angka Melanjutkan SD/MI ke SMP/MTs
Kabupaten Probolinggo Tahun 2016-2020

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Probolinggo, 2021

Capaian indikator kinerja angka melanjutkan SMP/MTs ke
SMA/SMK/MA di Kabupaten Probolinggo pada tahun 2016-2020
menunjukkan kondisi yang fluktuatif. Pada tahun 2016 capaian
indikator kinerja angka melanjutkan SMP/MTs ke SMA/SMK/MA
di Kabupaten Probolinggo mengalami peningkatan menjadi 93,06%.
Pada tahun 2017 capaian indikator kinerja angka melanjutkan
SMP/MTs ke SMA/SMK/MA di Kabupaten Probolinggo mengalami
peningkatan menjadi 98,01%. Pada tahun 2018 capaian indikator
kinerja angka melanjutkan SMP/MTs ke SMA/SMK/MA di
Kabupaten Probolinggo mengalami penurunan menjadi 84,49%.
Pada tahun 2019 dan 2020 mengalami kenaikan menjadi masing

masing 87,5% dan 89,7%.

AM dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA

98,01

100 93,06
’ 875 89,7
90 84,49 ’
70
2016 2017 2018 2019 2020

Gambar 2.42 Angka Melanjutkan SMP/MTs ke SMA/SMK/MA
Kabupaten Probolinggo Tahun 2016-2020

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Probolinggo, 2021

7. Fasilitas Pendidikan
Capaian indikator kinerja fasilitas pendidikan SD/MI kondisi
bangunan baik di Kabupaten Probolinggo pada tahun 2016-2020
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menunjukkan kondisi yang membaik. Pada tahun 2016 capaian
indikator kinerja fasilitas pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik
di Kabupaten Probolinggo mengalami peningkatan menjadi 87,53%.
Pada tahun 2017 capaian indikator kinerja fasilitas pendidikan
SD/MI kondisi bangunan baik di Kabupaten Probolinggo mengalami
peningkatan menjadi 91,65%.

Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik
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Gambar 2.43 Fasilitas Pendidikan SD/MI dengan Kondisi
Bangunan Baik Kabupaten Probolinggo Tahun 2016-2020

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Probolinggo, 2021

Sedangkan pada jenjang pendidikan SMP/MTs dan
SMA/SMK/MA, capaian indikator kinerja fasilitas pendidikan
dengan kondisi bangunan baik pada tahun 2016-2020 di
Kabupaten Probolinggo mengalami tren fluktuatif. Pada tahun 2016
capaian indikator kinerja fasilitas pendidikan SMP/MTs dan
SMA/SMK/MA kondisi bangunan baik di Kabupaten Probolinggo
mengalami peningkatan menjadi 97,06%. Pada tahun 2017 capaian
indikator kinerja fasilitas pendidikan SMP/MTs dan SMA/SMK/MA
kondisi bangunan baik di Kabupaten Probolinggo mengalami
penurunan menjadi 91,33%. Pada tahun 2018 menjadi 91,8%,
kemudian mengalami kenaikan pada 2019 menjadi 92,5% dan

meningkat kembali pada 2020 menjadi 93,4%.
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Gambar 2.44 Fasilitas Pendidikan SMP dan SMA/SMK dengan
Kondisi Bangunan Baik Kabupaten Probolinggo Tahun 2016-
2020

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Probolinggo, 2021

8. Rasio Siswa Terhadap Kelas

Capaian indikator kinerja rasio siswa terhadap kelas SD/MI
di Kabupaten Probolinggo pada tahun 2016-2020 mengalami
fluktuasi setiap tahunnya. Pada tahun 2016, rasio siswa terhadap
kelas SD/MI di Kabupaten Probolinggo mengalami peningkatan
menjadi sebesar 19. Pada tahun 2017, rasio siswa terhadap kelas
SD/MI di Kabupaten Probolinggo mengalami penurunan menjadi
18. Pada tahun 2018 dan 2019, rasio siswa terhadap kelas SD/MI
di Kabupaten Probolinggo mengalami peningkatan yaitu menjadi
sebesar 19 dan 21. Pada tahun 2021 kembali mengalami

peningkatan menjadi 22.
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Gambar 2.45 Rasio Siswa Terhadap Kelas SD/MI Kabupaten
Probolinggo Tahun 2016-2020

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Probolinggo, 2021
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Capaian indikator kinerja rasio siswa terhadap kelas
SMP/MTs di Kabupaten Probolinggo pada tahun 2016-2020
mengalami kondisi yang fluktuatif. Pada tahun 2016 rasio siswa
terhadap kelas SMP/MTs di Kabupaten Probolinggo sebesar 28.
Capaian pada tahun 2016 mengalami peningkatan jika
dibandingkan dengan capaian tahun 2015. Pada tahun 2017 rasio
siswa terhadap kelas SMP/MTs di Kabupaten Probolinggo sebesar
26. Capaian pada tahun 2017 mengalami penurunan jika
dibandingkan dengan capaian pada tahun 2016. Pada tahun 2018,
rasio siswa terhadap kelas SMP/MTs di Kabupaten Probolinggo
mengalami penurunan menjadi sebesar 28. Pada tahun 2019, rasio
siswa terhadap kelas SMP/MTs meningkat dibanding tahun

sebelumnya yaitu sebesar 30. Kemudian pada 2020 menjadi 31.
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Gambar 2.46 Rasio Siswa Terhadap Kelas SMP/MTs Kabupaten
Probolinggo Tahun 2016-2020

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Probolinggo, 2021

9. Guru yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV

Capaian indikator kinerja guru yang memenuhi kualifikasi
S1/D-IV di Kabupaten Probolinggo pada tahun 2016-2020
menunjukkan tren yang positif, yakni mengalami peningkatan
pada setiap tahunnya. Pada tahun 2016 capaian indikator
kinerja guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV di Kabupaten
Probolinggo sebanyak 90,85%. Pada tahun 2017 capaian
indikator kinerja guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV di
Kabupaten Probolinggo sebanyak 94,34%. Pada tahun 2018,
capaian indikator kinerja guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-
IV di Kabupaten Probolinggo mengalami penurunan menjadi

sebanyak 91,85%. Pada tahun 2019 dan 2020, capaian indikator
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kinerja guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV di Kabupaten
Probolinggo meningkat menjadi sebanyak 93,28% dan 96,4%.
Upaya yang masih perlu dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten
Probolinggo yakni menuntaskan program penyesuaian
kompetensi kualifikasi guru minimal S1 pada semua jenjang

pendidikan.
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Gambar 2.47 Guru yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV
Kabupaten Probolinggo Tahun 2016-2020

Sumber: BPS Kabupaten Probolinggo, 2020

B.Urusan Kesehatan

Perkembangan indikator kinerja pada bidang urusan
kesehatan Pemerintah Daerah Kabupaten Probolinggo tahun 2016-

2020 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Gambar 2.21 Hasil Kinerja Bidang Urusan Kesehatan
Pemerintah Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2016-2020

Indikator . ..
Kineria Capaian Kinerja
No J Satuan
Pembangunan
Daerah 2016 2017 2018 | 2019 | 2020
1. | Angka Kematian | per
Bayi (AKB) per | 1000/KH
1000 kelahiran 12,24 12,45 11,45 9,8 8,11
hidup
2. | Angka kematian | per
ibu per 100.000 | 100.000/ | 132,32 | 111,62 | 119,8 | 92,92 | 99,33
kelahiran hidup | KH
3. | Rasio per 1.000
Puskesmas, penduduk
Poliklinik, Pustu 0,0441 | 0,0441 O’O§6O 0’08855 0,1
per satuan
penduduk
4. | Rasio Rumah | per
sakit  terhdap | 10.000 0,0548 | 0,0541 | 0,0533 | 0,053 | 0,054
penduduk penduduk
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Indikator Canaian Kineri
Kinerja apaian Kinerja

No Satuan

Pembangunan

Daerah 2016 2017 2018 2019

2020

S. | Cakupan
Desa/Kelurahan | %
Universal Child 90,3 71,21 86,97 | 87,27
Immunization
(UCy)

76,36

6. | Cakupan %
penemuan dan
penanganan
penderita AFP

7. | Cakupan %
penanganan
pasien baru TB
BTA Positif

100 100 100 100

8. | Cakupan %
penemuan
penderita 75,61 72,32 74,35 74,35
penyakit TBC
BTA

9. | Cakupan %
kunjungan Ibu 82,92 85,26 87,51 | 84,97
hamil K4

88,43

10 | Cakupan %

persalinan 95,02 | 95,72 | 100,15 | 99,97

99,52

11 | Cakupan %

pelayanan nifas 94,31 93,65 | 98,46 | 98,39

98,17

12 | Cakupan %
pelayanan anak 89,36 87,54 88,52 90,45
balita

91,1

13 | Rumah Tangga

sehat % 21,34 | 22,05 | 22,09 | 17,74

19,97

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Probolinggo, 2021

1. Angka Kematian Bayi (AKB)

Capaian indikator kinerja angka kematian bayi (AKB) di
Kabupaten Probolinggo pada tahun 2016-2019 mengalami tren
yang fluktuatif hingga pada tahun 2020 mengalami penurunan
yang signifikan dibanding tahun-tahun sebelumnya. Pada tahun
2016 capaian indikator kinerja angka kematian bayi (AKB) di
Kabupaten Probolinggo mengalami penurunan menjadi 12,24 per
1.000 KH. Pada tahu 2017 capaian indikator kinerja angka
kematian bayi (AKB) di Kabupaten Probolinggo sedikit meningkat
sebesar 12,45 per 1.000 KH. Pada tahun 2018 dan 2019 capaian
indikator kinerja angka kematian bayi (AKB) di Kabupaten
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Probolinggo mengalami penurunan masing masing menjadi 11,45
per 1.000 KH dan 9,8 per 1.000 KH. Kemudian pada tahun 2020
mengalami penurunan menjadi sebesar 8,11 per 1.000 KH.
Meskipun capaian angka kematian bayi di Kabupaten Probolinggo
cenderung mengalami penurunan namun angka kematian bayi di
Probolinggo masih cukup tinggi. Hal ini disebabkan oleh beberapa
hal seperti peran keluarga masih mendominasi dalam pengambilan
keputusan, termasuk lebih mengedepankan budaya/mitos, faktor
ekonomi/kesejahteraan yang masih belum memadai dan masih ada

bayi yang belum mempunyai Jaminan Kesehatan.

Beberapa upaya sudah dilakukan oleh Dinas Kesehatan
Kabupaten Probolinggo dalam beberapa tahun terakhir sebagai
upaya menekan angka kematian bayi, diantaranya adalah
Penguatan Program 1000HPK, adanya jaminan kesehatan untuk
bayi baru lahir melalui Program Jampersal (sd 2 bulan),
pemantauan rutin bayi di posyandu, intervensi perbaikan gizi pada
bayi dengan masalah status gizi kurang, peningkatan pengetahuan
keluarga tentang pola asuh bayi dan anak melalui program EMO
DEMO. Berikut perkembangan lebih rinci kami sajikan dalam

gambar grafik angka kematian bayi:

Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000
kelahiran hidup

16
14 12,24 12,45

12 9,8
1 I 8,11

2016 2017 2018 2019 2020

13,86

o

O N B OO

Gambar 2.48 Angka Kematian Bayi per 1.000 Kelahiran Hidup
Kabupaten Probolinggo Tahun 2016-2020

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Probolinggo, 2021
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2. Angka Kematian Ibu (AKI)

Capaian indikator kinerja kematian ibu di Kabupaten
Probolinggo pada tahun 2016-2020. Pada tahun 2016 dan 2017
capaian indikator kinerja kematian ibu di Kabupaten Probolinggo
mengalami penurunan masing masing menjadi 132,32 per 100.000
KH dan 111,62 per 100.000 KH. Pada tahun 2018 capaian indikator
kinerja kematian ibu di Kabupaten Probolinggo menurun menjadi
68,72 per 100.000 KH. Pada tahun 2019 capaian indikator kinerja
kematian ibu di Kabupaten Probolinggo mengalami peningkatan
menjadi 92,92 per 100.000 KH. Capaian pada tahun 2020
menunjukkan peningkatan yakni sebesar 99,33 per 100.000 KH.
AKI di Kabupaten Probolinggo masih tinggi, bahkan cenderung
meningkat di setiap tahunnya. Angka tersebut juga lebih tinggi dari
AKI di Provinsi Jawa Timur. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor
yaitu - tingginya kasus ibu hamil resiko tinggi, keterlambatan
pengambilan keputusan oleh keluarga terkait rujukan, status gizi
ibu hamil, masih banyak ibu hamil dengan KEK dan anemia,
pemberlakuan protokol COVID-19 dalam penanganan persiapan
persalinan menyebabkan sebagian ibu hamil enggan bersalin di

fasyankes.

Namun, sebagai upaya menekan AKI berikut beberapa
strategi yang dilakukan Dinas Kesehatan antara lain Pendampingan
bumil resiko tinggi, penguatan Program 100HPK, Program
Pembiayaan Kesehatan/Jaminan Kesehatan (JKN, Jampersal),
Pemenuhan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan ibu,
Peningkatan Kompetensi SDM yang menangani pelayanan
kesehatan Ibu. Berikut statistik AKI yang dapat dilihat lebih rinci
pada gambar grafik dibawah ini:
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Gambar 2.49 Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran
Hidup Kabupaten Probolinggo Tahun 2016-2020

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Probolinggo, 2021

3. Rasio Puskesmas, Poliklinik, Pustu per Satuan Penduduk
Capaian indikator kinerja rasio puskesmas, poliklinik, pustu
per satuan penduduk di Kabupaten Probolinggo tahun 2016-2020
cenderung fluktuatif pada setiap tahunnya. Pada tahun 2016 dan
2017 rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk di
Kabupaten Probolinggo sebesar 0,0441 per 1.000 penduduk.
Kemudian pada tahun 2018 rasio puskesmas, poliklinik, pustu per
satuan penduduk di Kabupaten Probolinggo mengalami penurunan
kembali menjadi 0,08605 per 1.000 penduduk. Pada tahun 2019
mengalami penurunan menjadi sebesar 0,08558 per 1.000
penduduk. pada tahun 2020 kondisi rasio puskesmas, poliklinik,
pustu per satuan penduduk mengalami kenaikan yakni mencapai

0,1 per 1000 penduduk.

Rasio Puskesmas, Poliklinik, Pustu per satuan
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Gambar 2.50 Rasio Puskesmas, Poliklinik, Pustu per Satuan
Penduduk Kabupaten Probolinggo Tahun 2016-2020

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Probolinggo, 2021
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Meskipun rasio puskesmas, poliklinik, pustu terhadap
cenderung fluktuatif, namun secara keseluruhan jumlah
puskesmas, poliklinik, pustu di Kabupaten Probolinggo pada tahun
2016-2020 sudah mencukupi dengan rasio jumlah penduduk. Pada
tahun 2016 adanya pengurangan jumlah balai pengobatan dan
klinik di Kabupaten Probolinggo karena terkait kendala
perpanjangan perijinan sarana kesehatan tersebut kemudian pada
tahun 2017 terdapat penambahan balai pengobatan/klinik
sebanyak 5 buah.

Tabel 2.22 Jumlah Puskesmas, Poliklinik, Pustu Kabupaten
Probolinggo Tahun 2016-2020

No Indikator Kinerja | Satuan | 201 | 2017 | 201 | 201 | 202
Pembangunan 6 8 9 0]
Daerah

1. Puskesmas Buah 33 33 33 33 33

2. Puskesmas Buah 87 87 87 87 87
Pembantu

3. Balai Buah 14 11 16 16 16
pengobatan /klini
k

Sumber: Profil Dinas Kesehatan Kabupaten Probolinggo, Tahun 2020

4. Rasio Rumah Sakit Terhadap Penduduk

Capaian indikator kinerja rasio rumah sakit terhadap
penduduk di Kabupaten Probolinggo pada tahun 2016-2020
mengalami penurunan pada setiap tahunnya. Pada tahun 2016
rasio rumah sakit terhadap penduduk di Kabupaten Probolinggo
sebear 0,0548 per 10.000 penduduk. Pada tahun 2017 rasio rumah
sakit terhadap penduduk di Kabupaten Probolinggo mengalami
penurunan menjadi 0,054 1 per 10.000 penduduk. Pada tahun 2018
dan 2019 rasio rumah sakit terhadap penduduk di Kabupaten
Probolinggo mengalami penurunan kembali menjadi 0,0533 per
10.000 penduduk. Kemudian pada tahun 2020 mengalami
kenaikan menjadi 0,054.
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Gambar 2.51 Rasio Rumah Sakit Terhadap Penduduk
Kabupaten Probolinggo Tahun 2016-2020

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Probolinggo, 2021

Meskipun rasio rumah sakit terhadap penduduk mengalami
penurunan, namun secara keseluruhan jumlah rumah sakit di
Kabupaten Probolinggo pada tahun 2016 sudah mencukupi dengan
rasio jumlah penduduk. Pada tahun 2016-2020 tidak ada Rumah
Sakit baru.

Tabel 2.23 Jumlah Rumah Sakit di Kabupaten Probolinggo
Tahun 2016-2020

No | Uraian Satuan | 2015 | 2016 2017 2018 | 2019

1. | RSU Daerah/ | Buah 2 2 2 2 2
Pemerintah

2. | Rumah Sakit | Buah 3 3 3 3 3
Swasta/BUMN

3. | Rumah Sakit | Buah 1 1 1 1 1
Ibu dan Anak

Sumber: Profil Dinas Kesehatan Kabupaten Probolinggo, Tahun 2020

5. Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization
(UCI)

Capaian indikator kinerja cakupan desa/kelurahan Universal
Child Immunization (UCI) di Kabupaten Probolinggo pada tahun
2016-2020 mengalami kondisi fluktuatif. Pada tahun 2016 cakupan
desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI) di Kabupaten
Probolinggo mengalami peningkatan menjadi 90,3%. Pada tahun
2017 cakupan desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)
di Kabupaten Probolinggo mengalami penurunan menjadi 71,21%.
Child

Pada tahun 2018 cakupan desa/kelurahan Universal

(UCI) di Kabupaten Probolinggo mengalami

Immunization
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penurunan menjadi 86,97%. Pada tahun 2019 cakupan
desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI) di Kabupaten
Probolinggo mengalami penurunan masing masing menjadi 87,27%.
Kemudian, terjadi penurunan yang signifikan pada tahun 2020
penurunan capaian ini terjadi akibat adanya pandemi COVID-19

sehingga capaiannya menjadi sebesar 76,36%.

Secara umum terdapat faktor penghambat yang
menyebabkan realisasi Cakupan Desa UCI belum mencapai target
diantaranya, terdapat missed opportunity atau kesempatan yang
hilang pada bayi usia O — 11 bula n, bayi yang diimunisasi sering
dalam kondisi sakit, adanya bayi BBLR dan informasi tentang
pentingnya imunisasi bagi bayi belum disampaikan secara intensif
kepada orang tua bayi. Meskipun demikian, Dinas Kesehatan
memiliki upaya untuk meningkatkan cakupan desa UCI melalui
komitmen petugas vaksinasi yang tinggi, telah menentukan target
dalam masyarakat, kesadaran masyarakat yang mulai meningkat,
logistik imunisasi yang memadai, standarisasi alat penyimpanan

vaksin.

Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child

Immunization (UCI)
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Gambar 2.52 Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child
Immunization (UCI) Kabupaten Probolinggo Tahun 2016-2020

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Probolinggo, 2021

6. Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita AFP (Acute
Flaccid Paralysis)

Capaian indikator kinerja cakupan penemuan dan
penanganan penderita AFP di Kabupaten Probolinggo tahun 2016-
2020 mengalami penurunan. Bahkan pada tahun 2020, tidak ada
kasus AFP yang ditemukan. Secara detail, pada tahun 2016

cakupan penemuan dan penanganan penderita AFP di Kabupaten
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Probolinggo sebesar 5. Pada tahun 2017 cakupan penemuan dan
penanganan penderita AFP di Kabupaten Probolinggo menjadi 4.
Kemudian pada tahun 2018 dan 2019 cakupan penemuan dan
penanganan penderita AFP di Kabupaten Probolinggo masing
masing menjadi 2,24 dan 1,88. Pada tahun 2020 tidak ditemukan
kasus AFP.

Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita
AFP
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Gambar 2.53 Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita
AFP Kabupaten Probolinggo Tahun 2016-2020

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Probolinggo, 2021

7. Cakupan Penanganan Pasien Baru TB BTA Positif

Capaian indikator kinerja cakupan penemuan dan
penanganan pasien baru TB BTA Positif di Kabupaten Probolinggo
pada tahun 2016-2020 sudah tertangani secara optimal. Pada
tahun 2016-2029 cakupan penanganan pasien baru TB BTA Positif
di Kabupaten Probolinggo telah mencapai 100%. Namun, pada
tahun 2020 BTA sudah tidak digunakan dalam penentuan

diagnosa, melainkan menggunakan TCM.

Cakupan penanganan pasien baru TB BTA Positif
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Gambar 2.54 Cakupan Penemuan dan Penanganan Pasien Baru
TB BTA Positif Kabupaten Probolinggo Tahun 2016-2020

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Probolinggo, 2021
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8. Cakupan Penemuan Penderita Penyakit TBC BTA

Capaian indikator kinerja cakupan penemuan dan
penanganan penderita penyakit TBC BTA di Kabupaten Probolinggo
tahun 2016-2020 mengalami kondisi yang fluktuatif. Pada tahun
2016 cakupan penemuan penderita penyakit TBC BTA di
Kabupaten Probolinggo sebesar 75,61%. Pada tahun 2017 cakupan
penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA di
Kabupaten Probolinggo mengalami peningkatan menjadi 72,32%.
Namun pada tahun 2018 dan 2019 cakupan penemuan penderita
penyakit TBC BTA di Kabupaten Probolinggo mengalami penurunan
menjadi 74,35%. Namun, pada tahun 2020 BTA sudah tidak
digunakan dalam penentuan diagnosa, melainkan menggunakan

TCM.

Cakupan penemuan penderita penyakit TBC BTA

75,61 72.32 74,35 74,35

2016 2017 2018 2019 2020

Gambar 2.55 Cakupan Penemuan Penderita Penyakit TBC BTA
Kabupaten Probolinggo Tahun 2016-2020

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Probolinggo, 2021

9. Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4

Capaian indikator kinerja cakupan kunjungan Ibu Hamil K4
di Kabupaten Probolinggo pada tahun 2016-2020 mengalami
kondisi yang fluktuatif. Pada tahun 2016 cakupan kunjungan Ibu
Hamil K4 di Kabupaten Probolinggo mengalami penurunan menjadi
82,92%. Pada tahun 2017 cakupan kunjungan Ibu Hamil K4 di
Kabupaten Probolinggo mengalami penurunan menjadi 85,26%.
Pada tahun 2018 cakupan kunjungan Ibu Hamil K4 di Kabupaten
Probolinggo mengalami peningkatan menjadi 87,51%. Kemudian
pada tahun 2019 mengalami penurunan menjadi 84,97%. Pada
tahun 2020 kembali mengalami peningkatan menjadi 88,43%.
Meskipun mengalami peningkatan pada tahun 2020, realisasinya
masih belum mencapai target. Hal tersebut disebakan oleh adanya

mitos bahwa tidak baik memeriksakan di awal kehamilan sehingga
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tidak dapat memenuhi persyaratan K4, bumil ditemukan pada
triwulan kedua kehamilan, pelayanan yang tidak terlaporkan dari
jaringan dan fasyankes swasta ke puskemas, ibu hamil
mendapatkan pelayanan di fasyankes luar wilayah kerja
kabupaten/kota. Namun upaya peningkatan terus dilakukan oleh
Dinas Kesehatan melalui pemerataan bidan di tiap desa,
pemberdayaan kader posyandu untuk sehingga dapat dilakukan
deteksi dini ibu hamil di triwulan pertama kehamilan, mobil ANC

terpadu.

Cakupan kunjungan lbu hamil K4
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Gambar 2.56 Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4 Kabupaten
Probolinggo Tahun 2016-2020

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Probolinggo, 2021

10.Cakupan Persalinan

Capaian indikator kinerja cakupan persalinan di Kabupaten
Probolinggo tahun 2016-2020 mengalami kondisi yang fluktuatif.
Pada tahun 2016 cakupan persalinan di Kabupaten Probolinggo
sebesar 95,02%. Pada tahun 2017 cakupan persalinan di
Kabupaten Probolinggo mengalami penurunan menjadi 95,72%.
Pada tahun 2018 cakupan persalinan di Kabupaten Probolinggo
berhasil mengalami peningkatan menjadi 100,15%. Kemudian pada
tahun 2019 cakupan persalinan di Kabupaten Probolinggo
mencapai 99,97%, cakupan persalinan belum memenuhi target
SPM bahkan menurun dibandingkan tahun sebelumnya kembali
mengalami penurunan pada tahun 2020 menjadi 99,52%. Setelah
diidentifikasi terdapat beberapa penyebab antara lain masih belum
semua dukun bersedia untuk tidak menolong persalinan,
pelayanan yang tidak terlaporkan dari jaringan dan fasyankes
swasta ke puskemas, pandemi COVID-19 harus menerapkan

protokol tertentu dalam penanganan persalinan menyebabkan
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sebagian ibu hamil enggan bersalin di fasyankes. Namun, terdapat
upaya yang dilakukan dinas kesehatan untuk meningkatkan
cakupan pelayanan antara lain adanya pembiayaan persalinan
melalui JKN maupun jampersal, kemitraan dengan dukun sehingga

dukun tetap terlibat namun bukan sebagai penolong persalinan.

Cakupan Persalinan
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Gambar 2.57 Cakupan Persalinan Kabupaten Probolinggo
Tahun 2016-2020

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Probolinggo, 2021

11.Cakupan Pelayanan Nifas

Capaian indikator kinerja cakupan pelayanan nifas di
Kabupaten Probolinggo Tahun 2016-2020 mengalami kondisi yang
fluktuatif. Pada tahun 2016 cakupan pelayanan nifas di Kabupaten
Probolinggo menjadi 94,31%. Pada tahun 2017 cakupan pelayanan
nifas di Kabupaten Probolinggo mengalami penurunan menjadi
93,65%. Pada tahun 2018 mengalami peningkatan signifikan
menjadi 98,46%. Kemudian mengalami penurunan pada 2019
menjadi 98,39%. Capaian pada tahun 2020 masih belum memenuhi
target SPM bahkan mengalami penurunan dibanding tahun

sebelum menjadi sebesar 98,17%.

Cakupan pelayanan nifas
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Gambar 2.58 Cakupan Pelayanan Nifas Kabupaten Probolinggo
Tahun 2016-2020
Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Probolinggo, 2021
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12.Cakupan Pelayanan Anak Balita

Capaian indikator kinerja cakupan pelayanan anak balita di
Kabupaten Probolinggo pada tahun 2016-2020 mengalami kondisi
yang cenderung mengalami peningkatan. Pada tahun 2016 cakupan
pelayanan anak balita di Kabupaten Probolinggo sebesar 89,36%.
Pada tahun 2017 cakupan pelayanan anak balita di Kabupaten
Probolinggo mengalami penurunan menjadi 87,54%. Pada tahun
2018-2020 cakupan pelayanan anak Dbalita di Kabupaten
Probolinggo mengalami tren peningkatan . Pada 2018 menjadi
88,52%. pada tahun 2019 dan 2020 sebesar 90,45% dan 91,1%.
Meskipun terus mengalami peningkatan namun capaian kinerja
pada tahun 2020 masih belum mencapai target yang telah

ditentukan.

Cakupan pelayanan anak balita
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Gambar 2.59 Cakupan Pelayanan Anak Balita Kabupaten
Probolinggo Tahun 2016-2020

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Probolinggo, 2021

13.Rumah Tangga Sehat

Capaian indikator kinerja rumah tangga sehat di Kabupaten
Probolinggo pada tahun 2016-2020 menunjukkan tren yang
fluktuatif. Pada tahun 2016 proporsi rumah tangga sehat di
Kabupaten Probolinggo sebesar 21,34%. Pada tahun 2017 proporsi
rumah tangga sehat di Kabupaten Probolinggo sebesar 22,05%.
Pada tahun 2018 proporsi rumah tangga dengan akses jamban
sehat di Kabupaten Probolinggo sebesar 22,09%. Kemudian
mengalami penurunan menjadi 17,74% pada tahun 2019. Capaian

Rumah Tangga Sehat mengalami peningkatan pada tahun 2020
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meskipun belum mencapai target yang ditentukan menjadi sebesar
19,97%.

Penyebab tidak tercapainya target sampai pada capaian
tahun terakhir disebabkan terdapat 4 indikator yang masih belum
tercapai yaitu tidak merokok dalam rumah (24%), menggunakan
jamban sehat (65%), memberikan ASI Eksklusif (39,6%),
menimbang balita ke posyandu (66,1%), peraturan daerah yang
mengatur terkait Rumah Tangga Sehat belum ada, kampanye
perubahan perilaku tidak dapat dilihat hasilnya dalam jangka
pendek. Namun, upaya peningkatan rumah tangga sehat terus
dilakukan melalui KIE yang petugas terus dilaksanakan secara
masif dan kerjasama lintas sektor dengan melibatkan PKK, TOGA,

TOMA.

Rumah Tangga sehat
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Gambar 2.60 Rumah Tangga Sehat Kabupaten Probolinggo
Tahun 2016-2020

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Probolinggo, 2021

C.Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Perkembangan indikator kinerja pada bidang urusan
pekerjaan umum dan penataan ruang Pemerintah Daerah
Kabupaten Probolinggo tahun 2015-2020 dapat dilihat pada tabel

sebagai berikut:

Tabel 2.24 Hasil Kinerja Bidang Urusan Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang Kabupaten Probolinggo Tahun 2015-2020

Indikator Kinerja Capaian Kinerja
No | Pembangunan | Satuan |, .| 516 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020
Daerah

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
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Indikator Kinerja

Capaian Kinerja

No Pembangunan Satuan
Daerah 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020
A. | Pekerjaan Umum
1. | Proporsi panjang
jaringan jalan dalam % 78.5 797 80.0 | 70.5 | 66.5 69
kondisi baik 44 6 7 84
2. | Persentase jalan
lingkungan yang % 81.9 | 84.4
S 22.2 | 744 | 769 | 79.4
berkondisi baik 5 5 6 7 8 9
3. | Panjang jalan dilalui Km 785. | 785. | 785. | 785. | 785. | 785.
roda 4 819 819 819 819 819 819
4. | Persentase jalan
yang memiliki
fir::i?qjse/salurar?an % | 563 | 56.3 | 56.3 | 56.3 | 56.3
. 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 963
pembangunan  air 75
(minimal 1,5m)
S. | Persentase rumah
tangga dengan
akses berkelanjutan % 45.2 | 42.8 | 49.5 | 59.4 | 59.4
terhadap  sanitasi 2 2 5 2 2 59.9
layak perkotaan dan 4
perdesaan
6. | Luas irigasi %
Kabupaten dalam 855'9 855'9 8?8 67 89 90
kondisi baik
7 Proporsi rumah
tangga dengan % 58.8 | 57.8 | 58.2 | 61.2
akses berkelanjutan 3 4 7 4 63.8 665'3
terhadap air minum
layak
8. | Persentase drainase
yang berkondisi %
aik pada T | 243 | 291 | 326 | | 40.6 | 54
lingkungan 1 8 6 S L
permukiman
kumuh
9. | Peningkatan Rasio
prasarana Sumber % 60 62 64 40 42 36.2
Daya Air yang baik
1 P i juml
O | Proporsi  jumlah 75.6 | 75.6 | 75.6 | 75.6 | 75.6
jembatan dalam % 41 4 4 4 4 75.6
kondisi baik 3
B. | Penataan Ruang
1. | Rasio ruang terbuka
hijau per satuan o 0.04 | 0.04 | 0.04 ) ) -
luas wilayah Dber ? 3 3 3
HPL/HGB
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Indikator Kinerja Capaian Kinerja

No Pembangunan Satuan
Daerah 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019

2020

2. | Rasio  bangunann
ber IMB per satuan | Rasio 545 541 593 511 -
bangunan

3 Kesesuaian
Pemanfaatan Ruang
terhadap rencana
Tata Ruang

- - - - 403

436

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten
Probolinggo, 2021

Pekerjaan Umum

1. Proporsi Panjang Jaringan Jalan dalam Kondisi Baik
Capaian indikator kinerja proporsi panjang jaringan jalan
dalam kondisi baik di Kabupaten Probolinggo pada tahun 2015-
2020 menunjukkan tren yang pertumbuhan fluktuatif, sebab
mengalami penurunan pada dua tahun terakhir yaitu pada tahun
2018 dan 2019. Pada tahun 2015, proporsi panjang jaringan jalan
dalam kondisi baik di Kabupaten Probolinggo sebesar 78,544%.
Pada tahun 2016 proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi
baik di Kabupaten Probolinggo mengalami peningkatan menjadi
sebesar 79,7%. Pada tahun 2017, proporsi panjang jaringan jalan
dalam kondisi baik di Kabupaten Probolinggo kembali meningkat
menjadi sebesar 80,06%. Pada tahun 2018, proporsi panjang
jaringan jalan dalam kondisi baik di Kabupaten Probolinggo
menurun menjadi sebesar 70,57%. Pada tahun 2019, proporsi
panjang jaringan jalan dalam kondisi baik di Kabupaten Probolinggo
mengalami penurunan menjadi sebesar 66,58%. Dan pada tahun
2020 proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik kembali

meningkat sebesar 69%
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PROPORSI PANJANG JARINGAN JALAN
DALAM KONDISI BAIK
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Gambar 2.61 Proporsi Panjang Jaringan Jalan dalam Kondisi
Baik Kabupaten Probolinggo Tahun 2015-2020

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kabupaten Probolinggo, Tahun 2020

2. Persentase Jalan Lingkungan yang Berkondisi Baik

Capaian indikator kinerja persentase jalan lingkungan yang
berkondisi baik di Kabupaten Probolinggo pada tahun 2015-2020
menunjukkan tren positif. Pada tahun 2015, persentase jalan
lingkungan yang berkondisi baik di Kabupaten Probolinggo
mengalami peningkatan menjadi 22,22%. Pada tahun 2016,
persentase jalan lingkungan yang berkondisi baik di Kabupaten
Probolinggo mengalami peningkatan menjadi 74,45%. Pada tahun
2017, persentase jalan lingkungan yang berkondisi baik di
Kabupaten Probolinggo mengalami peningkatan menjadi 76,96%.
Pada tahun 2018, persentase jalan lingkungan yang berkondisi baik
di Kabupaten Probolinggo mengalami peningkatan menjadi 79.47%.
Pada tahun 2019, persentase jalan lingkungan yang berkondisi baik
di Kabupaten Probolinggo mengalami peningkatan menjadi 81.98.
Dan pada tahun 2020 persentase jalan lingkungan yang berkondisi
baik di Kabupaten Probolinggo mengalami peningkatan kembali
menjadi sebesar 84.49%. Namun kedepannya, Pemerintah
Kabupaten Probolinggo masih perlu melakukan peningkatan dan
pembangunan jalan lingkungan di daerah pedesaan dengan jalan

aspal, rabat dan paving.




PERUBAHAN RPIJMD

Kabupaten Probolinggo Tahun 2018-2023 BAB 11 ” II- 100

Persentase Jalan Lingkungan yang
berkondisi baik
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Gambar 2.62 Persentase Jalan Lingkungan yang Berkondisi
Baik Kabupaten Probolinggo Tahun 2015-2020

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten
Probolinggo, Tahun 2021

3. Panjang Jalan Dilalui Roda 4

Capaian indikator kinerja panjang jalan dilalui roda 4 di
Kabupaten Probolinggo pada tahun 2015-2020 menunjukkan
capaian yang stabil setiap tahunnya, yaitu 785.819 km.

Panjang Jalan Dilalui Roda 4
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800.000
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Gambar 2.63 Panjang Jalan Dilalui Roda 4 Kabupaten
Probolinggo Tahun 2015-2020

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kabupaten Probolinggo, Tahun 2021

4. Persentase Jalan yang Memiliki Trotoar dan

Drainase/Saluran Pembangunan Air (Minimal 1,5 m)

Capaian indikator kinerja persentase jalan yang memiliki

trotoar dan drainase/saluran pembangunan air (minimal 1,5 m) di
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Kabupaten Probolinggo pada tahun 2015-2020 cenderung
menunjukkan trend yang stabil. Sebab, pada tahun 2015 hingga
2020, capaian indikator kinerja persentase jalan yang memiliki
trotoar dan drainase/saluran pembangunan air (minimal 1,5 m) di
Kabupaten Probolinggo adalah sebesar mengalami kondisi yang

stabil yakni 56,375%.

Persentase Jalan yang Memiliki Trotoar
dan Drainase/Saluran Pembangunan Air
(Minimal 1,5 m)
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Gambar 2.64 Persentase Jalan yang Memiliki Trotoar dan
Drainase/Saluran Pembangunan Air (Minimal 1,5 m)
Kabupaten Probolinggo Tahun 2015-2020

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kabupaten Probolinggo, Tahun 2021

5. Persentase Rumah Tangga dengan akses berkelanjutan
terhadap sanitasi layak perkotaan dan perdesaan

Capaian Indikator Persentase Rumah Tangga dengan akses
berkelanjutan terhadap sanitasi layak perkotaan dan perdesaan
pada tahun 2015-2020 mengalami pertumbuhan fluktuatif,
ditunjukkan pada tahun 2016 mengalami pernurunan disbanding
tahun 2015, namun di tahun 2017-2020 mengalami peningkatan
dan berikut capaian indikator pertahun 2015-2020, dengan
pencapaian di tahun 2015 sebesar 45.22%, capaian di tahun 2016
mengalami penurunan menjadi 42.82%, di tahun 2017 mengalami
kenaikan kembali menjadi sebesar 49.55%, di tahun 2018
mengalami kenaikan kembali menjadi 59.42%, di tahun 2019
besaran capaian masih stabil sebesar 59.42%, dan di tahun 2020
mengalami kenaikan menjadi sebesar 59.94%. Sanitasi merupakan
cara mengolah limbah rumah tangga untuk mencegah manusia
terkena penyakit, dengan adanya sanitasi diharapkan kesehatan

manusia akan lebih terjaga karena terbebas dari kotoran dan bahan
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buangan yang berbahaya dan membawa penyakit. Berikut grafik

pencapaian indikatornya :

Persentase rumah tangga dengan akses berkelanjutan
terhadap sanitasi layak perkotaan dan perdesaan
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Gambar 2.65 Persentase rumah tangga dengan akses
berkelanjutan terhadap sanitasi layak perkotaan dan
perdesaan Kabupaten Probolinggo Tahun 2015-2020

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Kabupaten
Probolinggo, Tahun 2020

6. Luas Irigasi Kabupaten dalam Kondisi Baik

Capaian indikator kinerja luas irigasi kabupaten dalam
kondisi baik di Kabupaten Probolonggo pada tahun 2015-2020
menunjukkan tren fluktuatif. Pada tahun 2015, persentase irigasi
kabupaten dalam kondisi baik di Kabupaten Probolinggo sebesar
85,95%. Pada tahun 2016, luas irigasi kabupaten dalam kondisi
baik di Kabupaten Probolinggo menunjukkan hasil yang stabil yaitu
sebesar 85,95%. Pada tahun 2017, luas irigasi kabupaten dalam
kondisi baik di Kabupaten Probolinggo mengalami peningkatan
menjadi 88,84%. Pada tahun 2018, luas irigasi kabupaten dalam
kondisi baik di Kabupaten Probolinggo menurun menjadi 67%. Pada
tahun 2019, luas irigasi kabupaten dalam kondisi baik di
Kabupaten Probolinggo mengalami kenaikan menjadi sebesar 89%.
Dan pada tahun 2020, luas irigasi kabupaten dalam kondisi baik

mengalami peningkatan kembali menjadi 90%.
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Luas Irigasi Kabupaten Dalam Kondisi Baik
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Gambar 2.66 Luas Irigasi Kabupaten dalam Kondisi Baik
Kabupaten Probolinggo Tahun 2015-2020

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Kabupaten
Probolinggo, Tahun 2021
7. Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Berkelanjutan
Terhadap Air Minum Layak

Capaian indikator kinerja proporsi rumah tangga denga akses
berkelanjutan terhadap air minum layak di Kabupaten Probolinggo
pada tahun 2015-2020 mengalami fluktuatif , ditunjukkan pada
penurunan capaian pada tahun 2016 namun mengalami
peningkatan kembali pada tahun 2017-2020, tahun 2015 proporsi
rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum
layak di Kabupaten Probolinggo sebesar 58.83%. Pada tahun 2016
proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air
minum layak di Kabupaten Probolinggo mengalami penurunan
menjadi 57.84%. Pada tahun 2017 proporsi rumah tangga denga
akses berkelanjutan terhadap air minum layak di Kabupaten
Probolinggo kembali meningkat menjadi sebesar 58.27%. Pada
tahun 2018 proporsi rumah tangga denga akses berkelanjutan
terhadap air minum layak di Kabupaten Probolinggo mengalami
peningkatan menjadi 61.24%. Pada tahun 2019 proporsi rumah
tangga denga akses berkelanjutan terhadap air minum layak di
Kabupaten Probolinggo mengalami peningkatan menjadi 63.8%.
dan pada tahun 2020 proporsi rumah tangga denga akses
berkelanjutan terhadap air minum layak di Kabupaten Probolinggo

mengalami peningkatan menjadi 66.35%.
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Gambar 2.67 Proporsi Rumah Tangga dengan Akses
Berkelanjutan Terhadap Air Minum Layak Kabupaten
Probolinggo Tahun 2015-2020

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Kabupaten
Probolinggo, Tahun 2021
8. Persentase Drainase yang Berkondisi Baik Pada Lingkungan
Pemukiman Kumuh

Capaian indikator kinerja persentase drainase yang
berkondisi baik pada lingkungan pemukiman kumuh di Kabupaten
Probolinggo pada tahun 2015-2020 mengalami fluktuatif, namun
cenderung meningkat secara rata-rata tiap tahun. Pada tahun
2015, persentase drainase yang berkondisi baik pada lingkungan
pemukiman kumuh di Kabupaten Probolinggo sebesar 24.31%.
Pada tahun 2016, persentase drainase yang berkondisi baik pada
lingkungan pemukiman kumuh di Kabupaten Probolinggo
meningkat menjadi 29.18%. Pada tahun 2017, persentase drainase
yang berkondisi baik pada lingkungan pemukiman kumuh di
Kabupaten Probolinggo meningkat menjadi 32.66%. Pada tahun
2018, persentase drainase yang berkondisi baik pada lingkungan
pemukiman kumuh di Kabupaten Probolinggo mengalami
peningkatan menjadi 50%. Pada tahun 2019, persentase drainase
yang berkondisi baik pada lingkungan pemukiman kumuh di
Kabupaten Probolinggo mengalami penurunan menjadi 40.65%.
Dan pada tahun 2020, persentase drainase yang berkondisi baik
pada lingkungan pemukiman kumuh di Kabupaten Probolinggo

mengalami kenaikan kembali menjadi 51.41%
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Gambar 2.68 Persentase Drainase yang Berkondisi Baik Pada
Lingkungan Pemukiman Kumuh Kabupaten Probolinggo Tahun
2015-2020

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Kabupaten
Probolinggo, Tahun 2021
9. Peningkatan Rasio Prasarana Sumber Daya Air yang Baik
Capaian indikator kinerja peningkatan rasio prasarana
sumber daya air yang baik di Kabupaten Probolinggo pada tahun
2015-2020 menunjukkan tren yang fluktuatif. Pada tahun 2015,
peningkatan rasio prasarana sumber daya air yang baik di
Kabupaten Probolinggo sebesar 60%. Pada tahun 2016,
peningkatan rasio prasarana sumber daya air yang baik di
Kabupaten Probolinggo meningkat sebesar 62%. Pada tahun 2017
peningkatan rasio prasarana sumber daya air yang baik di
Kabupaten Probolinggo meningkat sebesar 64%. Pada tahun 2018,
peningkatan rasio prasarana sumber daya air yang baik di
Kabupaten Probolinggo mengalami penurunan menjadi sebesar
40%. Pada tahun 2019, peningkatan rasio prasarana sumber daya
air yang baik di Kabupaten Probolinggo meningkat menjadi 42%.

Pada tahun 2020, peningkatan rasio prasarana sumber daya air

yang baik di Kabupaten Probolinggo mengalami penurunan menjadi

36.2%.
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Gambar 2.69 Peningkatan Rasio Prasarana Sumber Daya Air
yang Baik Kabupaten Probolinggo Tahun 2015-2020

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Kabupaten
Probolinggo, Tahun 2021

10.Proporsi Jumlah Jembatan dalam Kondisi Baik

Capaian indikator kinerja proporsi jumlah jembatan dalam
kondisi baik di Kabupaten Probolinggo pada tahun 2015-2020
mengalami tren stabil di akhir tahunnya, namun mengalami
penurunan di tahun 2020. Pada tahun 2015-2019, proporsi jumlah
jembatan dalam kondisi baik di Kabupaten Probolinggo adalah
sebesar 75,64%. Namun pada tahun 2020, proporsi jumlah
jembatan dalam kondisi baik di Kabupaten Probolinggo mengalami
penurunan menjadi 75,63%. Pada tahun 2016 dilakukan

pemeliharaan jembatan kabupaten sebanyak 1 lokasi.

Proporsi jumlah jembatan dalam kondisi
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Gambar 2.70 Proporsi Jumlah Jembatan dalam Kondisi Baik
Kabupaten Probolinggo Tahun 2015-2020

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Kabupaten
Probolinggo, Tahun 2021
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Penataan Ruang

1. Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber
HPL/HGB
Capaian indikator kinerja rasio ruang terbuka hijau per
satuan luas wilayah ber HPL/HGB di Kabupaten Probolinggo pada
tahun 2015-2017 menunjukkan capaian yang stabil setiap

tahunnya, yaitu sebesar 0,043%.

Rasio ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah ber
HPL/HGB
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Gambar 2.71 Rasio Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber
HPL/HGB Kabupaten Probolinggo Tahun 2015-2017
Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Kabupaten
Probolinggo, Tahun 2021

2. Rasio Bangunan ber-IMB per satuan Bangunan

Capaian indikator kinerja rasio bangunan ber-IMB per satuan
bangunan di Kabupaten Probolinggo pada tahun 2015-2018
mengalami fluktuatif. Pada tahun 2015, rasio bangunan ber-IMB
per satuan bangunan di Kabupaten Probolinggo adalah sebesar
545. Pada tahun 2016, rasio bangunan ber-IMB per satuan
bangunan di Kabupaten Probolinggo mengalami penurunan
menjadi 54 1. Pada tahun 2017, rasio bangunan ber-IMB per satuan
bangunan di Kabupaten Probolinggo mengalami kenaikan sebesar

593. Pada tahun 2018, rasio bangunan ber-IMB per satuan

bangunan di Kabupaten Probolinggo mengalami penurunan sebesar

S511.
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Gambar 2.72 Rasio Bangunan ber IMB per Satuan Bangunan
Kabupaten Probolinggo Tahun 2015-2018

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Kabupaten
Probolinggo, Tahun 2021

3. Kesesuaian Pemanfaatan Ruang terhadap Rencana Tata
Ruang
Capaian indikator kinerja rasio bangunan ber-IMB per satuan
bangunan di Kabupaten Probolinggo pada tahun 2019 adalah
sebanyak 403 rekomendasi dan pada tahun 2020 bertambah

menjadi 436 rekomendasi.

Kesesuaian Pemanfaatan Ruang terhadap
Rencana Tata Ruang
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380
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Gambar 2.73 Kesesuaian Pemanfaatan Ruang terhadap
Rencana Tata Ruang Kabupaten Probolinggo Tahun 2019 dan
2020

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Kabupaten
Probolinggo, Tahun 2021

D.Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
Perkembangan indikator kinerja pada bidang urusan
perumahan rakyat dan kawasan pemukiman Pemerintah Daerah

Kabupaten Probolinggo tahun 2015-2020 dapat dilihat pada tabel

sebagai berikut:

Tabel 2.25
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Hasil Kinerja Bidang Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan
Permukiman Kabupaten Probolinggo Tahun 2015-2020

Indikator Kinerja Capaian Kinerja
No Pembangunan Satuan
Daerah 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 2020
Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
1. | Persentase rumah | % 9473 |95,3 (869 |88.2 90.2
. ’ ’ ’ : 89.8
layak huni 1
5. | Rumah tangga | % 63.5 62.03
pengguna air 64,98 25’2 65,32 9 59.68
bersih
6. | Rumah  Tangga | % 85,01 | 85,4 87.7 88.5
Pengguna Listrik 3 84.94 6 87.72
o,
7. Rumah. .Tangga Yo 64,12 | 64,2 64.34 64.4 64.56 62,06
Bersanitasi 3 5

Sumber: Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten
Probolinggo, 2021

1. Persentase Rumah Layak Huni

Capaian indikator kinerja persentase rumah layak huni di
Kabupaten Probolinggo pada thaun 2015-2020 menunjukkan tren
fluktuatif. Pada tahun 2015, persentase rumah layak huni di
Kabupaten Probolinggo adalah sebesar 94,73%. Pada tahun 2016,
persentase rumah layak huni di Kabupaten Probolinggo mengalami
peningkatan menjadi 95,31%. Pada tahun 2017, persentase rumah
layak huni di Kabupaten Probolinggo mengalami penurunan
menjadi 86,9%, pada tahun 2018, persentase rumah layak huni di
Kabupaten Probolinggo mengalami peningkatan menjadi 88.2%.
Pada tahun 2019 persentase rumah layak huni di Kabupaten
Probolinggo mengalami peningkatan menjadi 89.8% dan pada
tahun 2020 persentase rumah layak huni di Kabupaten Probolinggo

mengalami peningkatan menjadi sebesar 90.2%
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Gambar 2.74 Persentase Rumah Layak Huni Kabupaten
Probolinggo Tahun 2015-2020

Sumber: Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
Kabupaten Probolinggo, 2021

2. Rumah Tangga Pengguna Air Bersih

Capaian indikator kinerja rumah tangga pengguna air bersih
di Kabupaten Probolinggo pada tahun 2015-2020 mengalami
flutiatif. Pada tahun 2015, rumah tangga pengguna air bersih di
Kabupaten Probolinggo sebesar 64,98%. Pada tahun 2016, rumah
tangga pengguna air bersih di Kabupaten Probolinggo meningkat
menjadi sebesar 65,27%. Pada tahun 2017, rumah tangga
pengguna air bersih di Kabupaten Probolinggo kembali mengalmai
peningkatan menjadi sebesar 65,32%. Pada tahun 2018, rumah
tangga pengguna air bersih di Kabupaten Probolingo mengalami
penurunan sebesar 63.59%. Pada tahun 2019 rumah tangga
pengguna air bersih di Kabupaten Probolingo mengalami
penurunan kembali sebesar 59.68% dan pada tahun 2020 rumah
tangga pengguna air bersih di Kabupaten Probolinggo mengalami

kenaikan menjadi sebesar 62.03%
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Gambar 2.75 Rumah Tangga Pengguna Air Bersih Kabupaten
Probolinggo Tahun 2015-2020

Sumber : Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten
Probolinggo, 2021

3. Rumah Tangga Pengguna Listrik

Capaian indikator kinerja rumah tangga pengguna listrik di
Kabupaten Probolinggo pada tahun 2015-2020 menunjukkan tren
yang fluktuatif, ditunjukkan pada tahun 2017 yang mengalami
penurunan. Pada tahun 2015, rumah tangga pengguna listrik di
Kabupaten Probolinggo adalah sebesar 85,01%. Pada tahun 2016,
rumah tangga pengguna listrik di Kabupaten Probolinggo
mengalami peningkatan menjadi sebesar 85,43%. Pada tahun 2017,
rumah tangga pengguna listrik di Kabupaten Probolinggo
mengalami penurunan menjadi 84.94%. Pada tahun 2018, rumah
tangga pengguna listrik di Kabupaten Probolinggo mengalami
kenaikan kemabli menjadi 87.76%. Pada tahun 2019, rumah tangga
pengguna listrik di Kabupaten Probolinggo mengalami penurunan
menjadi 87.725%. Dan Pada tahun 2020, rumah tangga pengguna
listrik di Kabupaten Probolinggo mengalami kenaikan menjadi
88.501%

Rumah Tangga Pengguna Listrik
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Gambar 2.76 Rumah Tangga Pengguna Listrik Kabupaten

Probolinggo Tahun 2015-2020
Sumber : Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten

Probolinggo, 2021
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4. Rumah Tangga Bersanitasi

Capaian indikator kinerja rumah tangga bersanitasi di
Kabupaten Probolinggo pada tahun 2015-2020 menunjukkan tren
yang fluktuatif, ditunjukkan pada tahun 2020 mengalami
penurunan capaian. Pada tahun 2015, rumah tangga bersanitasi di
Kabupaten Probolinggo adalah sebesar 64,12%. Pada tahun 2016,
rumah tangga bersanitasi di Kabupaten Probolinggo mengalami
peningkatan menjadi 64,23%. Pada tahun 2017 rumah tangga
bersanitasi di Kabupaten Probolinggo mengalami peningkatan
sebesar 64.34%. Pada tahun 2018 rumah tangga bersanitasi di
Kabupaten Probolinggo mengalami peningkatan sebesar 64.45%.
Pada tahun 2019 rumah tangga bersanitasi di Kabupaten
Probolinggo mengalami peningkatan sebesar 64.56%. Dan Pada
tahun 2020 rumah tangga bersanitasi di Kabupaten Probolinggo

mengalami penurunan menjadi sebesar 62.06%.
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Gambar 2.77 Rumah Tangga Bersanitasi Kabupaten
Probolinggo Tahun 2015-2020
Sumber : Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten
Probolinggo, 2020
E.Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan
Masyarakat
Perkembangan indikator kinerja pada bidang urusan
ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat

Pemerintah Daerah Kabupaten Probolinggo tahun 2016-2020 dapat
dilihat pada tabel berikut:
Tabel 2.26 Hasil Kinerja Bidang Urusan Ketentraman,

Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Pemerintah
Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2016-2020
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Indikator Kinerja Capaian Kinerja

No Pembangunan Satua 201 | 201 | 201

Daerah n 2016 7 8 9

202

Tingkat penyelesaian
pelanggaran K3

1. | (ketertiban, % 82,5 80 85 85
ketentraman,
keindahan)

90

Cakupan pelayanan
o. | bencana kebakaran | gg; 10 10 20 20
kabupaten/kota

20

Tingkat waktu
tanggap (response
time rate) daerah
3. |layanan Wilayah o
Manajemen
Kebakaran (WMK)

90 90 90 90

90

Persentase

4. | Penegakan PERDA | % 100 | 90,9 | 100 | 100

100

Sumber: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik serta Kantor Satuan
Polisi Pamong Praja Kabupaten Probolinggo, 2021
1. Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban,
Ketentraman, Keindahan)

Capaian indikator kinerja tingkat penyelesaian pelanggaran
K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) di Kabupaten Probolinggo
pada tahun 2016-2020 menunjukkan tren yang positif. Pada tahun
2016 tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban,
ketentraman, keindahan) di Kabupaten Probolinggo sebesar 82,5%
sedangkan pada tahun 2017 tingkat penyelesaian pelanggaran K3
(ketertiban, ketentraman, keindahan) di Kabupaten Probolinggo
menurun menjadi 80%. Pada tahun 2018 hingga 2019 mengalami
stagnansi dengan capaian sebesar 85%, kemudian mengalami

kenaikan pada 2020 menjadi 90%.
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Gambar 2.78 Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3
(Ketertiban, Ketentraman, Keindahan) Kabupaten Probolinggo
Tahun 2016-2020
Sumber : Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Probolinggo,

2021

2. Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran Kabupaten

Capaian indikator kinerja cakupan pelayanan bencana
kebakaran di Kabupaten Probolinggo pada tahun 2016-2020
mengalami peningkatan. Pada tahun 2016 cakupan pelayanan
bencana kebakaran di Kabupaten Probolinggo sebanyak 10 kali.
Pada tahun 2017 sebanyak 10 kali. Pada tahun 2018-2020 cakupan
pelayanan bencana kebakaran mengalami stagnansi sebanyak 20

kali dalam tiga tahun berturut-turut.

Cakupan pelayanan bencana kebakaran
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Gambar 2.79 Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran
Kabupaten Kabupaten Probolinggo Tahun 2016-2020

Sumber : Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Probolinggo,

2021

3. Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) Daerah
Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)

Capaian indikator kinerja tingkat waktu tanggap (response

time rate) daerah layanan wilayah manajemen kebakaran (WMK) di

Kabupaten Probolinggo pada tahun 2016-2020 cenderung
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mengalami stagnansi. Sejak tahun 2016-2020 tingkat waktu
tanggap (response time rate) daerah layanan wilayah manajemen
kebakaran (WMK) di Kabupaten Probolinggo menjadi 90% selama

lima tahun berturut turut.

Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah
layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)
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Gambar 2.80 Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate)
Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)
Kabupaten Probolinggo Tahun 2016-2020

Sumber : Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Probolinggo,

2021

4. Persentase Penegakan PERDA

Capaian indikator kinerja persentase penegakan PERDA di
Kabupaten Probolinggo pada tahun 2016 telah mencapai 100%.
Kemudian mengalami penurunan menjadi 90,9%. Selanjutnya pada
tahun 2018-2020 persentase penegakan PERDA sebesar 100%

selama tiga tahun berturut-turut.

Persentase Penegakan PERDA
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Gambar 2.81 Persentase Penegakan PERDA Kabupaten
Probolinggo Tahun 2016-2020

Sumber : Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Probolinggo,

2021
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Perkembangan indikator kinerja pada bidang urusan sosial

Pemerintah Daerah Kabupaten Probolinggo tahun 2016-2020 dapat

dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.27 Hasil Kinerja Bidang Urusan Sosial Pemerintah
Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2016-2020

No

Indikator Kinerja
Pembangunan
Daerah

Satuan

Capaian Kinerja

2016

2017

2018

2019

2020

Persentase PMKS

%

1,2

1,5

1,9

1,9

yang memperoleh
bantuan sosial

0,96

2. | Jumlah
Sosial
Profesional /tenaga
kesejahteraan sosial
dan/atau relawan
sosial yang tersedia

Pekerja | Orang

24 24 24 24

24

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Probolinggo, Tahun 2021

1. Persentase PMKS yang Memperoleh Bantuan Sosial

Capaian indikator kinerja persentase PMKS yang memperoleh
bantuan sosial di Kabupaten Probolinggo pada tahun 2016-2020
mengalami peningkatan. Pada tahun 2016 persentase PMKS yang
memperoleh bantuan sosial di Kabupaten Probolinggo sebesar
0,96%. Kemudian mengalami peningkatan pada tahun 2017
menjadi sebesar 1,2%. Pada tahun 2018 mengalami peningkatan
menjadi sebesar 1,5%. Capaian persentase PMKS yang memperoleh

bantuan sosial kembali meningkat di tahun 2019 menjadi 1,9% dan

pada tahun 2020 mengalami stagnansi menjadi sebesar 1,9%.

Persentase PMKS yang Memperoleh Bantuan Sosial
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Gambar 2.82 Persentase PMKS yang Memperoleh Bantuan
Sosial Kabupaten Probolinggo Tahun 2016-2020

Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Probolinggo, 2021

2. Jumlah Pekerja Sosial Profesional/tenaga kesejahteraan
sosial dan/atau relawan sosial yang tersedia
Capaian indikator kinerja Jumlah Pekerja Sosial
Profesional/tenaga kesejahteraan sosial dan/atau relawan sosial
yang tersedia di Kabupaten Probolinggo pada tahun 2016-2020
berjumlah tetap. Sejak tahun 2016 hingga 2020 Jumlah Pekerja
Sosial Profesional/tenaga kesejahteraan sosial dan/atau relawan

sosial yang tersedia sejumlah 24 orang.

Jumlah Pekerja Sosial Profesional/tenaga
kesejahteraan sosial dan/atau relawan sosial yang

tersedia
30 24 24 24 24 24
20
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Gambar 2.83 Jumlah Pekerja Sosial Profesional/tenaga
kesejahteraan sosial dan/atau relawan sosial yang tersedia
Kabupaten Probolinggo Tahun 2016-2020

Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Probolinggo, 2021

2.3.1.2 Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan
dengan Pelayanan Dasar
Adapun urusan pemerintah wajib yang tidak berkaitan

dengan pelayanan dasar meliputi bidang urusan:

A.Urusan Tenaga Kerja
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Perkembangan indikator kinerja pada bidang urusan tenaga
kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Probolinggo tahun 2016-2020
dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.28 Hasil Kinerja Bidang Urusan Tenaga Kerja
Pemerintah Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2016-2020

Indikator Kinerja Capaian Kinerja

No Satuan

Pembangunan Daerah 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020
1. | Tingkat Partisipasi | %0 66.5

Angkatan Kerja N/A 9 68.41 | 68.62 | 68,62

i %

2. | Tingkat Pengangguran | /0 N/A 5 89 4.15 388 | 4,86

Terbuka

Sumber: Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Probolinggo, Tahun 2021

1. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Capaian indikator kinerja tingkat partisipasi angkatan kerja
di Kabupaten Probolinggo pada tahun 2016-2020 mengalami
peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2016, tingkat partisipasi
angkatan kerja di Kabupaten Probolinggo tidak dihitung Pada tahun
2017, tingkat partisipasi angkatan kerja di Kabupaten Probolinggo
mengalami penurunan menjadi sebesar 6,59 %. Pada tahun 2018,
tingkat partisipasi angkatan kerja di Kabupaten Probolinggo
meningkat menjadi sebesar 68,41%. Pada tahun 2019, keselamatan
dan perlindungan di Kabupaten Probolinggo kembali meningkat
menjadi sebesar 68,62%. Kemudian pada tahun 2020 mengalami

stagnansi menjadi sebesar 68,62%.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja
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Gambar 2.84 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten
Probolinggo Tahun 2016-2020
Sumber : Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Probolinggo, 2021

2. Tingkat Pengangguran Terbuka
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Capaian indikator tingkat pengangguran terbuka di
Kabupaten Probolinggo pada tahun 2016-2020 mengalami fluktuasi
setiap tahunnya. Pada tahun 2016, tingkat pengangguran terbuka
di Kabupaten Probolinggo tidak dihitung. Pada tahun 2017, tingkat
pengangguran terbuka di Kabupaten Probolinggo sebesar 2,89%.
Pada tahun 2018, tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten
Probolinggo mengalami peningkatan menjadi sebesar 4,15%. Pada
tahun 2019, tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten
Probolinggo menurun menjadi sebesar 3,88%. Kemudian pada 2020
kembali mengalami peningkatan menjadi 4,86% yang disebabkan

karena pandemi Covid-19.

Tingkat Pengangguran Terbuka
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Gambar 2.85 Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten
Probolinggo Tahun 2016-2020

Sumber : Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Probolinggo, 2021

B.Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Perkembangan indikator kinerja pada bidang urusan
pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Pemerintah
Daerah Kabupaten Probolinggo tahun 2016-2020 dapat dilihat pada
tabel sebagai berikut:

Tabel 2.29 Hasil Kinerja Bidang Urusan Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Probolinggo
Tahun 2016-2020
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Indikator Kinerja Capaian Kinerja

No | Pembangunan | Satuan | 2016 |2017 |2018 |2019 |2020
Daerah

1. | Penyelesaian
pengaduan
perlindungan
perempuan dan % 100
anak dari
tindakan

kekerasan

100 100 100 100

2. | Indeks
Pemberdayaan
Gender

Indeks | 64.86 | 64.86 | 67,06 | 68,22 | 68,69

3. | Indeks
Pembangunan Indeks
Gender

84,57 | 84.86 | 84.95 | 85.30

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
Kabupaten Probolinggo, 2021
1. Penyelesaian Pengaduan Perlindungan Perempuan dan Anak
dari Tindakan Kekerasan

Capaian indikator kinerja penyelesaian pengaduan
perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan di
Kabupaten Probolinggo pada tahun 2016-2020 menunjukkan tren
yang positif. Pada tahun 2016-2020 penyelesaian pengaduan
perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan di

Kabupaten Probolinggo telah mencapai 100%.

Penyelesaian Pengaduan Perlindungan Perempuan
dan Anak dari Tindakan Kekerasan
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100 100 100 100 100
100
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Gambar 2.86 Penyelesaian Pengaduan Perlindungan
Perempuan dan Anak dari Tindakan Kekerasan Kabupaten
Probolinggo Tahun 2016-2020

Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
Kabupaten Probolinggo, 2021

2. Indeks Pemberdayaan Gender
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Capaian indikator kinerja Indeks pemberdayaan gender
Kabupaten Probolinggo pada tahun 2016-2020 menunjukan tren
positif, karena setiap tahunnya terus mengalami peningkatan. Pada
tahun 2016, capaiannya sebesar 64,86 dan pada 2017 mengalami
stagnansi dengan capaian sebesar 64,86. Kemudian pada 2018-
2020 mengalami peningkatan pada tahun 2018 menjadi 67,06,
sedangkan pada 2019 mencapai 68,22 dan pada tahun 2020
menjadi 68,69.

Indeks Pemberdayaan Gender
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Gambar 2.87 Indeks Pemberdayaan Gender Kabupaten
Probolinggo Tahun 2016-2020

Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga
Berencana, Kabupaten Probolinggo, 2021
3. Indeks Pembangunan Gender

Indeks Pembangunan Gender diigunakan untuk mengukur
pencapaian dimensi dan variabel yang sama seperti IPM, tetapi
mengungkapkan  ketidakadilan pencapaian laki-laki dan
perempuan. Capaian indikator kinerja ini Kabupaten Probolinggo
pada 2017-2020 mengalami tren peningkatan. Pada tahun 2017
Indeks Pembangunan Gender Kabupaten Probolinggo mencapai

84,57, sedangkan pada tahun 2018 mencapai 84,86. Pada tahun

2019 dan 2020 mengalami peningkatan menjadi masing-masing

84,95 dan 85,3.
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Indeks Pembangunan Gender
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Gambar 2.88 Indeks Pemberdayaan Gender Kabupaten
Probolinggo Tahun 2016-2020

Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga
Berencana, Kabupaten Probolinggo, 2021

C.Urusan Pangan

Perkembangan indikator kinerja pada bidang urusan pangan
Pemerintah Daerah Kabupaten Probolinggo tahun 2015-2020 dapat
dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.30 Hasil Kinerja Bidang Urusan Pangan Pemerintah
Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2015-2020

Indikator Capaian Kinerja
No Kinerja Satuan
Pembangunan 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020
Daerah
Pangan
1. | Ketersediaan Ton 124. | 124, | 124, | 124, | 110. | 110.6
pangan utama 688 | 688 |688 |688 |836 |68
2. | Ketersediaan %
energi dan 90 | 90 90 96,8 | 96,8 96,8
protein
perkapita
Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Probolinggo,
Tahun 2021

1. Ketersediaan Pangan Utama

Capaian indikator kinerja ketersediaan pangan utama di
Kabupaten Probolinggo pada tahun 2015-2018 menunjukkan
kondisi yang stagnan, dimana ketersediaan pangan utama sebesar
124.688 ton. Pada tahun 2019-2020, ketersediaan pangan utama
di Kabupaten Probolinggo mengalami penurunan yang disebabkan
adanya paceklik, namun kebutuhan ketersediaan pangan

masyarakat masih bisa dipenuhi dengan logistik yang tersedia.
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Pada tahun 2019, ketersediaan pangan utama sebesar 110.836 ton.
Pada tahun 2020 kembali mengalami penurunan menjadu 110.668

ton.
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Gambar 2.89 Ketersediaan Pangan Utama Kabupaten
Probolinggo Tahun 2015 - 2020

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten
Probolinggo, 2021

2. Ketersediaan Energi dan Protein Per Kapita

Pada tahun 2015 s/d tahun 2017 capaian ketersediaan energi
dan protein per kapita di Kabupaten Probolinggo telah mencapai
90%. Ketersediaan energi dan protein per kapita terus mengalami
peningkatan di tahun 2018-2020 yang disebabkan karena
ketersediaan energi dan protein bisa diproduksi sendiri oleh
pemerintah daerah Kabupaten Probolinggo. Pada tahun 2018-2020

ketersediaan energi dan protein per kapita mencapai 96,8%.

98

96,8 96,8 96,8
9%
94
92 90 90 90
90
86
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Gambar 2.90 Ketersediaan Energi dan Protein Per kapita di
Kabupaten Probolinggo Tahun 2015 - 2020

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten
Probolinggo, 2021

D.Urusan Pertanahan
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Perkembangan indikator kinerja pada bidang urusan
pertanahan Pemerintah Daerah Kabupaten Probolinggo tahun

2015-2020 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.31 Hasil Kinerja Bidang Urusan Pertanahan
Pemerintah Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2015-2020

Indikator Capaian Kinerja
N Kinerja Satua
o | Pembanguna n 201 | 201 | 201 | 201 | 201 2020
n Daerah 5 6 7 8 9
Pertanahan
1 | Penyelesaian |, 100 | 100 § § _
izin lokasi -
Sumber: Dinas Penanaman Modal dan PTSP, 2021
1. Penyelesaian Izin Lokasi
Capaian indikator kinerja penyelesaian izin lokasi di

Kabupaten Probolinggo pada tahun 2015-2016 telah mencapai
100%.

e Penyelesaian Izin Lokasi

150
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Gambar 2.91 Penyelesaian Izin Lokasi Kabupaten Probolinggo
Tahun 2015-2016
Sumber : Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten
Probolinggo, 2021
E.Urusan Lingkungan Hidup
Perkembangan indikator kinerja pada Urusan Lingkungan

Hidup Pemerintah Daerah Kabupaten Probolinggo tahun 2015-2020
dapat dilihat pada tabel sebagai berikut

Tabel 2.32 Hasil Kinerja Urusan Lingkungan Hidup Pemerintah
Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2015-2020

Il;{‘::ll:i;:r Capaian Kinerja
Pembangunan
Daerah 2015 | 2016 | 2017 | 2018 2019 2020
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Indeks kualitas

Lingkungan 61,31 63.4
Hidup (IKLH) 65,30 | 56,36 | 69,71 | 69,42
Indeks Kualitas 49.20 50

Air 50,00 | 48,46 | 47,69 [ 46,67

Indeks Kualitas

Udara 90,33 |8582 |81,53 |81,60 | °H90 | 80.18

Indeks Kualitas

Tutupan Lahan | 57,99 | 77,70 | 77,53 | 77,53 | >*827 | 5538

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup, Tahun 2021

KLI yang berkelanjutan adalah angka yang menunjukkan
pengukuran terhadap tingkat layanan infrastruktur urusan
pekerjaan umum, urusan perumahan dan kawasan permukiman,
urusan perhubungan dan urusan LH. Artinya semakin tinggi angka
IKLI yang berkelanjutan menunjukkan bahwa tingkat layanan
infrastruktur semakin baik. IKLI yang berkelanjutan mencakup IPI
dan IKLH. IKLI yang berkelanjutan merupakan agregat dari IKLH
dan IPI. IKLH (Indeks Kualitas Lingkungan Hidup) adalah indikator
kinerja pengelolaan lingkungan hidup yang meliputi Indeks Kualitas
Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), dan Indeks Kualitas Tutupan
Lahan (IKTL). IPI (Indeks Pembangunan Infrastruktur) adalah angka
yang menunjukkan keberhasilan daerah dalam pembangunan
infrastruktur urusan pekerjaan umum, urusan perumahan dan
kawasan permukiman, urusan perhubungan. IKLI yang
berkelanjutan dihitung mulai tahun 2022, sehingga data sebelum
tahun 2022 belum ada. Data yang tersedia sebelum tahun 2022
terdiri atas data IKLH dan data IKLI.

1. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)

Capaian indikator indeks kualitas lingkungan hidup di
Kabupaten Probolinggo pada tahun 2015-2020 mengalami
fluktuasi setiap tahunnya. Pada tahun 2015, indeks kualitas
lingkungan hidup mencapai 65.30. Pada tahun 2016,
mengalami penurunan menjadi 56.36, kemudian tahun 2017
mengalami kenaikan menjadi 69.71. Pada tahun 2018, indeks
kualitas lingkungan hidup mengalami penurunan hingga

sebesar 69.42. Pada tahun 2019, mengalami penurunan
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kembali menjadi 61.31. Dan pada tahun 2020 Indeks Kualitas

Lingkungan Hidup mengalami kenaikan kembali menjadi 63.4.

INDEKS KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP
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Gambar 2.92 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten
Probolinggo Tahun 2015-2020

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup, Tahun 2021

2. Indeks Kualitas Air
Capaian indikator indeks kualitas air di Kabupaten
Probolinggo pada tahun 2015-2019 mengalami fluktuasi setiap
tahunnya. Pada tahun 2015, indeks kualitas air mencapai S0.
Pada tahun 2016-2018, indeks kualitas air terus mengalami
penurunan menjadi 46.67. Pada tahun 2019, indeks kualitas air
mengalami kenaikan menjadi 49.20 Dan pada tahun 2020

mengalami kenaikan kembali menjadi 50.2

INDEKS KUALITAS AIR
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Gambar 2.93 Indeks Kualitas Air Kabupaten Probolinggo
Tahun 2015-2020

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup, Tahun 2021
3. Indeks Kualitas Udara

Capaian indikator indeks kualitas udara di Kabupaten

Probolinggo pada tahun 2015-2020 mengalami fluktuasi setiap
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tahunnya. Pada tahun 2015, indeks kualitas udara mencapai
90.33. Pada tahun 2016, indeks kualitas udara mengalami
penurunan menjadi 85.82. Pada tahun 2017-2019, indeks
kualitas udara terus mengalami kenaikan menjadi 84.90 Dan
pada tahun 2020 mengalami penurunan kembali menjadi

80.18.

INDEKS KUALITAS UDARA
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100 ’ 81,53 81,6 84,9 80,18
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INDEKS KUALITAS UDARA

Gambar 2.94 Indeks Kualitas Udara Kabupaten Probolinggo
Tahun 2015-2020

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup, Tahun 2021

Berdasarkan gambar 2.94, dapat dilihat bahwa terjadi
penurunan yang sangat signifikan untuk Indeks Kualitas
Udara (IKU) pada Tahun 2015 yakni 90,33 dan untuk Tahun
2016 menjadi 35,82. Hal ini disebabkan oleh penggunaan
metode pengukuran uji Laboratorium kualitas udara yang
berbeda, serta pembacaan hasil uji yang berbeda karena di
tahun 2016 pembacaan bukan dari hasil uji tetapi pada limit

deteksi pembacaan alat laboratorium.

4. Indeks Kualitas Tutupan Lahan
Capaian indikator indeks kualitas tutupan lahan di
Kabupaten Probolinggo pada tahun 2015-2020 mengalami
fluktuasi setiap tahunnya. Pada tahun 2015, indeks kualitas
tutupan lahan mencapai 57.99. Pada tahun 2016, indeks
kualitas tutupan lahan mengalami kenaikan menjadi 77.70.
Pada tahun 2017-2018, indeks kualitas tutupan lahan

mengalami penurunan di angka yang sama yaitu 77.53. Pada
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tahun 2019, indeks kualitas tutupan lahan turun menjadi
54.827. Dan pada tahun 2020 mengalami peningkatan kembali
menjadi 55.38.

Indeks Kualitas Tutupan Lahan
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Gambar 2.95 Indeks Kualitas Tutupan Lahan Kabupaten
Probolinggo Tahun 2015-2020

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup, Tahun 2021

Disamping perkembangan indikator kinerja seperti yang telah
diuraikan di atas, Penanganan urusan pemerintahan bidang
lingkungan hidup sub bidang persampahan di kabupaten
probolinggo ditangani oleh Dinas Lingkungan Hidup. Penanganan
sampah yang menjadi kewenangan kabupaten meliputi pengaturan,

pembinaan, pembangunan dan pengawasan.

Pada tahun 2020 kondisi eksisting sarana dan prasarana
persampahan di kabupaten probolinggo memiliki 76 TPS, 66
kontainer, 2 TPS 3R, 30 rumah kompos, 10 dump truck, 7 amroll,
1 pick up, 10 motor roda tiga, 9 gerobak roda tiga, dan 18 gerobak
sampah dorong. Kemudian terkiat timbulan sampah terdapat
57.747,98 m3 timbulan sampah pada tahun 2020 bulan januari-
agustus di kabupaten probolinggo, 815,71 ton/hari timbulan
sampah per ton/hari TPA sampah regional 2019 untuk TPA
Kabupaten Probolinggo, 58,81 ton/hari timbulan sampah per
ton/hari TPA sampah regional 2019 untuk TPA Kota Probolinggo,
dan 186,89 ton/hari timbulan sampah kabupaten probolinggo
tahun 2020 untuk wilayah perkotaan.
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Target pengurangan sampah berdasarkan Kebijakan dan
Strategi Daerah pada tahun 2018 adalah sebesar 18%, dengan
realisasi penanganan sampah di Kab. Probolinggo sebesar 4%.
Sedangkan target penanganan sampah sebesar 73% dan realisasi

untuk Kabupaten Probolinggo sebesar 20%.

F.Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Perkembangan indikator kinerja pada bidang urusan
administrasi kependudukan dan pencatatan sipil Pemerintah
Daerah Kabupaten Probolinggo tahun 2015-2020 dapat dilihat pada
tabel sebagai berikut:

Tabel 2.33 Hasil Kinerja Bidang Urusan Administrasi
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Probolinggo
Tahun 2015-2020

Indikator Kinerja Satua Capaian Kinerja
No Pembangunan n
Daerah 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020
Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
1. | Cakupan penduduk | %
= 89,6 84.6 | 86,68 96,7 |98,3 | 99,7
wajib KTP yang 9 1 9 7
memiliki KTP — el
2. | Cakupan %
kepemilikan  Akta 45,8 64,6 |70 75,3 180,2 90,2
Kelahiran di 8 7 8 6
kalangan Anak
3. | Cakupan 7 82,9 71,9 |1226 84,3
: 84 84
penerbitan  Kartu 5 8 5 3
Keluarga
4. | Cakupan v 79,1 64,0 |38,5 | 63,2
penerbitan Kutipan 1,99 2 59,11 9 5 6
Akta Kematian
5. | Cakupan Kartu | % 19,8
Indentitas Anak ) ) ) ) ) 4
(KIA)

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten
Probolinggo, tahun 2021

1. Cakupan Penduduk Wajib KTP yang Memiliki KTP - El
Capaian indikator kinerja cakupan penduduk wajib KTP yang
memiliki KTP — El di Kabupaten Probolinggo pada tahun 2015-2020

mengalami kondisi yang fluktuatif. Pada tahun 2015 cakupan
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penduduk wajib KTP yang memiliki KTP - El di Kabupaten
Probolinggo mengalami peningkatan menjadi 89,69%. Pada tahun
2016 cakupan penduduk wajib KTP yang memiliki KTP - El di
Kabupaten Probolinggo mengalami penurunan menjadi 84,6%.
Pada tahun 2017 cakupan penduduk wajib KTP yang memiliki KTP
— El di Kabupaten Probolinggo mengalami peningkatan menjadi
86,68%. Pada tahun 2018 cakupan penduduk wajib KTP yang
memiliki KTP — El di Kabupaten Probolinggo menjadi sebesar
96,71%. Selanjutnya, pada tahun 2019 cakupan penduduk wajib
KTP yang memiliki KTP — El di Kabupaten Probolinggo mencapai
sebesar 98,39%. Pada tahun 2020 cakupan penduduk wajib KTP
yang memiliki KTP - El di Kabupaten Probolinggo meningkat
menjadi 99,77%.
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Gambar 2.96 Cakupan Penduduk Wajib KTP yang Memiliki KTP
- El Kabupaten Probolinggo Tahun 2015-2020

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten
Probolinggo, Tahun 2021

2. Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran di Kalangan Anak
Capaian indikator kinerja cakupan kepemilikan akta
kelahiran di kalangan anak di Kabupaten Probolinggo pada tahun
2015-2020 mengalami kondisi yang fluktuatif. Pada tahun 2015
cakupan kepemilikan akta kelahiran di kalangan anak di
Kabupaten Probolinggo mengalami penurunan menjadi 45,88%
dengan penerbitan 19.078 lembar. Pada tahun 2016 cakupan
kepemilikan akta kelahiran di kalangan anak di Kabupaten
Probolinggo mengalami peningkatan menjadi 64,6% dengan

penerbitan 190.791 lembar. Pada tahun 2017 cakupan kepemilikan
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akta kelahiran di kalangan anak di Kabupaten Probolinggo
mengalami peningkatan kembali menjadi 70% dengan penerbitan
207.481 lembar. Lalu pada tahun 2018 cakupan kepemilikan akta
kelahiran di kalangan anak di Kabupaten Probolinggo mencapai
sebesar 75,37%. Pada tahun 2020 cakupan kepemilikan akta
kelahiran di kalangan anak di Kabupaten Probolinggo menjadi
sebesar 80,28%. Selanjutnya, pada tahun 2020 cakupan
kepemilikan akta kelahiran di kalangan anak di Kabupaten
Probolinggo meningkat menjadi 84,33%.
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Gambar 2.97 Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran di
Kalangan Anak Kabupaten Probolinggo Tahun 2015-2020

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten
Probolinggo, Tahun 2021

3. Cakupan Penerbitan Kartu Keluarga

Capaian indikator kinerja cakupan penerbitan kartu keluarga
di Kabupaten Probolinggo pada tahun 2015-2020 mengalami tren
yang positif. Pada tahun 2015 cakupan penerbitan kartu keluarga
di Kabupaten Probolinggo mengalami peningkatan menjadi 82,95%
dengan penerbitan 45.867 set. Pada tahun 2016 cakupan
penerbitan kartu keluarga di Kabupaten Probolinggo mengalami
peningkatan menjadi 71,98% dengan penerbitan 73.900 set. Pada
tahun 2017 cakupan penerbitan kartu keluarga di Kabupaten
Probolinggo mengalami peningkatan menjadi 122,65% dengan
penerbitan 45.875 set. Lalu pada tahun 2018, terjadi penurunan
hingga mencapai 84%. Pada tahun 2019 cakupan penerbitan kartu
keluarga di Kabupaten Probolinggo mengalami peningkatan kembali

menjadi 89%. Selanjutnya, pada tahun 2020 cakupan penerbitan

kartu keluarga di Kabupaten Probolinggo mencapai sebesar
90,26%.
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Gambar 2.98 Cakupan Penerbitan Kartu Keluarga Kabupaten

Probolinggo Tahun 2025-2020

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten
Probolinggo, Tahun 2021

4. Cakupan Penerbitan Kutipan Akta Kematian
Capaian indikator kinerja cakupan penerbitan kutipan akta
kematian di Kabupaten Probolinggo pada tahun 2015-2020
mengalami kondisi yang fluktuatif. Pada tahun 2015 cakupan
penerbitan kutipan akta kematian di Kabupaten Probolinggo
sebesar 1,99% dengan penerbitan 113 lembar. Pada tahun 2016
cakupan penerbitan kutipan akta kematian di Kabupaten
Probolinggo sebesar 79,12% dengan penerbitan 144 lembar. Pada
tahun 2017 cakupan penerbitan kutipan akta kematian di
Kabupaten Probolinggo sebesar 59,11% dengan penerbitan 116
lembar. Pada tahun 2018 cakupan penerbitan kutipan akta
kematian di Kabupaten Probolinggo mencapai sebesar 64,89%.
Namun, pada tahun 2019 cakupan penerbitan kutipan akta
kematian di Kabupaten Probolinggo terjadi penurunan menjadi
63,41%. Pada tahun 2020 cakupan penerbitan kutipan akta

kematian di Kabupaten Probolinggo meningkat menjadi 63,26%.
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Gambar 2.99 Cakupan Penerbitan Kutipan Akta Kematian
Kabupaten Probolinggo Tahun 2015-2020
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Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten
Probolinggo, Tahun 2021

5. Kartu Identitas Anak (KIA)
Kartu identitas anak merupakan hal yang baru bagi

masyarakat di Kabupaten Probolinggo. Perhitungan capaian kartu
identitas anak di Probolinggo dilakukan pada tahun 2020 dan
mencapai sebesar 19,84%. Capaian tersebut menjukkan bahwa
masih kurangnya pemahaman masyarakat terhadap pentingnya
kartu identitas anak sehingga perlu dilakukan sosialisasi lebih

kepada masyarakat.

G.Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Perkembangan indikator kinerja pada bidang urusan
pemberdayaan masyarakat dan desa Pemerintah Daerah
Kabupaten Probolinggo tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel

sebagai berikut:

Tabel 2.34 Hasil Kinerja Bidang Urusan Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa Pemerintah Daerah Kabupaten
Probolinggo Tahun 2016-2020

Capaian Kinerja

No Indikator Kinerja Satuan = L

Pembangunan Daerah 2016 201 | 201 | 201 | 202
7 8 9 o

Persentase lembaga %

a ekonomi dan © 0 101. 965'9 96.6 969.5 77,17
Kerjasama Desa aktif 9

2. | Persentase Laporan %
Penyelenggaraan 102. 74.1
Pemerintahan Desa 9 99.9 | 858 7 99,90
akuntabel

3. | Persentase desa maju % 103. 72.0
dan mandiri 6 85 97.6 3 66.3

4. | Persentase Laporan %
Penyelenggaraan
Pemerintahan Desa N/A [ 7,38 1 9.2 | 57,8 70
benar

5. | Persentase lembaga %
ekonomi dan N/A 69 67 70,4 | 70,4
Kerjasama Desa aktif
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Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten
Probolinggo, tahun 2021

1. Persentase lembaga kemasyarakatan aktif (LKD dan LAD)
Capaian indikator persentase lembaga kemasyarakatan aktif
(LKD dan LAD) di Kabupaten Probolinggo pada tahun 2016-2020
mengalami penurunan setiap tahunnya. Pada tahun 2016,
persentase lembaga kemasyarakatan aktif (LKD dan LAD) di
Kabupaten Probolinggo sebesar 101,9%. Pada tahum 2017,
persentase lembaga kemasyarakatan aktif (LKD dan LAD) di
Kabupaten Probolinggo menurun menjadi 96,95%. Pada tahun
2018, persentase lembaga kemasyarakatan aktif (LKD dan LAD) di
Kabupaten Probolinggo kembali mengalami penurunan menjadi
96,6%. Pada tahun 2019, persentase lembaga kemasyarakatan aktif
(LKD dan LAD) di Kabupaten Probolinggo terus mengalami
penurunan menjadi sebesar 96,59%. Capaian kinerja pada tahun
2020 mengalami penurunan signifikan akibat adanya pandemi

Covid-19 menjadi sebesar 77,17%.

Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif
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Gambar 2.100 Persentase lembaga ekonomi dan kerjasama
desa aktif Kabupaten Probolinggo Tahun 2016-2020

Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten

Probolinggo, 2021

2. Persentase lembaga ekonomi dan Kerjasama Desa aktif
Capaian indikator Persentase lembaga ekonomi dan
Kerjasama Desa aktif di Kabupaten Probolinggo pada tahun 2016-
2020 cenderung penurunan setiap tahunnya. Pada tahun 2016,
indikator persentase lembaga ekonomi dan Kerjasama Desa aktif di

Kabupaten Probolinggo sebesar 102,9%. Pada tahun 2017,
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indikator persentase lembaga ekonomi dan Kerjasama Desa aktif di
Kabupaten Probolinggo menurun menjadi 99.9%. Pada tahun 2018,
indikator persentase lembaga ekonomi dan Kerjasama Desa aktif di
Kabupaten Probolinggo mengalami penurunan menjadi 85,8%.
Pada tahun 2019, indikator lembaga ekonomi dan Kerjasama Desa
aktif di Kabupaten Probolinggo kembali mengalami penurunan
menjadi sebesar 74,17%. Kemudian mengalami peningkatan

kembali mencapai 99,9%.

Persentase lembaga ekonomi dan Kerjasama
Desa aktif
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' 85,8 74,17
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Gambar 2.101 Persentase lembaga ekonomi dan Kerjasama
Desa aktif Kabupaten Probolinggo Tahun 2016-2020

Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten

Probolinggo, 2021

3. Persentase Desa Maju dan Mandiri

Capaian indikator persentase desa maju dan mandiri di
Kabupaten Probolinggo pada tahun 2016-2020 mengalami
peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2016, persentase desa
dengan kerjasama desa di Kabupaten Probolinggo masih belum
terhitung. Pada tahun 2017, persentase desa maju dan mandiri di
Kabupaten Probolinggo sebesar 7,38%. Pada tahun 2018,
persentase desa maju dan mandiri di Kabupaten Probolinggo
mengalami peningkatan menjadi menjadi 9,2%. Pada tahun 2019,
persentase desa maju dan mandiri di Kabupaten Probolinggo
meningkat secara signifikan menjadi 57,8%. Kemudian pada 2020

terjadi peningkatan signifikan hingga sebesar 70%.
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Gambar 2.102 Persentase Desa Maju dan Mandiri Kabupaten
Probolinggo Tahun 2016-2020

Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten

Probolinggo, 2021

4. Persentase Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
Akuntabel

Capaian indikator Persentase Laporan Penyelenggaraan
Pemerintahan Desa akuntabel di Kabupaten Probolinggo pada
tahun 2016-2020 cenderung penurunan setiap tahunnya. Pada
tahun 2016, indikator persentase Laporan Penyelenggaraan
Pemerintahan Desa akuntabel di Kabupaten Probolinggo menurun
menjadi 103,6%. Pada tahun 2017, indikator persentase Laporan
Penyelenggaraan Pemerintahan Desa akuntabel di Kabupaten
Probolinggo kembali menurun menjadi 85%. Pada tahun 2018,
indikator persentase Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
akuntabel di Kabupaten Probolinggo mengalami peningkatan
menjadi 97,6%. Pada tahun 2019, indikator persentase Laporan
Penyelenggaraan Pemerintahan Desa akuntabel di Kabupaten
Probolinggo kembali mengalami penurunan menjadi sebesar

72,03%. Kemudian mengalami penurunan kembali mencapai 66,3%

Persentase Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan
Desa akuntabel

200
103,6 85 97,6

72,03 66,3

100 ’
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Gambar 2.103 Persentase Laporan Penyelenggaraan
Pemerintahan Desa Akuntabel Kabupaten Probolinggo Tahun
2016-2020
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Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten

Probolinggo, 2021

H.Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Perkembangan indikator kinerja pada bidang urusan
pengendalian penduduk dan keluarga berencana Pemerintah
Daerah Kabupaten Probolinggo tahun 2016-2020 dapat dilihat pada

tabel sebagai berikut:

Tabel 2.35 Hasil Kinerja Bidang Urusan Pengendalian
Penduduk dan KB Pemerintah Daerah Kabupaten Probolinggo
Tahun 2016-2020

Indikator Kinerja e AR )
No Pembangunan Satuan 2016 | 2017 201 2019 | 2020
Daerah 8
1. | TFR /total fertility | jumlah 5 04 2 2,01 1,96 1,97
rate ’
2. | mCPR (Modern %
Contraceptive
Prevalence Rate 81,60 | 81,06 | 293 | 749 | 76,71
atau Prevalensi 8
Kontrasepsi
Modern)
3. | Unmet Need KB 5,68 5,68 5,26 5,88 7,1

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan KB Kabupaten
Probolinggo, Tahun 2021
1. Total Fertility Rate

Otal Fertility Rate adalah Rata-rata jumlah anak yang
dilahirkan seorang wanita selama masa usia suburnya. Indikator
digunakan untuk membandingkan keberhasilan antar wilayah
dalam melaksanakan pembangunan sosial ekonomi, menunjukkan
tingkat keberhasilan program KB, membantu para perencana
program pembangunan untuk meningkatkan rata-rata usia kawin,
meningkatkan program pelayanan kesehatan yang berkaitan
dengan pelayanan ibu hamil dan perawatan anak, serta
mengembangkan program penurunan tingkat kelahiran. Capaian
indikator kinerja total fertility rate di Kabupaten Probolinggo pada

tahun 2016-2020 cenderung fluktuatif. Pada tahun 2016 mencapai
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2,04. Kemudian menurun pada tahun 2017 menjadi 2, pada 2018
mengalami kenaikan menjadi 2,01. Capaian TFR pada tahun 2019
mengalami penurunan menjadi 1,96 dan kembali mengalami
peningkatan pada 2020 menjadi sebesar 1,97. Rendahnya TFR
dipengaruhi oleh penggunaan KB.

TFR /total fertility rate

2,05

2,04
5 2,01
2
196 1,97
1,9
2016 2017 2018 2019 2020

Gambar 2.104 Total Fertility Rate Kabupaten Probolinggo
Tahun 2016-2020

Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan KB Kabupaten
Probolinggo, Tahun 2021
2. mCPR (Modern Contraceptive Prevalence Rate atau
Prevalensi Kontrasepsi Modern)

Angka pemakaian kontrasepsi modern yang lazim disebut
Modern Contraceptive Prevalence Rate (mCPR) adalah persentase
perempuan usia reproduktif yang menggunakan (atau yang
pasangannya menggunakan) suatu metode kontrasepsi modern
pada suatu waktu tertentu. Capaian indikator kinerja mCPR di
Kabupaten Probolinggo mengalami tren yang cenderung menurun.
Pada tahun 2016 mCPR di Kabupaten Probolinggo sebesar 81,69%.
Pada tahun 2017 mCPR di Kabupaten Probolinggo mengalami
penurunan menjadi 81,06%. Pada tahun 2018 dan 2019 mCPR
kembali mengalami penurunan masing masing menjadi 80,38%
dan 74,9. Kemudian mengalami peningkatan pada 2020 menjadi
76,71%. Rendahnya mCPR disebabkan masih rendahnya
pengetahuan pasangan muda terhadap kesehatan reproduksi dan
kurangnya akses terhadap informasi yang akurat dan tepercaya

mengenai alat kontrasepsi (khususnya alat kontrasepsi modern).
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Gambar 2.105 Modern Contraceptive Prevalence Rate atau
Prevalensi Kontrasepsi Modern Kabupaten Probolinggo Tahun
2016-2020

Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan KB Kabupaten
Probolinggo, Tahun 2021

3. Unmet Need KB

Unmet Need KB adalah wanita kawin yang tidak ingin punya
anak lagi atau ingin menjarangkan kehamilan tetapi tidak
menggunakan alat/cara kontrasepsi. Tingginya angka Unmet Need
KB dalam permasalahan program KB mengindikasikan rendahnya
prevalensi kontrasepsi yang berakibat tingginya angka kelahiran
dan memicu terjadi ledakan penduduk. Capaian indikator kinerja
Unmet Need KB di Kabupaten Probolinggo pada tahun 2016-2020
mengalami kondisi yang fluktuatif. Pada tahun 2016 Unmet Need
KB mencapai 5,68% kemudian pada 2017 terjadi stagnansi
sehingga Unmet Need KB mencapai 5,68%. Pada tahun 2018 Unmet
Need KB mwngalami penurunan menjadi 5,26%, dan kembali
meningkat pada 2019 menjadi 5,88%. Capaian Unmet Need KB
mengalami peningkatan yang cukup siginifikan pada 2020
mencapai sebesar 7,1% di dikarenakan secara umum masyarakat
kurang memhami informasi dan kekhawatiran terhadap efek
samping selain itu KB Pria/ Vasektomi yang masih rendah serta

tingginya Peserta KB yang putus pakai (Drop Out).
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Gambar 2.106 Unmet Need KB Kabupaten Probolinggo Tahun
2016-2020

Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan KB Kabupaten
Probolinggo, Tahun 2021
I. Urusan Perhubungan
Perkembangan indikator kinerja pada Urusan Perhubungan
Pemerintah Daerah Kabupaten Probolinggo tahun 2015-2020 dapat
dilihat pada table sebagai berikut.

Tabel 2.36 Hasil Kinerja Urusan Perhubungan Pemerintah
Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2015-2020

Indikator Capaian Kinerja
P Kblner_]a Satuan

embangunan 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019
Daerah 2020

Jumlah ruas

jalanyang | goopah | 2,243 | 2,343 | 2,542 | 2,670 | 2,790
dilengkapi rambu 2,940

lalu lintas

Jumlah
persimpangan
jalan yang buah 1 1 2 2 2
dipasang lampu 2
trafic light

Jumlah halte
fasilitas utama
dan penunjang

terminal buah 4 3 3 3 3
penumpang 3
barang dan

kepelabuhan

Jumlah SDM

penyelenggaraan orang 60 60 60 84 84
pelayanan 84

transportasi




PERUBAHAN RPIJMD

Kabupaten Probolinggo Tahun 2018-2023 BAB 11 ” II- 141

jumlah sarana

dan prasarana uji buah 15 15 15 30 30
KIR kendaraan 30

bermotor

Jumlah area
lahan parkir
ditepi jalan buah 57 60 60 56 56
umum yang
dikelola

56

Indeks Jalan

9 - - -
Berkeselamatan % 11 13 15

Sumber: Dinas Perhubungan, Tahun 2021

1. Jumlah Ruas Jalan yang Dilengkapi Rambu Lalu Lintas

Capaian indikator jumlah ruas jalan yang dilengkapi rambu
lalu lintas di Kabupaten Probolinggo pada tahun 2015-2020
mengalami kenaikan setiap tahunnya. Pada tahun 2015, jumlah
ruas jalan yang dilengkapi rambu lalu lintas mencapai 2.243
buah dan jumlah tersebut terus mengalami peningkatan hingga
2.343 buah di tahun 2016. Pada tahun 2017, jumlah ruas jalan
yang dilengkapi rambu lalu lintas di Kabupaten Probolinggo
meningkat menjadi 2.542 buah. Pada tahun 2018, jumlah ruas
jalan yang dilengkapi rambu lalu lintas di Kabupaten Probolinggo
mengalami peningkatan menjadi 2.670 buah. Pada tahun 2019,
jumlah ruas jalan yang dilengkapi rambu lalu lintas di
Kabupaten Probolinggo terus meningkat menjadi 2.790 buah.
Dan pada tahun 2020, jumlah ruas jalan yang dilengkapi rambu
lalu lintas di Kabupaten Probolinggo mengalami peningkatan

kembali menjadi 2.940 buah.

Jumlah ruas jalan yang dilengkapi rambu lalu lintas
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Gambar 2.107 Jumlah Ruas Jalan yang Dilengkapi Rambu
Lalu Lintas Kabupaten Probolinggo Tahun 2015-2020
Sumber: Dinas Perhubungan, Tahun 2021

2. Jumlah Persimpangan Jalan yang Dipasang Lampu Traffic
Light
Capaian indikator jumlah persimpangan jalan yang dipasang
lampu traffic light di Kabupaten Probolinggo pada tahun 2015-
2020 cenderung menunjukkan peningkatan. Pada tahun 2015
dan 2016, jumlah persimpangan jalan yang dipasang lampu
traffic light di Kabupaten Probolinggo mencapai 1 buah. Pada
tahun 2017-2020, jumlah persimpangan jalan yang dipasang
lampu traffic light di Kabupaten Probolinggo mengalami

peningkatan menjadi 2 buah untuk masing-masing tahunnya.
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lampu trafic light
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Gambar 2.108 Jumlah Persimpangan Jalan yang Dipasang
Lampu Traffic Light Kabupaten Probolinggo Tahun 2015-
2020
Sumber: Dinas Perhubungan, Tahun 2021
3. Jumlah Halte Fasilitas Utama dan Penunjang Terminal

Penumpang Barang dan Kepelabuhan

Capaian indikator jumlah halte fasilitas utama dan
penunjang terminal penumpang barang dan kepelabuhan di
Kabupaten Probolinggo pada tahun 2015-2020 mengalami
penurunan. Pada tahun 2015, jumlah halte fasilitas utama dan
penunjang terminal penumpang barang dan kepelabuhan
mencapai 4 buah. Namun pada tahun 2016-2020, jumlah halte

fasilitas utama dan penunjang terminal penumpang barang dan
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kepelabuhan di Kabupaten Probolinggo mengalami penurunan

menjadi sebanyak 3 buah di setiap tahunnya.

Jumlah halte fasilitas utama dan penunjang
terminal penumpang barang dan
kepelabuhan
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Gambar 2.109 Jumlah Halte Fasilitas Utama dan Penunjang
Utama dan Penunjang Terminal Penumpang Barang dan
Kepelabuhan Kabupaten Probolinggo Tahun 2015-2020

Sumber: Dinas Perhubungan, Tahun 2021

4. Jumlah SDM Penyelenggaraan Pelayanan Transportasi
Capaian indikator jumlah SDM penyelenggaraan pelayanan
transportasi di Kabupaten Probolinggo pada tahun 2015-2020
cenderung mengalami peningkatan. Pada tahun 2015-2017,
jumlah SDM penyelenggaraan pelayanan transportasi di
Kabupaten Probolinggo adalah sebanyak 60 orang. Dan pada
tahun 2018-2020, jumlah tersebut mengalami peningkatan

menjadi sebanyak 84 orang.
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Gambar 2.110 Jumlah SDM Penyelenggaraan Pelayanan
Transportasi Kabupaten Probolinggo Tahun 2015-2020
Sumber: Dinas Perhubungan, Tahun 2021

5. Jumlah Sarana dan Prasarana Uji KIR Kendaraan Bermotor

Capaian indikator jumlah sarana dan prasarana uji KIR
kendaraan bermotor di Kabupaten Probolinggo pada tahun
2015-2020 cenderung menunjukkan peningkatan. Pada tahun
2015-2017, jumlah sarana dan prasarana uji KIR kendaraan
bermotor di Kabupaten Probolinggo adalah sebanyak 15 buah.
Dan pada tahun 2018-2020, jumlah sarana dan prasarana uji
KIR kendaraan bermotor di Kabupaten Probolinggo mengalami

peningkatan menjadi sebanyak 30 buah.

Jumlah sarana dan prasarana uji KIR
kendaraan bermotor
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Gambar 2.111 Jumlah Sarana dan Prasarana Uji KIR
Kendaraan Bermotor Kabupaten Probolinggo Tahun 2015-
2020
Sumber: Dinas Perhubungan, Tahun 2021

6. Jumlah Area Lahan Parkir di Tepi Jalan Umum yang Dikelola

e o
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Capaian indikator jumlah area lahan parkir di tepi jalan
umum yang dikelola di Kabupaten Probolinggo pada tahun 2015-
2019 mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun. Pada tahun
2015, jumlah area lahan parkir di tepi jalan umum yang dikelola
di Kabupaten Probolinggo terdapat 57 buah. Pada tahun 2016-
2017, jumlah area lahan parker di tepi jalan umum yang dikelola
di Kabupaten Probolinggo mengalami peningkatan hingga
menjadi 60 buah. Dan Pada tahun 2018-2020, jumlah area
lahan parkir di tepi jalan umum yang dikelola di Kabupaten

Probolinggo mengalami penurunan menjadi 56 buah.

Jumlah area lahan parkir ditepi jalan umum
vang dikelola
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Gambar 2.112 Jumlah Area Lahan Parkir di Tepi Jalan
Umum yang Dikelola Kabupaten Probolinggo Tahun 2015-
2020

Sumber: Dinas Perhubungan, Tahun 2021

7. Indeks Jalan Berkeselamatan
Capaian indikator indeks jalan berkeselamatan di Kabupaten
Probolinggo pada tahun 2018-2019 menglami peningkatan dari
tahun ke tahun. Pada tahun 2018, indeks jalan berkeselamatan
di Kabupaten Probolinggo mencapai 11%. Pada tahun 2019,
indeks jalan berkesalamatan Kabupaten Probolinggo mengalami
kenaikan menjadi 13%. Dan angka tersebut mengalami

kenaikan menjadi 15% di tahun 2020.
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Gambar 2.113 Indek Jalan Berkesalamatan Kabupaten
Probolinggo Tahun 2018-2020

Sumber: Dinas Perhubungan, Tahun 2021

J.Urusan Komunikasi dan Informatika

Perkembangan indikator kinerja pada bidang urusan
komunikasi dan informatika Pemerintah Daerah Kabupaten
Probolinggo tahun 2015-2020 dapat dilihat pada tabel sebagai
berikut:

Tabel 2. 37 Hasil Kinerja Bidang Urusan Komunikasi dan
Informatika Pemerintah Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun
2015-2020

Indikator

Kinerja Satua Capaian Kinerja

No

Pembanguna n 201 201

n Daerah 5 2016 | 2017 | 2018 9 2020

Komunikasi dan
Informatika

Jumlah surat
1 | kabar Buah 12 14 14 10 10 10
nasional/lokal

Jumlah
2 | penyiaran Buah 11 15 15 1 1 1
radio/TV lokal

Web site milik
3 | pemerintah Buah 1 1 1 1 1 1
daerah

4 | Pameran/expo Kali 1 1 1 1 1 1

e o
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Persentase
peningkatan
jumlah
pelaksanaan
desiminasi
informasi

% 100 100 100 100 100 100

Persentase
Pemanfaatan
6 | Website OPD, 60 65 97.91
Kecamatan
dan Desa

Persentase
Peningkatan
7 | Diseminasi 85 | 87 |97.59
Informasi
Komunikasi

Publik

Sumber: Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
Kabupaten Probolinggo, tahun 2021

1. Jumlah Surat Kabar Nasional/Lokal

Capaian indikator kinerja jumlah surat kabar nasional/lokal
di Kabupaten Probolinggo pada tahun 2015-2019 cmengalami
fluktuasi setiap tahunnya. Pada tahun 2015, jumlah surat kabar
nasional/lokal di Kabupaten Probolinggo sebanyak 12 buah. Pada
tahun 2016 dan 2017, jumlah surat kabar nasional/lokal di
Kabupaten Probolinggo meningkat menjadi sebanyak 14 buah. Dan
pada tahun 2018-2020, jumlah surat kabar nasional/lokal di

Kabupaten Probolinggo menurun menjadi 10 buah.

Jumlah surat kabar nasional/lokal
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2015 2016 2017 2018 2019 2020
==@==Jumlah surat kabar nasional/lokal
Gambar 2.114 Jumlah Surat Kabar Nasional/Lokal Kabupaten
Probolinggo Tahun 2015-2020

Sumber: Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
Kabupaten Probolinggo, tahun 2021

2. Jumlah Penyiaran Radio/TV Lokal
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Capaian indikator kinerja jumlah penyiaran radio/TV lokal di
Kabupaten Probolinggo pada tahun 2015-2019 mengalami fluktuasi
setiap tahunnya. Pada tahun 2015, jumlah penyiaran radio/TV
lokal di Kabupaten Probolinggo sebanyak 11 buah. Pada tahun
2016 dan 2017, jumlah penyiaran radio/TV lokal di Kabupaten
Probolinggo mengalami peningkatan menjadi 15 buah. Pada tahun
2018-2020, jumlah penyiaran radio/TV lokal di Kabupaten

Probolinggo menurun menjadi 1 buah.

Jumlah penyiaran radio/TV lokal
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Gambar 2.115 Jumlah Penyiaran Radio/TV Lokal Kabupaten
Probolinggo Tahun 2015-2020
Sumber: Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
Kabupaten Probolinggo, tahun 2021
3. Web Site Milik Pemerintah Daerah
Capaian indikator kinerja web site milik Pemerintah Daerah

Kabupaten Probolinggo pada tahun 2015 s/d tahun 2020 sebanyak
1 buah.

Website Milik pemerintah daerah
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Gambar 2.116 Web Site Milik Pemerintah Daerah Kabupaten
Probolinggo Tahun 2015-2020
Sumber: Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
Kabupaten Probolinggo, tahun 2021

4. Pameran/Expo
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Capaian indikator kinerja pameran/expo di Kabupaten
Probolinggo pada tahun 2015 s/d tahun 2020 telah dilakukan
sebanyak 1 kali.

Pameran/Expo
1,5
1 1 1 1 1 1
1
0
2015 2016 2017 2018 2019 2020

Gambar 2.117 Pameran/Expo Kabupaten Probolinggo Tahun
2015-2020

Sumber: Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian di
Kabupaten Probolinggo, tahun 2021
5. Persentase Peningkatan Jumlah Pelaksanaan Desiminasi
Informasi
Capaian indikator kinerja persentase peningkatan jumlah
pelaksanaan desiminasi informasi di Kabupaten Probolinggo pada

tahun 2015-2020 telah tercapai 100%.

Persentase Peningkatan jumlah pelaksanaan
desiminasi informasi

100 100 100 100 100 100

2015 2016 2017 2018 2019 2020

150
100
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Gambar 2.118 Persentase Peningkatan Jumlah Pelaksanaan
Desiminasi Informasi Kabupaten Probolinggo Tahun 2015-
2020
Sumber: Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian di
Kabupaten Probolinggo, tahun 2021
6. Persentase Pemanfaatan Website OPD, Kecamatan dan Desa

Capaian indikator kinerja persentase pemanfaatan website
OPD, Kecamatan, dan Desa untuk tahun 2018-2020 mengalami
trend fluktuatif, dengan tahun 2018 capaian kinerja persentase
pemanfaatan website OPD, Kecamatan, dan Desa Kabupaten

Probolinggo sebesar 60%. Pada tahun 2019 capaian kinerja

persentase pemanfaatan website OPD, Kecamatan, dan Desa
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Kabupaten Probolinggo mengalami peningkatan menjadi 65%.
Dan pada tahun 2020 capaian kinerja persentase pemanfaatan
website OPD, Kecamatan, dan Desa Kabupaten Probolinggo

mengalami kenaikan yang signifikan sebesar 97.91%.

Persentase Pemanfaatan Website OPD,
Kecamatan, dan Desa
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20

97,91
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Gambar 2.119 Persentase Pemanfaatan Website OPD,
Kecamatan dan Desa Kabupaten Probolinggo Tahun 2018-2020
Sumber: Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian di

Kabupaten Probolinggo, tahun 2021

7. Persentase Peningkatan Diseminasi Informasi Komunikasi
Publik
Capaian indikator kinerja Persentase Peningkatan Diseminasi
Informasi Publik pada tahun 2018-2020 cenderung mengalami
peningkatan tiap tahun. Pada tahun 2018 capaian indikator
kinerja Persentase Peningkatan Diseminasi Informasi Publik
Kabupaten Probolinggo sebesar 85%. Pada tahun 2019 2018
capaian indikator kinerja Persentase Peningkatan Diseminasi
Informasi Publik Kabupaten Probolinggo mengalami peningkatan
menjadi 87%. Dan pada tahun 2020 2018 capaian indikator

kinerja Persentase Peningkatan Diseminasi Informasi Publik

Kabupaten Probolinggo mengalami peningkatan kembali menjadi

97.59%.
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Prosentase Peningkatan Diseminasi Informasi
Komunikasi Publik
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Gambar 2.120 Persentase Peningkatan Diseminasi Informasi
Komunikasi Publik Kabupaten Probolinggo Tahun 2018-2020
Sumber: Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian di
Kabupaten Probolinggo, tahun 2021

K.Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Perkembangan indikator kinerja pada Dinas Koperasi dan

Usaha Mikro Pemerintah Daerah Kabupaten Probolinggo tahun
2015-2020 dapat dilihat pada table sebagai berikut:

Tabel 2.38 Hasil Kinerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
Pemerintah Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2015-2020

Indikator Capaian Kinerja

Kinerja Satuan

Pembangunan 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020
Daerah

Persentase
pertumbuha

n wirausaha
baru % - - - 11 12 15

Persentase
usaha mikro
naik kelas % - - - 0 2 3

Persentase
Koperasi
aktif %

77.3 | 79.6 | 81.2 | 81.6 | 83.4 | 83,7
1 7 7 §) 8 3

Sumber: Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Tahun 2021

1. Persentase Pertumbuhan Wirausaha Baru
Capaian indikator jumlah persentase pertumbuhan
wirausaha baru di Kabupaten Probolinggo pada tahun 2015-
2020 mengalami kenaikan setiap tahunnya walaupun
presentasenya masih cenderung rendah. Pada tahun 2018,

jumlah persentase pertumbuhan wirausaha baru di Kabupaten
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2.

Probolinggo mencapai 11 persen dan mengalami kenaikan
menjadi 12 persen di tahun 2019. Kemudian pada tahun 2020,
kembali mengalami peningkatan menjadi 15 persen. Rendahnya
persentase pertumbuhan wirausaha baru disebabkan karena
berbagai hal seperti kelemahan dalam memperoleh dan
memperbesar pangsa pasar, kelemahan dalam struktur
permodalan, keterbatasan memperoleh jalur terhadap sumber-
sumber permodalan, serta kelemahan pada bidang organisasi

dan manajemen sumber daya manusia.

Persentase Pertumbuhan Wirausaha Baru

12

2018 2019 2020

Gambar 2.121 Jumlah Persentase Pertumbuhan Wirausaha
Baru Kabupaten Probolinggo Tahun 2018-2020
Sumber: Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Tahun 2021

Persentase Usaha Mikro Naik Kelas

Capaian indikator jumlah persentase usaha mikro naik kelas
di Kabupaten Probolinggo pada tahun 2019 adalah sebesar 2
persen. Pada tahun 2020, mengalami peningkatan menjadi 3
persen. Rendahnya persentase usaha mikro naik kelas
disebabkan karena keterbatasan jaringan usaha Kerjasama
antar pengusaha kecil, iklim usaha yang kurang kondusif,
pembinaan yang dilakukan masih kurang terpadu serta
kurangnya kepercayaan dan kepedulian masyarajat terhadap
usaha kecil. Maka dari itu diperlukan sinergitas yang lebih kuat

dari seluruh pemangku kepentingan dalam membantu UMKM.
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Presentase Usaha Mikro Naik Kelas
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Gambar 2.122 Jumlah Persentase Usaha Mikro Naik Kelas
Kabupaten Probolinggo Tahun 2019-2020

Sumber: Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Tahun 2021

3. Persentase Koperasi Aktif

Capaian indikator jumlah persentase usaha koperasi aktif di
Kabupaten Probolinggo pada tahun 2015-2020 mengalami
kenaikan pada setiap tahunnya. Pada tahun 2015, persentase
koperasi aktif di Kabupaten Probolinggo adalah sebesar 77,31%.
Pada tahun 2016, persentase koperasi aktif di Kabupaten
Probolinggo mengalami peningkatan menjadi 79,67%. Pada
tahum 2017, persentase koperasi aktif di Kabupaten Probolinggo
meningkat menjadi 81,27%. Pada tahun 2018, persentase
koperasi aktif di Kabupaten Probolinggo kembali naik menjadi
81,66%. Pada tahun 2019, persentase koperasi aktif di
Kabupaten Probolinggo terus mengalami kenaikan menjadi
83,48%. Kemudian pada tahun 2020 kembali megalami
kenaikan menjadi 83,73%. Kenaikan persentase koperasi aktif
didukung oleh pembinaan revitalisasi koperasi dan juga

pendirian koperasi baru.

Persentase Koperasi Aktif
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Gambar 2.123 Persentase Koperasi Aktif Kabupaten
Probolinggo Tahun 2015-2020

Sumber: Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Tahun 2021
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L. Urusan Penanaman Modal
Perkembangan indikator kinerja pada bidang urusan
penanaman modal Pemerintah Daerah Kabupaten Probolinggo

tahun 2015-2020 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut

Tabel 2.39 Hasil Kinerja Bidang Urusan Penanaman Modal
Pemerintah Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2015-2020

Indikator Capaian Kinerja

Kinerja Satuan

Pembanguna 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020
n Daerah

No

1. | Jumlah
investor
berskala Investor | 20 24 25 23 28 27
nasional

(PMDN/PMA)

2. | Jumlah nilai
investasi R
berskala (Trﬂfl’m) 2.105 |4.172 12.062 |5 097 [8.246 |3.726
nasional

(PMDN/PMA)

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Probolinggo,
Tahun 2020

1. Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA)

Capaian indikator kinerja jumlah investor berskala nasional
(PMDN/PMA) di Kabupaten Probolinggo pada tahun 2015-2020
mengalami kondisi yang fluktuatif pada setiap tahunnya. Pada
tahun 2015 jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA) di
Kabupaten Probolinggo berjumlah 20 investor. Pada tahun 2016
berjumlah 24 investor, sedangkan pada tahun 2017 jumlah investor
berskala nasional (PMDN/PMA) di Kabupaten Probolinggo
mengalami peningkatan menjadi 25 investor. Sedangkan untuk
tahun 2018, jumla investor berskala nasional (PMDN/PMA) di
Kabupaten Probolinggo mengalami penurunan menjad 23 investor.
Pada tahun 2019, Kembali mengalami peningkatan menjadi 28
investor dan pada tahun 2020 mengalami penurunan menjadi 27
investor. Faktor penghambat yang menyebabkan menurunnya

jumlah investor berkala nasional (PMDN/PMA) yaitu adanya
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pandemic Covid-19 serta revisi regulasi tata ruang yang belum
update. Berikut merupakan data terkait capaian jumlah investor

berskala nasional di Kabupaten Probolinggo.

Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)
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Gambar 2.124 Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA)
Kabupaten Probolinggo Tahun 2015-2020
Sumber: Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Probolinggo,
Tahun 2021
2. Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA)

Salah satu indikator meningkatnya kondisi ekonomi suatu
daerah adalah nilai investasi industri, dengan melaksanakan
program dan kegiatan dalam rangka peningkatan investasi
dimaksud. Capaian indikator kinerja jumlah nilai investasi berskala
nasional (PMDN/PMA) di Kabupaten Probolinggo pada tahun 2015-
2020 mengalami kondisi yang fluktuatif. Pada tahun 2015 jumlah
nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA) di Kabupaten
Probolinggo sebesar Rp. 2.105 Triliun. Pada tahun 2016 jumlah
nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA) di Kabupaten
Probolinggo mengalami peningkatan menjadi Rp. 4.172 Triliun.
Pada tahun 2017, nilai investasi PMA mengalami penurunan hingga
mencapai angka 2.062 trilliun rupiah. Namun pada tahun 2018,
nilai investasi PMA mulai mengalami peningkatan menjadi 2.097
Triliun. Begitupun pada tahun 2019, dimana nilai investasi PMA
kembali mengalami peningkatan yang cukup signifikan hingga
mencapai 8.246 Triliun. Kemudian pada tahun 2020, jumlah nilai
investasi berskala nasional PMDN/PMA kembali mengalami
penurunan menjadi 3.726 Triliun. Untuk lebih rinci terkait
perkembangan nilai PMA/PMDN Kabupaten Probolinggo pada
tahun 2015 hingga 2020 dapat dilihat pada tabel berikut.
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Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA)
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Gambar 2.125 Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional
(PMDN/PMA) Kabupaten Probolinggo Tahun 2015-2020

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Probolinggo,
Tahun 2021
M. Urusan Kepemudaan dan Olahraga
Perkembangan indikator kinerja pada bidang urusan
kepemudaan dan olahraga Pemerintah Daerah Kabupaten
Probolinggo tahun 2015-2020 dapat dilihat pada tabel sebagai
berikut:

Tabel 2.41 Hasil Kinerja Bidang Urusan Kepemudaan dan
Olahraga Pemerintah Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun
2015-2019

Indikator Capaian Kinerja

Kinerja Satua
201 201

Pembangunan n 2015 6 2017 | 2018 it 2020
Daerah

No

Kepemudaan dan Olahraga

1. | Persentase %o
pemuda 0.01
berprestasi yang 9

dibina

7,46 | - ; ; ;

2. | Persentase atlet % 11,1
berprestasi yang 7
dibina

9,20 - -

3. Persentase %
pemuda yang - - 0.06 0.08 _ _
dibina

4. | Persentase atlet % 12.7 | 12.8
yang dibina 6 4

5. | Jumlah pemuda Orang - - - 332

yang dibina 396 488
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6. | Jumlah atlet Orang i} i, . 396

yang dibina 396 399

Sumber: Dinas Pemuda Olahraga, Budaya dan Pariwisata

Kab.Probolinggo, Tahun 2021

1. Persentase Pemuda Berprestasi yang Dibina

Capaian indikator persentase pemuda yang dibina di
Kabupaten Probolinggo pada tahun 2015 adalah sebesar 0,019%.
Pada tahun 2016, capaian kinerja pemuda berprestasi yang dibina
meningkat dengan sangat signifikan yaitu sebesar 7,46%. Lalu
untuk tahun 2017 hingga saat ini, indikator peresentase pemuda
berprestasi yang dibina tidak digunakan lagi sehingga tidak

dilakukan perhitungannya.

Pemuda Berprestasi yang Dibina
7,46

0,019

o N B OO

2015 2016

Gambar 2.126 Persentase Pemuda Berprestasi yang Dibina
Kabupaten Probolinggo Tahun 2015-2016
Sumber: Dinas Pemuda Olahraga, Budaya dan Pariwisata
Kab.Probolinggo, Tahun 2021

2. Persentase Atlet Berprestasi yang Dibina

Capaian indikator persentase atlet yang dibina di Kabupaten
Probolinggo pada tahun 2015-2016 mengalami penurunan. Pada
tahun 2015, persentase atlet yang dibina di Kabupaten Probolinggo
adalah sebesar 11,17%. Pada tahun 2016, persentase atlet yang
dibina di Kabupaten Probolinggo menurun menjadi sebesar 9,20%.
Lalu untuk tahun 2017 hingga saat ini, indikator peresentase atlet
berprestasi yang dibina tidak digunakan lagi sehingga tidak

dilakukan perhitungannya.
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Gambar 2.127 Persentase Atlet Berprestasi yang Dibina
Kabupaten Probolinggo Tahun 2015 dan 2016
Sumber: Dinas Pemuda Olahraga, Budaya dan Pariwisata
Kab.Probolinggo, Tahun 2021

3. Persentase Pemuda yang Dibina

Capaian indikator persentase atlet yang dibina di Kabupaten
Probolinggo pada tahun 2017-2018 mengalami kenaikan, dari yang
semula 0,06% menjadu 0,08% di tahun 2018. Lalu untuk tahun
2019 hingga saat ini, indikator peresentase pemuda yang dibina

tidak digunakan lagi sehingga tidak dilakukan perhitungannya.

Persentase pemuda yang dibina
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Gambar 2.128 Persentase Pemuda yang Dibina
Kabupaten Probolinggo Tahun 2017 dan 2018
Sumber: Dinas Pemuda Olahraga, Budaya dan Pariwisata
Kab.Probolinggo, Tahun 2021

4. Persentase Atlet yang Dibina

Capaian indikator persentase atlet yang dibina di Kabupaten
Probolinggo pada tahun 2017 dan 2018 mengalami kenaikan, yaitu
dari yang semula 12,76% menjadi 12,84%. Lalu untuk tahun 2018

e o
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hingga saat ini, indikator peresentase atlet yang dibina tidak

digunakan lagi sehingga tidak dilakukan perhitungannya.

Persentase atlet yang dibina

12,86 12,84
12,84

12,82
12,8

12,78 12,76
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Gambar 2.129 Persentase Atlet yang Dibina
Kabupaten Probolinggo Tahun 2017 dan 2018

Sumber: Dinas Pemuda Olahraga, Budaya dan Pariwisata

Kab.Probolinggo, Tahun 2021
5. Persentase Pemuda yang Dibina

Capaian indikator persentase pemuda yang dibina di
Kabupaten Probolinggo pada tahun 2019 adalah sebanyak 332%.
Pada tahun 2020, capaian indikator pemuda yang dibina meningkat

menjadi 488%.

Pemuda yang Dibina
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488
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Gambar 2.130 Persentase Atlet Berprestasi yang Dibina
Kabupaten Probolinggo Tahun 2019 dan 2020

Sumber: Dinas Pemuda Olahraga, Budaya dan Pariwisata

Kab.Probolinggo, Tahun 2021
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6. Jumlah Atlet yang Dibina

Capaian indikator persentase atlet yang dibina di Kabupaten
Probolinggo pada tahun 2019 adalah sebanyak 396 orang dan
mengalami peningkatan pada tahun 2020 mengalami peningkatan

menjadi 399 orang.

Atlet yang Dibina

400 399
399
398
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Gambar 2.131 Persentase Atlet Berprestasi yang Dibina
Kabupaten Probolinggo Tahun 2019 dan 2020

Sumber: Dinas Pemuda Olahraga, Budaya dan Pariwisata

Kab.Probolinggo, Tahun 2021

N. Urusan Kebudayaan
Perkembangan indikator kinerja pada bidang urusan
kebudayaan Pemerintah Daerah Kabupaten Probolinggo tahun

2016-2020 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.42 Hasil Kinerja Bidang Urusan Kebudayaan
Pemerintah Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2016-2020

Indikator Capaian Kinerja
Kinerja
No Pembangunan Satuan | 201 | 201 | 201 | 201 | 202
Daerah 6 7 8 9 0
1. | Penyelenggaraa .
n festival seni Kali 16 18 19 20 6
dan budaya
2. | Jumlah |
kelompok seni Kelompo 14
dan budaya k 9 15 15 0

yang dibina

Sumber :Dinas Pemuda Olahraga, Budaya dan Pariwisata Kab.
Probolinggo Tahun 2021
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1. Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya

Penyelenggaraan festival seni dan budaya ini merupakan
bentuk tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Probolinggo
terhadap pembangunan, pengembangan, pelestarian serta
pengelolaan kekayaan dan keragaman nilai budaya yang ada di
masyarakat. Capaian indikator kinerja penyelenggaraan festival
seni dan budaya di Kabupaten Probolinggo pada tahun 2016-2020
mengalami peningkatan pada setiap tahunnya. Pada tahun 2016
penyelenggaraan festival seni dan budaya di Kabupaten Probolinggo
sebanyak 16 kali. Pada tahun 2017 penyelenggaraan festival seni
dan budaya di Kabupaten Probolinggo sebanyak 18 kali. Pada tahun
2018 penyelenggaraan festival seni dan budaya di Kabupaten
Probolinggo sebanyak 19 kali. Pada tahun 2019 penyelenggaraan
festival seni dan budaya sebanyak 20 kali, sedangkan pada tahun
2020 hanya diselenggarakan sebanyak 6 kali dikarenakan pandemi
Covid-19.

Penyelenggaraan festival seni dan budaya

30
20 16 18 + -
-1 1 b 0.
0 ]
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Gambar 2.132 Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya
Kabupaten Probolinggo Tahun 2016-2020

Sumber: Dinas Pemuda Olahraga, Budaya dan Pariwisata Kab.
Probolinggo Tahun 2021

2. Jumlah Kelompok Seni dan Budaya yang Dibina

Capaian indikator kinerja jumlah kelompok seni dan budaya
yang dibina di Kabupaten Probolinggo pada tahun 2016-2020
mengalami peningkatan pada setiap tahunnya. Pada tahun 2016
jumlah kelompok seni dan budaya yang dibina di Kabupaten
Probolinggo berjumlah 9 kelompok. Pada tahun 2017 jumlah
kelompok seni dan budaya yang dibina di Kabupaten Probolinggo
berjumlah 14 kelompok. Pada tahun 2018 dan 2019 jumlah
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kelompok seni dan budaya yang dibina di Kabupaten Probolinggo
berjumlah 15 kelompok. Namun pada 2020 tidak ada kelompok seni
yang dibina dikarenakan pandemi Covid-19. Meskipun jumlah
kelompok seni dan budaya yang dibina mengalmi peningkatan
namun dukungan yang dilakukan belum dilakukan secara
maksimal terhadap kelompok seni dan budaya yang ada, baik
berupa pembinaan, wadah untuk mengapresiasikan seni dan

budaya daerah, serta sarana prasarana seni budaya.

Jumlah kelompok seni dan budaya yang dibina
20
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Gambar 2.133 Jumlah Kelompok Seni dan Budaya yang Dibina
Kabupaten Probolinggo Tahun 2016-2020

Sumber: Dinas Pemuda Olahraga, Budaya dan Pariwisata Kab.
Probolinggo Tahun 2021

O.Urusan Perpustakaan
Perkembangan indikator kinerja pada bidang urusan
perpustakaan Pemerintah Daerah Kabupaten Probolinggo tahun

2016-2020 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.43 Hasil Kinerja Bidang Urusan Perpustakaan
Pemerintah Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2016-2020

Indikator Capaian Kinerja
Kinerja
No Satuan
Pembangunan 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020
Daerah
Jumlah
1 pengunjung Orang 40.43 58.42 39.18 40.61 6.216
" | perpustakaan 5 8 0 7
daerah
Koleksi buku
5 |vang tersedia di Buku 39.38 | 40.38 | 41.38 | 56.84 | 58.41
" | perpustakaan S S 5 5 7
daerah
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Jumlah
pustakawan,
3 tenaga teknis, Orang 1 1 2 2
" | dan penilai yang
memiliki
sertifikat

Jumlah
4 Perpustakaan Buah 5 10 25
" | (sekolah/Ponpes
/Desa)

45

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Probolinggo,
Tahun 2021

1. Jumlah Pengunjung Perpustakaan Daerah

Capaian indikator kinerja jumlah pengunjung perpustakaan
daerah di Kabupaten Probolinggo tahun 2016-2020 mengalami
kondisi yang fluktuatif. Pada tahun 2016 jumlah pengunjung
perpustakaan daerah di Kabupaten Probolinggo sebanyak 40.435
orang. Pada tahun 2017 jumlah pengunjung perpustakaan daerah
di Kabupaten Probolinggo sebanyak 58.428 orang. Pada tahun
2018, jumlah pengunjung perpustakaan daerah di Kabupaten
Probolinggo mengalami peningkatan menjadi 86.678 orang. Pada
tahun 2019, jumlah pengunjung perpustakaan daerah di
Kabupaten Probolinggo menurun menjadi 68.170 orang. Pada

tahun 2020 meningkat menjadi 79.194.

Jumlah Pengunjung Perpustakaan Daerah
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58,428 68,17
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Gambar 2.134 Jumlah Pengunjung Perpustakaan Daerah
Kabupaten Probolinggo Tahun 2016-2020
Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten
Probolinggo, Tahun 2021
2. Koleksi Buku Yang Tersedia Di Perpustakaan Daerah
Capaian indikator kinerja koleksi buku yang tersedia di

perpustakaan daerah di Kabupaten Probolinggo pada tahun 2016-
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2020 mengalami peningkatan tiap tahunnya. Pada tahun 2016
koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah di Kabupaten
Daerah mengalami peningkatan menjadi 39.385 buku. Pada tahun
2017 koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah di
Kabupaten Probolinggo mengalami penurunan menjadi 40.385
buku. Pada tahun 2018, koleksi buku yang tersedia di
perpustakaan daerah di Kabupaten Probolinggo mengalami
peningkatan menjadi 41.385 buku. Pada tahun 2019, koleksi buku
yang tersedia di perpustakaan daerah di Kabupaten Probolinggo
naik menjadi 56.845 buku. Kemudian pada tahun 2020 mengalami
kenaikan menjadi 58.417.

Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah
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Gambar 2.135 Koleksi Buku Yang Tersedia Di Perpustakaan
Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2016-2020
Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten
Probolinggo, Tahun 2021
3. Jumlah Pustakawan, Tenaga Teknis, dan penilai yang

Memiliki Sertifikat
Adapun jumlah pustakawan, tenaga teknis dan penilai yang
memiliki sertifikat di Kabupaten Probolinggo pada tahun 2016-2017
hanya 1 orang saja. Pada tahun 2018-2020, jumlah pustakawan,
tenaga teknis dan penilai yang memiliki sertifikat di Kabupaten

Probolinggo mengalami peningkatan menjadi 2 orang.
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Jumlah pustakawan, tenaga teknis, dan penilai yang
memiliki sertifikat
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Gambar 2.136 Jumlah Pustakawan, Tenaga Teknis, dan Penilai
yang Memiliki Sertifikat Kabupaten Probolinggo Tahun 2016-
2020
Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten
Probolinggo, Tahun 2021

4. Jumlah Perpustakaan (Sekolah/Ponpes/Desa)

Capaian indikator kinerja  jumlah perpustakaan
(sekolah/ponpes/desa) di Kabupaten Probolinggo pada tahun 2015-
2017 mengalami peningkatan di setiap tahunnya. Pada tahun 2016,
jumlah perpustakaan (sekolah/ponpes/desa) sebanyak 300
perpustakaan. Pada tahun 2017, jumlah perpustakaan
(sekolah/ponpes/desa) sebanyak 345 perpustakaan.Pada tahun
2018, jumlah perpustakaan (sekolah/ponpes/desa) mengalami
peningkatan menjadi 355 perpustakaan. Pada tahun 2019, jumlah
perpustakaan (sekolah/ponpes/desa) kembali naik menjadi 370
perpustakaan. Kemudian di tahun 2020 meningkat menjadi 385

perpustakaan.

Jumlah Perpustakaan (sekolah/Ponpes/Desa)
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Gambar 2.137 Jumlah Perpustakaan (Sekolah/Ponpes/Desa)
Kabupaten Probolinggo Tahun 2016-2020
Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten
Probolinggo, Tahun 2021
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P.Urusan Kearsipan
Perkembangan indikator kinerja pada bidang urusan
kearsipan Pemerintah Daerah Kabupaten Probolinggo tahun 2016-

2020 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.44 Hasil Kinerja Bidang Urusan Kearsipan
Pemerintah Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2016-2020

Indikator Capaian Kinerja

Kinerja
Satuan
Pembangunan 2016 | 2017 | 2018 | 2019 2020
Daerah

No

1. | Persentase
Perangkat
Daerah yang
menerapkan
arsip secara
baku

% 9%, 18% | 27% | 36% 36%

2. | Peningkatan
SDM pengelola Orang 0
kearsipan

603 130 420 0

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Probolinggo,
tahun 2021
1. Persentase Perangkat Daerah Yang Mengelola Arsip Secara
Baku

Capaian indikator kinerja persentase perangkat daerah yang
mengelola arsip secara baku di Kabupaten Probolinggo pada tahun
2016-2020 mengalami peningkatan di setiap tahunnya. Pada tahun
2016, persentase perangkat daerah yang mengelola arsip secara
baku di Kabupaten Probolinggo sebesar 9%. Pada tahun 2017,
persentase perangkat daerah yang mengelola arsip secara baku di
Kabupaten Probolinggo sebesar 18%. Pada tahun 2018, persentase
perangkat daerah yang mengelola arsip secara baku di Kabupaten
Probolinggo meningkat mejadi 27%. Pada tahun 2019 dan 2020,
persentase perangkat daerah yang mengelola arsip secara baku di

Kabupaten Probolinggo kembali naik menjadi 36%.
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Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip
secara baku
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Gambar 2.138 Persentase Perangkat Daerah Yang Mengelola
Arsip Secara Baku Kabupaten Probolinggo Tahun 2016-2020
Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten
Probolinggo, Tahun 2021

2. Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan

Capaian indikator kinerja peningkatan SDM pengelola
kearsipan di Kabupaten Probolinggo pada tahun 2016-2020
menunjukkan tren yang fluktuatif. Kemudian pada tahun 2016,
peningkatan SDM pengelola kearsipan di Kabupaten Probolinggo
meningkat menjadi 150 orang. Pada tahun 2017, peningkatan SDM
pengelola kearsipan di Kabupaten Probolinggo menjadi 166 orang.
Pada tahun 2018, peningkatan SDM pengelola kearsipan di
Kabupaten Probolinggo menurun menjadi 130 orang. Pada tahun
2019, peningkatan SDM pengelola kearsipan di Kabupaten
Probolinggo mengalami peningkatan menjadi 144 orang. Kemudian
pada tahun 2020 tidak terdapat kegiatan peningkatan SDM

pengelola dikarenkan adanya refocussing anggaran.

Peningkatan SDM pengelola kearsipan
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Gambar 2.139 Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan
Kabupaten Probolinggo Tahun 2016-2020

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten
Probolinggo, Tahun 2021
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2.3.2 Fokus Layanan Urusan Pemerintah Piihan

Analisis kinerja atas layanan wurusan pilihan dilakukan
terhadap indikator-indikator kinerja penyelenggaraan urusan
pilihan Pemerintah Daerah Kabupaten Probolinggo, yaitu bidang

urusan:

A.Urusan Pariwisata
Perkembangan indikator kinerja pada bidang urusan
pariwisata Pemerintah Daerah Kabupaten Probolinggo tahun 2015-

2020 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.45 Hasil Kinerja Bidang Urusan Pariwisata Pemerintah
Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2015-2020

Indikator Capaian Kinerja
N Kinerja Satua
o | Pembangunan n 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020
Daerah

1. | Persentase
Peningkatan % 23,1| 12,5| 45,0| 26,6 | 16,4 489
Kunjungan 0] 8 3 2 2 ’
Wisata

2. | Data Objek
Tujuan Objek 6 6 6 9 9 10
Wisata

Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Probolinggo,

2021

1. Persentase Kunjungan Wisata

Capaian indikator kinerja persentase peningkatan kunjungan
wisata di Kabupaten Probolinggo pada tahun 2015-2020 mengalami
kondisi yang fluktuatif. Pada tahun 2015 persentase peningkatan
kunjungan wisata di Kabupaten Probolinggo sebesar 23,10%, pada
tahun 2016 turun menjadi sebesar 12,58%, kemudian di tahun
2017 meningkat tinggi menjadi sebesar 45,03%. Namun di tahun
2018 persentase peningkatan kunjungan wisata di Kabupaten
Probolinggo menurun menjadi sebesar 26,62% dan kembali
menurun di tahun 2019 menjadi sebesar 16,42%. Penurunan juga
kembali terjadi pada tahun 2020 menjadi -48,2%. Berikut gambar

dibawah ini menunjukkan grafik fluktuatif dari persentase
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peningkatan kunjungan wisata di Kabupaten Probolinggo pada

tahun 2015 hingga 2020.

60
23,1 45,03

40 26,62

50 12,58 - 16,42

0 ] | ]
220 2015 2016 2017 2018 2019
-40
-60 -48,2

Gambar 2.140 Persentase Peningkatan Kunjungan Wisata
Kabupaten Probolinggo Tahun 2015-2020

Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Probolinggo,
Tahun 2021

2. Data Objek Tujuan Wisata

Capaian indikator kinerja data objek tujuan wisata di
Kabupaten Probolinggo pada tahun 2015-2020 mengalami
peningkatan. Pada tahun 2015 hingga 2018 objek tujuan wisata di
Kabupaten Probolinggo ada sebanyak 6 objek. Pada tahun 2018 dan
2019 objek tujuan wisata di Kabupaten Probolinggo meningkat
menjadi 9 objek. Lalu, pada tahun 2020 objek tujuan wisata di

Kabupaten Probolinggo mengalami peningkatan sehingga menjadi

10 objek.
Data Objek Tujuan Wisata di Probolinggo
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Gambar 2.141 Data Objek Wisata Kabupaten Probolinggo
Tahun 2015-2020

Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Probolinggo,
Tahun 2021
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B.Urusan Pertanian

Perkembangan indikator kinerja pada bidang urusan
pertanian dan ketahanan pangan Pemerintah Daerah Kabupaten
Probolinggo tahun 2015-2020 dapat dilihat pada tabel sebagai
berikut:

Tabel 2.46 Hasil Kinerja Bidang Urusan Pertanian Pemerintah
Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2015-2020

Indikator Kinerja Capaian Kinerja
Satua
No Pembangunan n
Deam 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Pertanian
1. Kontribusi %
subkategori
Pertanian,
Peternakan,
Perburuan dan
Jasa Pertanian 83,51 83,88 82,42 81,52 81,39 81,96
terhadap nilai
tambah kategori
Pertanian,
Kehutanan dan
Perikanan (PDRB)
2. Kontribusi %
subkategori
Perikanan
terhadap nilai
p . 12,35 12,60 13,87 14,72 14,75 14,5
tambah kategori
Pertanian,
Kehutanan dan
Perikanan (PDRB)
3 Padi (GKG) Ton 354121 | 365650 | 312.127 | 286.828 | 292.338 | 259.572
4 Jagung Ton 247316 | 955913 | 256.237 | 189.566 | 153.762 | 187.113
5 Ubi Kayu Ton 102.870 93.219 52.700 52.920 33.322 22.838
6. Kedele Ton 477 91,8 23,9 961 883,9 25.056
4,441
7 Alpokat Ton 3,622 2,877 2,114 1,594 3,827
8 Bawang Merah Ton 49.023 44.734 50.632 56.060 66.852 84,540
9 Bawang Daun Ton 14.213 39.079,7 | 20.298,6 | 20.681,5 | 14.606,1 | 25.259,8
10. | Kentang Ton 41,054 32,949 49,054 25,266 26,221 60,573
11. | Kubis Ton 17,893 33,132 45,387 22,055 26,995 39,251
25.074
10. | Mangga Ton 22.911 22.675 26.118 102.402 | 177.784
768,5
11. | Pepaya Ton 859,7 653,2 1.014,8 1.521,3 2.90
12. | Pisang 12.494,
Ton 5 14.223,2 | 11.149,3 | 25.139,6 | 67.973,1 | 56.892,9
13. | Semangka Ton 501,6 1.182,7 1.305,4 1.002,1 402,2 655,7
14. | Cabe rawit Ton 1.389 2.160 5.078 10.535 17.626 36.569
15. | Cabe merah Ton 1.581 1.412 1.959 1.291 2.525 5.135
16. | Tebu Ton 171.364 171.364 155.260 127.672 106.350 93.388
10.026
17. | Tembakau Ton 9.716 12.844 12.455 16.215 5.449
18. | Cengkeh Ton 57,6 81,1 70 438 438,4 434,4
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Indikator Kinerja Capaian Kinerja
Satua
No Pembangunan n
Daerah 2015 2016 2017 2018 2019 2020
19. | Kapuk Randu Ton 119,9 190,1 1.324 1.164 579,3 738,5
20. | Kelapa Ton 1.115,4 752,7 1.030,1 1.461,1 1.475,5 1.984,3
21. | Kopi Ton 1.302 1.550 3,822 2.063 3.074 4.024
16. | Ketersediaan dan 63
63 23 0 101.038 | 101.668
Cadangan Ton
17. | Pola Pangan 74
o 69 77,2 77,2 74,5 74,7
Harapan %0
18. | Jumlah populasi
ternak
. 256.249
1. Sapi Potong ekor 262.408 | 265.032 | 266.857 | 275.764 | 312.983
2. Sapi Perah ekor 6.011 6.750 6.818 6.653 6.790 6.249
. 58.598
3. Kambing ekor 61.646 62.262 67.489 43.560 59.858
77.487
4. Domba ekor 72.789 73.517 73.109 64.917 69.894
2'80743'2 3.302.72 | 3.487.48 | 3.364.30 | 6.297.48 | 4.966.55
5. Ayam Ras ekor 1 6 0 1 4
664.937
6. Ayam Buras ekor 638.972 | 645.362 | 647.125 | 644.789 | 633.929
7. Itik/Bebek ekor 90.611 133.554 | 154.586 | 150.796 | 115.022 | 96.767
19. | Jumlah Produksi
Peternakan
3'35008'9 3.455.94 | 3.490.50 | 3.074.94 | 4.987.73 | 2.743.32
1. Telur Kg 1 0 9 7 9
120'(1);3' 11.691.4 | 11.808.3 | 11.781.5 | 8.856.79 | 10.902.8
2. Susu Kg 18 32 31 9 89
2‘92816‘6 3.063.57 | 3.094.20 | 3.033.57 | 3.829.28 | 3.126.16
3. Daging Kg 2 8 0 6 3

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, Dinas Peternakan
dan Kesehatan Hewan, BPS Kabupaten Probolinggo, Tahun
2021
1. Kontribusi subkategori Pertanian, Peternakan, Perburuan
dan Jasa Pertanian terhadap nilai tambah kategori
Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (PDRB)

Dalam pembentukan PDRB kabupaten Probolinggo pada
tahun 2020 peranan terbesar dihasilkan oleh lapangan usaha
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; yaitu mencapai 33,72 persen
(angka ini terus menurun dari 38,26 persen di tahun 2015).
Subkategori usaha Pertanian, Peternakan, Perburuan, dan Jasa
Pertanian merupakan kontributor terbesar dalam menciptakan nilai
tambah kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, yaitu
mencapai 81,39 persen. Subkategori tersebut juga masih dirinci lagi
dan Tanaman pangan merupakan kontributor terbesar terhadap
pembentukan nilai tambah subkategori usaha tersebut, yaitu

sebesar 22,39 persen, disusul Peternakan sebesar 20,94 persen dan
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Tanaman Perkebunan sebesar 19,28 persen dari seluruh nilai
tambah subkategori. Sementara itu, kontribusi kedua subkategori
yang lain terhadap kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan

masing-masing kurang dari 15 (lima belas) persen.

Capaian indikator kinerja kontribusi subkategori Pertanian,
Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian terhadap nilai tambah
kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (PDRB) di Kabupaten
Probolinggo pada tahun 2015-2020 mengalami kondisi yang
stagnan dan cenderung menurun. Pada tahun 2015 kontribusi
subkategori Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian
terhadap nilai tambah kategori Pertanian, Kehutanan dan
Perikanan di Kabupaten Probolinggo sebesar 83,51%. Pada tahun
2016 berkontibusi sebesar 83,88%. Pada tahun 2017 berkontribusi
sebesar 82,42%. Pada tahun 2018 berkontribusi sebesar 81,52%
dan pada tahun 2019 berkontribusi sebesar 81,39%. Sedangkan
pada tahun 2020 berkontribusi sebesar 81,96%. Penurunan
kontribusi sub kategori pertanian, peternakan, perburuan dan jasa
pertanian terhadap nilai tambah kategori pertanian, kehutanan dan
perikanan di Kabupaten Probolinggo terjadi karena pergerakan
harga komoditi pertanian yang masih naik atau turun dengan cepat,

sehingga tingkat produksi juga tergantung kondisi tersebut.
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Gambar 2.142 Kontribusi subkategori Pertanian, Peternakan,

Perburuan dan Jasa Pertanian terhadap nilai tambah kategori

Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Kabupaten Probolinggo
Tahun 2015-2020

Sumber: BPS Kabupaten Probolinggo, Tahun 2021
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2. Kontribusi Subkategori Perikanan terhadap nilai tambah
kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (PDRB)

Peranan terbesar dalam pembentukan PDRB kabupaten
Probolinggo pada tahun 2020 dihasilkan oleh lapangan usaha
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; yaitu mencapai 33,72 persen
(angka ini terus menurun dari 38,26 persen di tahun 2015.
Kontribusi subkategori Kehutanan dan Penebangan Kayu sebesar
429,21 milyar rupiah atau 3,86 persen dan subkategori Perikanan
lebih tinggi, yaitu 1.642,30 milyar rupiah atau 14,75 persen.
Capaian indikator kinerja kontribusi subkategori Perikanan
terhadap nilai tambah kategori Pertanian, Kehutanan dan
Perikanan (PDRB) di Kabupaten Probolinggo pada tahun 2015-2020
menunjukkan trend positif. Hal ini terjadi karena Kawasan pesisir
Kabupaten Probolinggo merupakan Kawasan dengan potensi
pengembangan perikanan, baik tangkap maupun budidaya. Selain
itu, jumlah produksi dan permintaan ikan tinggi dan cenderung

meningkat pada setiap tahunnya.

Pada tahun 2015 kontribusi subkategori Perikanan terhadap
nilai tambah kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (PDRB)
di Kabupaten Probolinggo ialah sebesar 12,35%. Kemudian pada
tahun 2016 berkontribusi sebesar 12,60%. Mengalami peningkatan
di tahun 2017 menjadi 13,87%. Kemudian di tahun 2018 menjadi
14,72% dan terus meningkat hingga di tahun 2019 yaitu menjadi
14,75%. Pada tahun 2020 mengalami penurunan menjadi 14,5%
untuk kontribusi subkategori Perikanan terhadap nilai tambah

kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (PDRB) di Kabupaten

Probolinggo.
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Gambar 2.143 Kontribusi subkategori Perikanan terhadap nilai
tambah kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (PDRB)
di Kabupaten Probolinggo Tahun 2015-2020

Sumber: BPS Kabupaten Probolinggo, Tahun 2021

3. Produksi Padi

Capaian indikator produksi padi di Kabupaten Probolinggo
pada tahun 2015-2020 mengalami fluktuasi pada setiap tahunnya.
Pada tahun 2015 produksi padi di Kabupaten Probolinggo sebesar
354.121 ton. Pada tahun 2016, produksi padi di Kabupaten
Probolinggo mengalami kenaikan menjadi 365.659 ton. Pada tahun
2017 dan 2018, produksi padi terus mengalami penurunan hingga
mencapai 286.828 ton. Jumlah tersebut megalami kenaikan di
tahun 2019 menjadi 292. 338 ton. Namun pada tahun 2020 kembali

mengalami penurunan menjadi 259.572 Ton.
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Gambar 2.144 Produksi Padi Kabupaten Probolinggo Tahun
2015-2021

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, Tahun 2020

4. Produksi Jagung

Capaian indikator produksi jagung di Kabupaten Probolinggo
pada tahun 2015-2020 mengalami fluktuasi pada setiap tahunnya.
Pada tahun 2015 produksi padi di Kabupaten Probolinggo sebesar
247.316 ton. Pada tahun 2016, produksi jagung di Kabupaten
Probolinggo mengalami kenaikan menjadi 255.913 ton. Pada tahun
2017 juga mengalami sedikit peningkatan menjadi 256.237 Ton.
Pada tahun 2018 dan 2019, produksi padi terus mengalami

penurunan hingga mencapai 153.762 ton. Namun, pada tahun
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2020 produksi jagung Kembali mengalami peningkatan menjadi

187.113 Ton.
Produksi Jagung
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Gambar 2.145 Produksi Jagung Kabupaten Probolinggo
Tahun 2015-2020

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, Tahun 2021

5. Produksi Ubi Kayu

Capaian indikator produksi ubi kayu di Kabupaten Probolinggo
pada tahun 2015-2020 mengalami fluktuasi pada setiap tahunnya.
Pada tahun 2015 hingga 2017, produksi ubi kayu terus mengalami
penurunan hingga sebesar 52.700 ton. Pada tahun 2018, produksi
ubi kayu mengalami kenaikan menjadi 52.920. Pada tahun 2019,
produksi ubi kayu di Kabupaten Probolinggo kembali mengalami
penurunan menjadi 33.322 ton. pada tahun 2020 produksi ubi

kayu mengalami penurunan kembali yakni mencapai 22.838.
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Gambar 2.146 Produksi Ubi Kayu Kabupaten Probolinggo
Tahun 2015-2021

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, Tahun 2020

6. Produksi Kedele

Capaian indikator produksi kedele di Kabupaten Probolinggo
pada tahun 2015-2020 mengalami fluktuasi pada setiap tahunnya.
Pada tahun 2015 produksi kedele mencapai 477 ton. Pada tahun
2016 mengalami penurunan yang signifikan menjadi 91,8 Ton. Pada
tahun 2017 kembali mengalami penurunan menjadi 23.9 Ton. Pada
tahun 2018, produksi kedele di Kabupaten Probolinggo mengalami
kenaikan menjadi 961 ton. Namun, pada tahun 2019 kembali
mengalami penurunan menjadi 883,9 ton. Pada tahun 2020,
produksi kedele di Kabupaten Probolinggo mengalami kenaikan

yang signifikan menjadi 25.056 ton.
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Gambar 2.147 Produksi Kedele Kabupaten Probolinggo
Tahun 2015-2020

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, Tahun 2021

7. Alpukat
Capaian indikator produksi alpokat pada tahun 2015-2020 di
Kabupaten Probolinggo mengalami fluktuasi setiap tahunnya.
Pada tahun 2015, produksi alpokat mencapai 4.441 ton. Pada
tahun 2016, produksi alpokat mengalami penurunan menjadi
3.622 ton. Pada tahun 2017 produksi alpokat mengalami
penurunan menjado 2.876,9 Ton. Pada tahun 2018 kembali
mengalami penurunan menjadi 2.114,4 Ton. Begitupula pada

tahun 2019 kembali mebgalami penurunan produksi alpokat
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menjadi 1.593,9 Ton. Namun pada tahun 2020 produksi alpokat

mengalami peningkatan menjadi 3.029 Ton.

Produksi Alpokat
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Gambar 2.148 Produksi Alpokat Kabupaten Probolinggo
Tahun 2015-2021

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, Tahun 2020

8. Produksi Bawang Merah

Capaian indikator produksi bawang merah pada tahun
2015-2020 di Kabupaten Probolinggo mengalami fluktuasi
setiap tahunnya. Pada tahun 2015, produksi bawang merah
mencapai 49.023 ton. Pada tahun 2016, jumlah produksi
tersebut mengalami penurunan hingga sebesar 44.734 ton.
Pada tahun 2017 hingga 2019, produksi bawang merah terus
mengalami kenaikan menjadi 66.852 ton. Pada tahun 2020
kenaikan produksi bawang merah terus terjadi hingga mencapai

84.540 ton.
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Gambar 2.149 Produksi Bawang Merah Kabupaten
Probolinggo Tahun 2015-2020

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, Tahun 2021
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9. Produksi Bawang Daun

Capaian indikator produksi bawang daun pada tahun
2015-2020 di Kabupaten Probolinggo mengalami fluktuasi
setiap tahunnya. Pada tahun 2015, produksi bawang merah
mencapai 14.213 ton. Pada tahun 2016, jumlah produksi
bawang daun mengalami peningkatan menjadi 39.078,7 ton.
Pada tahun 2017 produksi bawang daun di Kabupaten
Probolinggo mengalami penurunan menjadi 20.298,6 ton. Pada
tahun 2018, mengalami kenaikan menjadi 20.691,5 ton. Pada
tahun 2019, jumlah produksi bawang daun mengalami
penurunan menjadi 14.606,1 ton. Pada tahun 2020, Kembali

mengalami kenaikan menjadi 25.259,8 ton.
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Gambar 2.150 Produksi Bawang Daun Kabupaten
Probolinggo Tahun 2015-2020

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, Tahun 2021

10.Produksi Kentang

Capaian indikator produksi kentang pada tahun 2015-2020
di Kabupaten Probolinggo mengalami fluktuasi setiap tahunnya.
Pada tahum 2015, jumla